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ABSTRAK

Nama » YULIANY
Program Studi ©  Program Pasca Sarjana Iimu Hokum Ekonomy
Judul + Timjauan Yuridis Perjanjian Kemitraan Plasma Melalui

Program Reviialisasi Perkebunan (Studi Pada Salzh Ratu
Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Swasta Di Provinsi
K.alimantan Barat)

Tesis ini membahas mengenal perjaniian kernitraan perkebunan plasma melahii
program revitalisasi perkebunan kelapa sawit, Permasalahan hukum vang dibahas
dalam tesis ini, aptara lain: bagaimanakah ketentuan mengenal kemitraan
perkebunan plasma dan revitalisasi perkebunan sesuai ketentuan hukn vang
berlaku, bagaimana pelaksanasnnya dalam prakiek termasuk segala kendala-
kendala vang dihadapl dalarn pelaksanaannya. Penclitian ini adalah normatif
yuridis dengan menggunakan data seicunder dan baban hukum primer, sekunder
dan tertier. Hasil penelitian renemukan bahwa kemitraan plasima dan revitalisasi
perkebunan di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan
pemerintah serta keputusan dan peraturan menteri, khususnya menteri pertanian
dan mentenn kevangan.  Dalam pelaksanmannya, kenntraan plasma meialui
programn revilalisast perkebunan menemui banyak kendala, seperti kendala
birokrasi, biaya sertifikasi Ishan vang tinggi, ketersedisan lzhan untuk
perkebunan, kekurangan tenaga tekmis dari pemerintab sntuk membaote dan
mendampingi pelaksansan, dan adanys perbedsan pemshaman program oleh
perusahaan perkebunan, petani melalol koperasi, dan aparat pemerintah daerah.
Penyedethanaan prosedur dan sosialisasi program meropakan salab satu cara
untuk mengatast kendala dalam pelaksanaan,

Kata kunch: kemitraan, perkebunan.
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ABSTRACT

Name ¢ Yuliany
Program Study : Post Graduate, Faculty of Law
Title . Judicial Review on Contract Farmisg Through Plantation

Revifalisation {A Study on A Palm Ol Plantation Company
in West Kalimantan Province)

The focus of this thesis is the contract farming in ferms of revitalisation program
of palm oil plantation. The legal issues which discussed in this thesis, among
others, contract farming and plantation revitalisasion program in the prevailing
laws and tegulations, how its implementation, including the problems incurred on
the implementation.  This study i5 a juridis nomatif research and vsed secondary
data with primary, secondary and tertier lepal data. The result of study found that
contract farming and revitalisation program are regulated in laws, government
regulations and decree or decision of minister, particularly in agricultural and
finance ministry. In the implementation, this revitalization program have several
problems, among others, bureavcracy, high cost for land certification, land
avaibility for plantation, less of technical sapport from government, and different
point of view between plantation company, farmers or cooperative, and
governement officers. Simplify the buresucracy and program sozialisation is one
of the solve way to seftle the problems at implementation,

Key Words,
Contract Farming, plantation, palm oil.
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BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Negara hukumn kesejahteraan atau vang sering juga disebut negara
bokum matenil aten negara kesejahteraan (welfare state) adalah negara,
dimana pemernntzh tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemclibaraan
ketertiban dan kefentraman masyarakal, akan tetap: jupa berfanggung
jawab atas kesejahieraun masyarakat dan tidak satupun sspek kehidupan
masyarakat yang lepas dari campur tangan pemerintah.’

Ajaran negara kesejahteraan merupakan bentuk  konkrit dari
peralihan prinsip staatsonthouding yang menghendaki peran negara dan
pemerintah terlibat akif dalam kebidupan ekonomi dan sosial masyarakat
sebagai langkah awa! vntuk mewunjudkan kesejshteraan umun disamping
menjaga ketertiban dan keamanan,”

Negara Indonesia sebagal negara kesejshteraan modemn sesuai
dengan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945,
termasuk perobahan-perubahannya (selanjuinya dalam tesiz ini disebut
“UUD 1945”) setidaknya memiliki empat fingsi pokok:’

1. Protectional funciion, negara wajib melindungi seluruh tumpah darah
dan tanah air .
2. welfare funcrion, negara wajib mensejabierakan bangsa.

' Uiang Bahar, Wewenang Pemerininh Daerah Terhadop Pinjoman Yang Swumber

Bananya Berasal Pari Fuar Negeri, Formal Hokum Bisads (Volume 26 Nomor 4 Tabun 2007},

blm. 53,

2 Ridwan, Hukum Administvast Negera, {¥ogyakarta: U Press, 2002), hlm. 14.

} Ujang Bahar, Joc.cit., hlm 54,

Universitas Indonasia
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3. Educational function, negara waiib mencerdaskan kehidupan bangsa.

4,  Peacefulness function, negara wajib menciptakan perdamaian dalam
kehidupan bemegara dan bermasyarakat, baik ke dalam maupun
keluar,

Pelaksanaan fungsi mensejahterskan rakyat terscbut diwnjudkan
dalam  bentuk pelakssnsan pembangunan.  Indonesia  danl awal
kemerdckaan sampai gaat ini tidak  putus-putusnya melaksanakan
pembangunan, sekalipun belum mencapai hasil yang diinginkan.

Schagai suatu negara yang sedang membangun atau yang sedang
mengalarni perubahan menuju kesciahiersan guna mewujudkan cita-
¢itanva maks peranan hukum dalam pembangupan adalah menjamin
bahwa perubahan {tu terjadi dengan teratur. Batk pershahan maupun
ketertiban merupakan tujuan kembar dam masyarakat yang sedang
membangun, maka hukum menjadi alat yang tidak dapat diabaikan dalam
proges pembangunan, i

Olch karena ite, hukum memegang perangn yang penting bagian
ini sukses atau  tidaknya pembangunan.  Selanjuinya, Mochtar

Kusumaatmadja mengatakan:

“Hukum merupakan sarana pembaruan masydrakat didasarkan pada
anggapan bzhwa adanys keteraturan aten ketertiban dalam  ussha
pembangunan afau pembaruan ity merupakan suatu yang diinginkan atau
bahkan dipandeng {muilak) perlu. Anggapan lain vang terkandung dalam
konsepsi hukum sebagaf sarana pembangunan adalab bahwa hukum
dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagas
alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti menyalur arah
kegiatan manunsia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau
pembarvan. Kedva fungsi tersebut tadi diharapkan dapat dilakukan oleh
hukum disamping fungsinya yang ifradisonal yaknl menjamin adanya
kepastian ketertiban™.”

4 Mochlar Kusumastrmadia, “Konsep-Kosmsep Hukum  Dalam Pambangunan®,
{Banduang:Alumns, 20023, him 25,

$ fhidt, him, 8.
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Peranan  hukum  dalam proses pembangunan nasionsl jelas
mempunyai arti yang strategis bagi sasaran pembangunan. Dengan
demikian, diharapkan adanya kepastian hukure dan ketertiban hukum. Hal
tersebut gangat diperfukan dalam usaha menyukseskan pembangunan
rrenuju masyarakat vang adil dan makmur,

Menurut Friedman, ada 3 fungsi sistem hukum, yainu:®
|3 Sistem Kontrol Sosial
2. Penyelesaian Sengketa (Dispuse settlement)

Fungsi redistibusi (redisiributive funciion} atau fungsi rekayasa

sosial  (Sociel  engineering  finction). Ini mengarah pada

penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial vang
berencana yang ditentukan dari atas yaitu, oleh pemerintah.

Menurut . Westrate yang dikutip oleh Soerjono dan Pumadi
purbacaraka dalam buku sendi-sendi itmu hukum dan Tata Hukum,
hubungan antara ekonomi dengans hukom diartikan sebagai berikut:

“.. bukum merupakan suaty kerangka, vyang didalamnya
berlangsung kehidupan ekonomi, kerangkanya — sepanjeng hal it
berhubungan dengan kehidupan ekonomi merupakan “konstitusi
ekonomi™, “tertib ekonoemi”. Untuk bahagizan besar, hukum suatu
bangsa (sehab tidak semua fergantung semata-mata dari bukom)
menggambarkan bagaimana keidupan ekonominya....” '

Menurut Kohler pada mulanys fungsi hukum itu merupakan hasil
peradaban mmanusia. Pada masa sekarang {penerapan hokum dalam
masyarakat) hukuwm kemudian berfungsi sebagai alat untuk menjalankan
peradaban manusia (social control). Sedangkan peran atau fungsi hukum

di masa mendatang adalah merupakan social engineering fmengarahkan

® Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Schuah Pengantar {Amevican Lew: An
frtroduction), diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, cet. 1, {Jakanma: PT. Tamnusa, Juli 2001),
him.11-12.

¥ Purnadi Parbacaraka dao Sveriono Sockanto, Perhal Kaedah Hidam, cet 8, (Pandung:
PT. Cifra Adityn Baka, 1963}, hlm 3],
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dan atau merencanakan) dalam mengantisipasi tingkat perkembangan dan
perubahan peradaban manusia.*

Sebagai sarana social engineering, hukom merupakan suatu sarana
yang dityjukan untuk mengubah penlakuan warpa-warga masyarakaf.
Sesuai dengan tujuan-tujuan yang vang telah ditetapkan sebelumsya, Salah
satu masalah yang dikadapi di dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa
vang dinamakan oleh Gunawan Myrdal sebagai soff development dimana
hukum-lnkom  terteniu yang dibentuk dan diterapkan, ternvata tidak
efektif.

Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada fakior-faktor
tertentu yang meniadi halangan. Faktor-fakior tersebut dapat berasel dari
pembentuk hukum, penegak hukum, para pencan keadilan (ustittiabelen),
maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.

Faktor-faktor itulah vyang harus diidentifikasikan, oleh karena
merupakan suatu kelemaban yang terjadi kalau hanya tyjuan-tujuan yang
dimurmuskan, tanpa mempertimbangkan sarang-sarana untuk mencaepai
tyuan-tujoan tersebut. Kalau hekum mernpaken sarana yang dipilih untok
mencapai fujuan-tujuan tersebut, maka prosgsnya tidak hanya berhenti
pada pemilihan hukum sebagal sarana saja,

Kecuali pengetahuan vang mantap tentang sifat-hakikal huloum,
juga perly diketabui adalah hatss-batas didalam penggunuan hukum
sebagal sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perilakuan warga-
warga masyarakat). Sebab, sarana vang ada membatas: pencapaian tujuan,
sedangkan tujuan menentuken sarana-sarana apaksh vang tepat untuk
diperganakan.

Menurut Terence Daintith, hukum sebagai instrumen kebijakkan
ekonomi, seclain harus memperhitungkan biaya dan harga yang harus
dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakkan ekonomi tersebut, juga harus
memperhitungkan kepads siapa pihak yang akan menerima kebiiakkan

tersebut,

¥ Rarsbang Prabowo Scedarso, Hubum Linglungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan
{Bungo Rempai), oot 2 {Jakerta: Cintya Press, 2008), bim 5,
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“The theory of regulation has undoubtedly the merit of directing
atiention to the cost and henefit of the regulatory process and also
the question of whose interest regulations serves”.

Pembangunan & bidang perkebunan mempunyal peran yang
penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam
meningkatkan kemskmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimazn devisa
negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tanibah dan daya saing,
pemenuhan konsumsi dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber
daya alam secara berkelanjutan.

Dalam mencapal tujuan-tujuan fersebuf, maka pengembangan
perkebunan harus dilaksanakan berdasarkan kultur feknis perkebunan
dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap
sumber daya alam vang berkesinambungan. Selanjutnya, pengembangan
perkebunan  yang  berkesinambungan  tersebut  diharapkan  akan
mentberikan mantaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
dapat secara optimal, melalui kesempatan yang sama unnik mendapatkan
akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi, dan
mangjémen.

Akses tersebut harus terbuka pula bagt selurub rakyat Indonesia,
Dengan demikian, diharapkan akan tercipta hubunpan yang harmonis dan
zaling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat
sekitar, dan pemangku kepentingan {stakeholders) lainnya, serts daput
terciptanya wtegrasi pengelolaan perkebunan sist ity dan sisi hilir,

Investasi di bidang perkebunan oleh perusahaan perkebunan
banyak timbul masalah sostal.  Salah satu contohnya adalah lahan
didudukr rakyat, kebun tidak dikelola tapi disewakan oleh pemegang Hak
Guna Usaha (selanjutnya discbut “HGU™) kepada , lahan HGU menjadi
obyek sengketa, ganti rugl lahan, serta pengawasan pemerintah kabupaten

*Terence Diaintith, Law as an Instrument of Fconamic Policy: Conmparative and Critical
Approach, {Walier de Gruyter, [987), him 245,
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yang lemah dan perusahsan perkebunan tidak peduli dengan kondisi
masyarakat sekitar perkebunan'® .

Oleh karepa iti, Pemerintah menetapkan bahwa badan hukoam
perkebunan harus mampu bersinergl dengan masyarakat, baik dengan
masyarakat selatar perkebunan, maupun dengan  masyarakat pada
umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengolshan usaha yang saling
menguntungkan, menghargal, memperkuat, dan penciptaan ketergantungan
satu sama fain. '

Se¢jak pertengahan 1970-an hingga awal 1980-an telah dikeluarkan
peraturan-peraturan tentang kemitraan usaha melalui pole Perusahaan Inti
Rakyat {PIR} schingga muncullah PIR Perkebunan, PIR  perunggasan,
Tambak Inti Rakyat, Tebu Intt Rakvat dan kematrsan usaba dibidang
holtikultura,

Lahirnya konsep kerjasama atau usaha kemitraan usaha perusahaan
pertanian (BUMN, swasta, koperasi) dengan pertanian rakyat (petani kecil)
didasarkan atas dua argumen: 12
i. Adanya perbedaan dalam penguasaan sumber daya (labhan dan

modal} antara masyarakat mdustrial perkotaan {pengusaba) dengan

masyarakat perfapian di pedesaan {petani). Orang perkoisan
dikategorikan mempunyal modal dan pengetahuan, namun kurang
dalam sumberdaya laban dan {enaga kera, sedangikan disisi lain
orang desa dikategorikan mempunyal labhan dan tenaga kerja
namon karang modal dan kemampuan (ketrampilan).

2. Adanya perbedaan sifat hubungan biaya per satuan cutput dengan
skala usaha pada masing-masing sub sistem dari sistem agribispis.

Di dalam sistem usaha tani, skala lebih kecil efisien afan sama

® Irmam Keeswahyono, Pewvelesaian Persootun Tanah Perkelyman Dalam Perspefxif
Saclo Legal {Studi Pada Beberapa Perkebunan di Jewa Timur), Jume! Hubum & Permbangonan,
Tahun ke-38 No.:4, Oktober 2008, blm.256.257,

" ndonesia, Undang-Undang Tentang Perkebunen, UU Nomor 1% Tahun 2004, LN
R85 Tabun 2004, TLN No.:36%8, Peajelasan Umum,

1 Sapiana, “Keunggulan Komparstif-Kompetitif dan  Stawegi  Keminzan®,
<hhtp:#pse Hibang. deptan.go.sd>, diakses 3 Februari 2609,
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efisiennya dengan skala usaha besar, karena sifat hubungan biaya
per satuan output dengan skala usaha bersifat tetap (constant cost to
scale). Dalam subsistem pemasargn, pengelahan dan pengadaan
saprodi, skala usaha besar lebih efisien daripada skala kecil karena
sifat hubungan biaya per satuan output dengan skala usaha bersifat
menuran {decreaying cost io scale).

Di daerah-dacrah pedesaan negara-negara berkembang termasuk
Indonesia, petani kecil sering mengalami kesolitan akses kredit dan
informasi (entang peluang pasar afau teknelogt baru, penyewaan
tenagakeria, pembelian input-ipput tertentu dan akses pasar produk.
Kemitraan usaha perkebunan diharapkan mampu mensinergikan kekuatan
para pelaku ptama usaha kenitraan (petant dan perusahaan) serta kekuatan
beberapa  unsur penunjang  lainnya (pemerintah, lembaga swadaya
masyarakat, lembaga Penelitian dan pergurvan tinggi).

Kerjasama saling menguntungkan antara pelaku-pelaku agribisnis,
khususnya antara petard kecil dengan pengusaha besar akan lebih tepat
dituangkan dalam konsep pertanian kontrak atav confract farming atau
kalau ¢f Indonegia belakangan ini lebih popular disebut “Kemitraan”,

Kemiiraan artinya persahabatan atan pertemanan
(mitra=sahsbat=teman). Pola kemitraan atfinya sustu bentuk kerjasama
antara dua atau lebih pelaku-pelaku agnbisnis vang didasarkan keriasama
{persahabatan) saling menguniungkan yang dituangkan dalam suaty
perianjian atan kontrak, sehingga menjamin keberlanjutan kenasama
tersebut.

Melaluyi kemifraan, agroindustri (agroindusiry) atau perusahaan
agribisnis (agribusiness firm) sering menyediakan petani kecil dengan
kredit, sarana produksi, informast dan pelayanan-pelayanan lainnya yang
memungkinkan petani menjangksu segala kebutuhan dalam proses
produksi, bahkan merubsah pertanaman dari tanaman tradisional subsisten
ke komoditas ekspor bernilal timggi.

Hal ini tidak hanya memiliki potensi meningkatkan pendapatan
petani-petani pengontrak, iotapi juga memiliki efek pengganda dalam
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perckonemian pedesaan. Kemitrzan menawarkan agroindustri peluang
memperojeh kualitas produk dengan biaya relatif rendah, mengurangi
ketidek-pastian, membatasi variabilitas harga, jaminan kualitas produk,
dan mengakses tenaga kerja murah. Melalul keritraan agroindustn atas
perusahaan agribisnis dengan petani kecil di negara-negara berkembang
yang umumnya memiliki kelebihan tenagakerja, biaya-biaya produksi
dapat diminimalisir dan pasokan bahan baku dapat berkelanjutan’®.

Kewajiban kerjasama kemitraan antara perusahaan perkebunan
dengan peruszhaan kecil ditetapkan dalam svatu peraturan menteri
pertanian., Berdasarkan ketentuan sebagaiman tercantum dalam pesal 11
Permentan No, 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan
Usaha Perkebunan (selanjutnya dalam fesis ini disebut “Permentan
No.:26/2007"), dipyatakarr babwa Perasahase perkebunan  wajib
membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20%
{dna puluh persen) dari total luas areal perkebunan yang diusghakan oleh
perusahaan, ¢

Pembangunan kebun masyarakat untuk masyarakat tersebut dapat
dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil yang
dilakukan bersamasn dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh
perusahaan,

Dalamn kemitraan perkebunan kelapa sawit ini, terdapat berbagai
permasalahan. Salah sate contohnya adalah Permasalahan teknis yang
menonjol dart program PIR adalah kondist tanaman yang populasinya
tidak perwh (kerapatan tanaman di bawah standar, Kurang dari 136 pohon
per hektarnya) dan pertumbuhannya tidak standar. Hal ini mengakibatkan
produktivitas rendah dan terus merosot (kurang dari 12 ton/hektare/tahun).

13 “Pengantar Kemitraan Agribisnis,”
heip: feivumnal unod so i P madule=editonX id s 7 & idi=48 &idy= | 70&idi=184, diakses wnggal 2
Februgr 2009,

" Departemen Pestanian, Peraturan Menteri Pertunian Tentang Pedomun Perijinan
Usaha Perkebunan, Permenian No.: 26/Permentan/OT. 140/2/2007, Pasal 11,
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Ditambah lagi dengan perilaku petari yang kadang tidak sesual aturan
teknis budi daya tanaman.”

Produktivitas kebun plasma yang rendah menyebabkan Pabrik
Kelapa Sawit (selamjutnya dalam tesis ird disebut "PKS™) kekurangan
bahan haku. Akibatnya, FKS terpaksa mengurangi waktu pengolahan dan
terkadang terpaksa mengurangi karyawan. Selain ity kualitas TBS petani
yang rendah (rendemen minyak di bawah 20%) menyebabkan pendapatan
petani kurang dan tidak mampu membiayai pemeliharaan kebun dengan
baik.

Kondisi saat ini, perkebunan kelapa sawit yang teleh dimulal
pembangunannya sejak tahun 1980-an sudah mulai memasuki “usia senja”
atau sering disebut tanaman tidak produktif lapi. Produkiivitas sudah
menurat. Perzmajasn dan perluasan perkebunan kelapa sawit sudah
mendesak.

Namun demikian, disist Jain, tingginya bunga bank untuk
pembiayaan investasi perkebunan relatif tinggi. Saat ini bunga pinjaman
untuk investast berkisar lebih dari 18% setahun. Hal im jelas
memberatkan petani, yang akhimya memperiambat pertumbuhan produksi
CPO Indonesia.

Sejak tahun 2006, Pemierintah mencrapkan program Revitalisasd
Perkebunan dengan pola kemitraan dan pon kemifraan di  scktor
perkebunan kelapa sawit, karet dan kakau. Program ini bertujuan untuk
rmembiayal perfussan dan peremajaan kebun dengan subsidi bunga dari
Pemerintah selama masa grace period (masa tanam belom menghasilicany.

Berdasarkan uratan yang telah disampaikan di atas, penelid
memilih judul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN
PLASMA MELALUI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT (STUD!I PADA SALAH SATU PERUSAHAAN
PERKEBUNAN SWASTA KELAPA SAWIT DI PROVINSI

¥ Sunarko, Brdi Dayva dan Pengelokuan Kebun Kelopa Suwit Dengan Sistem Keoritraan,
cet, 1, {Jakana PT. Agromedia Pustaka, 2009}, him 17,

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan Yuridis..., Yuliany, FH Ul, 2009



10

KALIMANTAN BARAT) karens Pepeliti mgin mengetahui bagaimana
hukum vang berlaku terhadap pola kemitwsan plasma dalam rangka
revitalisasl perkebunan.  Penelii juga ingin mengetahul bagaimana

pelaksanaan ketentuan tersebut pada prakteknya di Kalimantan Barat,

Pokok Permasalahan

Drari scturuh uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan dan

akan dibahas dalam penelitian ini antara lain adalat:

i Bagsimana pengatursn kegasama kemiftraan plasma  dslam

peraturan perundang-undangan yang berlaku?

gk Bagaimana pengaturan mengena) program revitalisasi perkebunan

dalam peraturan perundang-ondangan yang berlaku?

3 Bagaimana pelaksanaan kepjasama kemitrzan perkebunzn kelapa
sawit dalam rangka revitalisasi perkebunan oleh salah sato
perpsahaan perkebunan swasta di Provins: Kalimantan Barat?

Tujuan Penelitian

Adapun vang menjadi tujuan dari penelitian ind adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetabui, menganalisa dan  mengkaji  kebijakan
pemerintah mengenai sejarah kemitraan perkebunan di Indonesia,
latar belakang perlunya kemitraan, etika bisms kemitraan, sumber

dana, sistem dan pola kemtrean plasma dalam peraturan

perundang-perundangan serta aspek lingkungan perkebunan.
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2. Untuk mengetahui, menganalisa dan  mengkaji  mengenat
kebijakkan revitalisasi perkebunan dalam peraturan perundang-
program tersebut, termasuk bagaimang peranan pemenntah dalam

program tersehut.

3 Untuk mengetahui, rmenganalisa dan mengkajl  pelaksanaan
kerjasama kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit melalui
program revitalisasi perkebunan oleh salah satm  perusshaan

perkebunan swasta di provinsi Kalimantan Barat.
D, KERANGKA LANDASAN TEGRI

Sebagat keranpka teord dalam penelitian ini, dipakai feori hukum
Perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Huokum
Perdata ("KUH Perdata™) dan teori fungsi hukum yang dikemukakan
oleh Kohler.

i. Pengertian Perjanjian

Menuwut M. Yahya Harapan Perjanjian afau verbintenis
mengandung pengertian suatt hubungan hukum kekayaan‘harta
henda antara dua orang aten lebih, yang memben kekuatan hak
pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan  sekaligus
mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.'®

Pasal 1313 KUH Perdata menycbutkan bahwa perianjian
adalah suaty perbuastan dengan mana satu orang atau Isbih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”’

* M. Yahya Harabap, Segi-Segi Hukum Perjanjion, o612, (Bandung: Alumnd, 1986),
hlm.6.

Y Indonesia, Kitab Undung-Undang Fhdwm Perdata  (Burgerlitk  Wethoek),
diteriemabkan oleh R. Subeku dan R. Tjitrosadibio, cet.37, (Jakarta: PT. Pradnya Faramita, 2006),
Pasai 1313,
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Mariam Darus Badrolzaman mengatskan untuk beberapa
perjanjian  tertente undang-undang menentukan swatu  bentuk
tertentu, sehingga aphika bentuk ifu tidak dituruti maka perjanjian
itu tidak sah. Dengan demikian benfuk fertulis tadi tidsklah hanya
semata-mata merupakan alat pembuktian sajs, tetapl merupakan
syarat untuk adanya (bestaanwaarde) perjanjian itobahwa definis
perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata fidak
lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan
itu hanya mengenai perjanjian sepibak saja. '*

Menurut 1, Satrio definisi perjanilan berdasar Pasal 1313
KUH Perdata tersebut diatas mengandung banyak kelemahan
karena kata “perbuatan” kalau dilihat dalam skema peristiwa
hukom, maka peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan atau
hindakan manusia yang lain (yang bukan tindakan hukum) sepeti
pnrechimatige daad dan zagiwaarmening. Suatu omrechmatige
daad memeang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai
akibatnya timbul sutu perikatan.'®

Kata “perbuatan” dalam pasal 1313 Kitab Undang
Undang Hukum Perdata lebih tepat kafsu diganti dengan kata
“nerbuatan/tindakan hukum”. Keuntungsn digunakannya istilah
tindakan hulum tidak hanya usthuk menvnjuidkean, bahwa akibat
hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaks, tetapi di
dalamnya juga sudah tersimpul adanya “sepakat” yang merupakan
¢iri perjanjian vang tidak mungkin ada pada onrechimatige daad

e 30
dan zaakwaarmening.

#  Mariam Badrolzaman, X UH Perdata Bulkw 1 Hidum Peribaian Dengan
Penjelasan, cot2. {Randuny: Alumn, 2005}, him 8%,

). Satric, Hikum Pertkqion, Perikatan Yang Lakir Dort Pewjanjian Buky }, cei?,
{Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), blm. 24-25.

2 Ibid.
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Asas-Asas Dalam Suatu Perjanjian

Dari beberapa asas-asas perjanjian umurm vang ada, yang

secara khusus akan dipakai dalam tesis int adalah asag kebebasan

berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukumn (pacia sun

servanda), asas iktikad baik {goede Trouw) dan asas kepribadian

{personalitas),

a.

Asas Kebebasan Berkontak

Asas kebcbasan bekontrak dapat dianalisis dari
ketentuan Pasal 1338 ayat 1KUHPerdata, yang berbunyi,
“S8emua perfeniian yvang dibuet secara sah berlgku sebagal
undang-undang bagi mereka vang membuatnya,”™

Asas kebebasan berkontrak  ini membenkan
kebebasan kepada para pihak untuk:

{1} membuat atau tidak membuat perjanjian;

{2} mengadakan peganjian dengan siapapun;

(3) menentokan i8] peganjian, pelsksanaan, dap
persyaratannya;

(4) menctukan benfuknaya peranjian, vaita tertalis atau

Hisan.

Walaupun demikian kebebasan berkoatrak tersebut
ada batasnya vattu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak
bertentangan dengan kesusilaan dan fidak bertentangan
dengan ketertiban umum scbagaimana dicantumkan dalam
Pasal 1339 KUH Perdata™

Menurut Prof. R. Subekti, dalam menafsickan

Perjanfian, jika pelaksanaan pegjasjian menurut hurafhya,

#

Indonesia,

Kiwgh  Undang-Undeng  Fubum  Perdate (Burgerlifk Wetboek),

diterjernahian oleh R. Subekii dan R Figosudibie, cet.37, {Jakarta: PT, Pradeya Paramita, 268083,

Pasal 1338,

% rbid, Pasal 1339.

UNIVERSITAS INDUONESIA

Tinjauan Yuridis..., Yuliany, FH Ul, 2009



i4

justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim
mempunyii  wewenang  untok  menyimpang  dari  isi

perjanjian menarut hurafoya,

b.  Asas Konsensualisme®

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam
pasal 1320 ayat (1) KUH Pardata. Dalam pasal itu
ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu
adanya  Kkesepakatan  kedus  belsh  pihek. Asss
konsensualisme merupakan asas yvang menyalakn bahwa
perjanjian pada wmunya tidak diadakan secara formal,
tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.,
Kesepakatan merupakan persesualan antara kehendak da
npernyataan vang dibuat oleh kedus belah pihak.

Dalamm hukem  Romowi, asss  konsensualisme
dikenal istilah centractus Verbis Literis dan Comtractus
innoming, yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apaibla
memenuhi  bentuk  yang  telah  ditetapkan.  Agas
konsensualisme yang dikenal di dalam X UH Perdats adalah
berkaitan dengan bentuk perjaniian.

c. Asas Pacta Sunt Servanda.>
Asas pacia sunt servandn atau disebut juga dengan
asas kepastian hukum asas Im berhubungan dengan akibat
perjanfian. Asas pacfe sunt servande adalah asas bahwa
hakim atau pihak keliga harus menghormati substansi

2 Suharnoke, Hdum Perjanfian: Teori dan Analisa Kasus, cel.5, (Jakarta: PT, Prenada
Media Group, Maret 2008), hlm. 4

* Mariam Badralzaman, K. U H. Perdata Bukwu HI: Hukum Pertkatan Dengan Penjelason,
cet2. {Bandung: Alumoi, 2005}, Him. 113

** galim. H.S, Perkembangan Fubum Konirak Innominaat 1N Indonesia, cet 4, {Jakaris:

PT, Sinar Cirafika, Maret 2008}, him, 10-11,
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kontrak vang dibuat oleh para pthak, sebagaymana layaknya
sebuah undang-undang. Mereka tidak Bboleh melakokan
intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para
pihak.

Asgas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalm
Pasal 1338 ayat (1) XKUHPerdata, wyang berbunyi,
“Perimnjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang,’ﬁé

Asas Tktikad Baik {(Goede Trouw)’

Asas iktikad baik dapat distmpulkan daxi Pasal 1338
ayat {3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3} KUH Perdata
herbunyt: “Perjanjian harns dilaksanakan dengan iktikad
baik.” Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak,
vaitu pihak kredinw dan debitur harus melaksanakan
substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan
yang teguh atau kernauan baik dari para pihak.

Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu
iktikad baik nisbi dan mutlak. Pada ikbikad baik nishi,
orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata
dari subjek. Pada tktikad baik vang mutlak, penilaiannya
terletak pada akal sehat dan keandilan, dibuat ukuran yang
objektif untuk menilai keadaan {(penilaian tidak memihak)

menurut norma-nomma yang objeknd,

* Indopesia, Kitab Undang-Undang Hulkum Perdata (Burgerlifk Wetboek), diterjemakikan

oleh R, Subekii dan R, Tiirosudibio, ¢et37, (Jakarta: P, Pradnya Paramita, 28063, Pasal 1338

Awvat ],

77 Salim. IS, op.cit,, hlm. 1 {-12.
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e Asas Kepribadian (Personalitasy”

Asas kepribadian merupakan agas yang menentukan
bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat
lcontrak hanya untuk kepentingan perseorangan sajs, Hal ind
dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata
berbunyl: “Pada umumnys seseorang tidak dapat
mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya
sendin. %

Dralams setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak,
pasti dicanturmkan indentitas dan subjek hulkum, vang
melipui nama, umur, fempat  domisil, dan
kewarganegaraan, Kewarganegaraan berhbubungan  erat
dengan apakah yang bersangkutan dapat melakukan
perbuatan hukum tertentn, seperh jual beli tanah hak milik,

3. Syarat Sahnya Perianjian
Menurut  Abdul  Kadir Mubanumad, di dalam  suaiv

perjanjian termuat beberapa unsur, yaito:™
A Ada pihak-pibak;

b. Ada persetujuan antara para pihak;
c. Ada fujuan yang akan dicapai;
d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan;
e, Ada bentuk terfenti; dan
f. Ada syarat-syarat terfentu,
Menurut KUH Perdata, wntuk sahnya perjanjian diperlukan
4 (empat) syarat*!
® Ibid., him.13.

2 Kitab {Jsdang-Undang Hulosm Perdata, epciv, Pasal 1315 dan 1349,
* Abdul Kadir Mulammad, Fukwnm Pertkatan, {Bandung Alemni Bandung, 1932},
hlm,78.
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Sepakat mercka yang mengikatkan diri;
Kecakapan untuk membuat suata perkatan;
Suaty hal terfenty; dan

Suatu hal yang halal;

Ao

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif
karena mengenai orang-orangnya atau  subyeknya yang
mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan
syarat—syarat objektif karena mengenal perjanjiannya sendiri oleh
objek dan perbuatan hukum yang dilakukan itu’’. Apabila syarat
subyektif tidak terpenchl, maka pegjanjian dapat  dibatalkan
{woidable, vernietighaar), sedangkan apabila syarat obyektif tidak
dipenubi, maka akan membuat Perjamian menjadi batal demi
hukum (rud and void) dan dianggap tidak pemah ada.*

Perjanjian yang batal demi hukuwn adalah perjanjian yang
sejak sernula sudah batal. Hukum menganggap perjanjian tersebut
tidak pemah ada Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah
sepanjang perjanjlan  tersebut belum  atau  tidak  dibatalken
pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus
berlaku.™

Apabila persyaratan subjektif perjanjian (kata sepakat dan
kecakspan untuk melakukan perikatan) tidak dipenuhi tidak
mengakibatkan batalonya perjaniian, tetapi hanva dapat dibatalikan
melatai putusan pengadilan, Apabila persyaratan yang menvangkut
objek perjanjian ( suatu ha tertentu dan adanya causa hukum yang
halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

M Indonesia, Kitab Undeng-Undang Hukum Perdota (Burgerlifk  Wetboek),
ditetjemabkan oleh R, Subekti dan R. Thtosudibio, cef37, {Jtkerte PT. Pradnya Pasamila,

2006), Pagal 1324

¥ Subekti, Hukian Perjanjian, cet. 22, (Jakarta; Intermasa, 2005), bim. 17.

* Ricardo Simanjuntak, Tekeik Perancangan Kontrak Bisnis, cet.1, (Jakarta: Mingguan

Ekonomi dan Bisnis Kentan), him.123.

* nidwan Khoirandy, Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan

dan Yurisprudensi, cet, 1, (Yogyakara: Total Media Yogyakana, 2009, hin 27,
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Keempat syarat sshnya suatu penjanjian dapat dijelaskan

lebih lanjut sebagai bertkut:
a. Sepakat.

Menurut J. Satrio Kata sepakat di dalam perjanjlan
pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak
antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan
membertkan  persetojuannya atau kesepakatannya
{toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang
disepakati,”

Mariam Darus Badrulzaman meluldskan pengertian
sepakat sebagal persyaratan kehendak vyang disstujui
(overeensiemende  wilsverklaring) antar  pihak-pihak,
Pemyataan pihak yang menawarkan dinamakan fawaran
{offerte). Permyatazn pihak yang menenma penawaran
dinamakan akseptasi (accceg;;’azfe)f ¢

Dengan  demikian, penawaran dan  akseptas
merupakan unsur yang sangai penting dalsm  untuk
menentukan lahirmya perjanjian.

J. Sawio menyebutkan ada beberapa cara
mengemukakan kehendak tersehut, yaknoi:

{1},  Secarafegas

{4). Secara tertulis, baik dengan akte ontentik

ataupun dengan akte di bawah tangan.

{b).  Secara lisan

{¢).  Dengantanda

3y, Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang Labir dori Perfonjion Buky I, (Bandung:
PT. Citra Actitys Bakti, 2091}, him. 164,

¥ Mariam Darus Badvalzaman, Aneka Hukum Bisnis, cet. )., (Bandung: Alumni, 19943,
him, 24,

¥ ¥, Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang Labic dari Perignjion Buku I, (Randung,
PT. Citra Aditys Bakt, 2001), him. 168,
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(2). Secara dimmn-diam

Berkaitan dengan kapan lahimya perjanjian,
Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan beberapa teor
mengenat lahirya perjanjian; *°
(1). Teori kehendak {wilstheorie} vang mengajarkan

bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak

penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan
surak;

{2} Tecri  pengiriman  (verzendsihicorie)  yang
mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat
kehendak vang dinyatakan i dikirim oleh pihak
yang menerina tawaran;

{3) Teori pengetahuan {(vernemingstheorie) yang
mengajarkan  bahwa phak  yang menawarkan
seharusnya sudah mengetahul bahwa tawarannya
sudah diterima; dan

(4y  Teori |kepercaysan (verfrowenstheorie) yang
mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada
saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima
oleh pihak yang menawarkan,

Menurut  Asser, dilibat dan syaral-syarat sanya
perjanjian inl, maka Asser membedakan bagian perjaniian,
yaitu:w
(1).  Esenvialia, bagian yang harus ada di dalam

perjaniian, sifal yang menentukan ataw menyebakan

perjanjian itu tercipta (constructieve oordel). Seperti

persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian.

* Mariam Dares Badrulzamar, op.cit., him.24.
» _, KUH Pgrdata Bidoe IH: Hukum Perikatan Dengan Penfelasan, cet.d.
(Bandung; Ahemani, 2005}, him 88,
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(2).  Natwralia, bagian merupakan sifat bawaan (nafuur)
perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada
perjanjian, seperti menjamin tdek ada cacat dalam
benda yang dijual {wijwaring).

(3).  Aksidentialia, bagian ini merupakan sifat yang
melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas
diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-
ketentuan mengenal domisili para pihak.

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak
atau kata sepakat dianggap tidsk ada jika terjadi hal-hal
yang disebut dibawah ini, yaitu:‘m
(1).  Adanys kekhilafan, kesesatan atau kekeliruan

(dwaling); sebagaimana diatur dalam pasal 1321 s/d

pasal 1322 KUH Perdata.

{2}  Adanya paksaan (dwang); sebagaimana  diatur
dalam pasal 1323-1327 KUH Perdata.

{3y Adanya penipuan (bedrog); sebagaimana diatur
dalam pasal 1328 KUH Perdata. dan

{4)  Dalam perkembangan lebih lanjut, dikenal pula
cacat kehendak vang lain, vakid penyalahgunaan
keadaan (misbruik vanomstandigheiden}.

Menurut doktrin dan vurisprudensi, perjaniian-
perjardian  vang mengandung ecacat seperti itn tetap
mengikat para pibak, hanya saja, pihak yang merasakan
telah membenkan pernyataan yang mengandung cacat
terscbut dapat memintakan pembatalan perjanjian.

Penjclasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang
diangpap sebagai cacat kehendak adnlgh sebagai bertkut
(1).  Paksaan {dwang).

Menurut  Budarge Cavtama, paksaan

{(duress) adalah setiap tindakan intimidasi mental.

® Ridwan Kheirandy, Perseroan Torbaotas: Dolirin, Peraturan Perundang-Undangan
don Yurisprudensi, cet. 1, {Yogyakaria: Total Media Yogyakaria, 2009}, him.29-30.
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Contolniya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal
ini dapat dibuat penuntutan terhadapnya. Selain itu
paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau
keadaan di bawah pengaruh terhadap sescorang
vang mempunyai kelainan mental

Sementara Hu  menumt Marlam  Darus
Badrulzaman, yang dimeksud dengan paksaan ialah
kekerasan jasmani atan ancaman {akan membuka
rahasia) dengan sesuatu vang diperbolehkan hukum
vang menimbulkan kemskutan kepada seseorang
sehingga 1a membuat perjanjian. di sini paksaan itu
harus benar-benar menimbulkan suatu keiakutan

bagi yang menerima paksaan,”’

{2). Penpuan (bedrog).

Menurut  Ridwan  Khairandy, penipusn
adalah tindakan yang bermaksud jabat yang
dilakukan oleh satu pibak sebelum perjanjian itu
dibuat. Perjanilan tersebut mempunysi maksud
untek menipu pihak lain dan membuat mereka
menandatangani perjanjian jtu.

Dari penjelasan ¢1 atas dapat disimpulkan
bahwa penipuan terdir dari 4 (empat) unsur yaita:
{a) raeropakan tindakan yang bermaksud jahat,

kecuali untuk kasus kelalaian dalam

menginformasikan cacat tersembunyl pada

suatu benda;

* Mariam Badruizaman, K. UH. Perdata Buky 1. Fiudaus Perikatan Dengan Penjelasan,
set?, (Randung: Alumni, 2048}, him. 101,

* Ridwaa Khairandy, op.cii., him 31

* Sudarge Gantama, Drdonesian Businsss Lew, cet.], (Bandung: Citra Adtya Bakti,
1095), him.76.
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(b} zehelum perjanjian tersebut dibuat;
{c} dengan niat atay maksud ager pihak lain
menandatangani perianjian; dan
) tindakan yang dilakukan semata-mata hanya
_dengan maksud jahat,
John D. Ualaman dan Joseph M.
Perillo menyatakan bhahwa tindakan penipuan
mempunyai 5 {lima) elemen, yaifu: pemyataan
{(representation), kepalsuan, dengan
sengajatknowingly, penipuan, dan kerugian, *
Kontrak yang mempunyal uasur penipuan
didalampya tidak membuat kentrak tersebut batal
demi hukom (el and veid) melainkan kootrak
tersebut hanya dapat dibatalkan (voidable). Hal i
beranti selama pihak yvang dirogikan tidak mepuntut
ke pengadilan yang berwenang maka kontrak
tersebut masik tetap sah.

(31  Kesesatan atau kekelirvan (dwaling).

Dalam hal ini, salah satu pihak  atau
heberapa pihak memiliki persepsi yang salab
terhadap objek atau subjek vang terdapat dalam
perjaniian, Ada 2 {dua) macam kekeliruan, yaituw
{a). Error in persona, yaitu kekeliruan pada

orangnya, misalnya, sebuah perjanjian yang

dibuat dengan artis yang terkenal tetapi
kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan
artis yang tidak terkenal hanya karena dia
meinpuayal nama yang sama.

{b).  Error on substgnila, yatu kekeliruan yang
berkaitan dengan karakteristik suatu benda,

“ Ridwan Khairendy, op.eit., him.32.
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misalnya seseorang vang membeli lukisan
Basula Abdullah, tetapi setelah sampai di
rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan
yang telah dibelinya iadi adalak lukisan
tirvan dan lukisan Basuki Abduliah.

Penyalahgunaan keadzan {mishruik van
omstandigheiden).

Di negara-pegara common  law,  dokirin
penyalabigunasn  keadsan/ posisi  vang  tidak
seimbang diantara para pihak. Menurut Robert
Upex, doktrin penyalghgunaan ini  merupakan
pertuasan doktrin equity yang discbul eguitable
fravd.

Penvalghgunaan Xkeadaan dalam sistem
common law merapakan dokirin yang menentukan
pembataian perfanjian yang dibuat berdasarkan
tekanan yang tidak patul, tetapi tidak termasuk
dalarn  kategori paksaan  {(duwress).  Pepgkanan
tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak
memiliki kedudukan khusus (miszinya kedudukan
vang dominan atau memiliki yang bersifat fiduciary
dan confidence).

Van Dunne meryatakan bahwa
penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi
kar¢na keunggulan ¢konomi maupun  karena
ksjiwaan. Pihak yang memiliki kedudukan khusus
itu mengambil keuntunigan secara tidak pantas dan
pihak yang lainnya yang lebih lemah. Hal tersebut
dilakukan tanpa adanya paksaan atau tipuan, Di sini
terdapat kesetidakscimbangan hubungan proses

*# mid. him.33.
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terjadt  konirak. Dokirin penyalahgunsan fdak
mencari dasar pemmbenarannya pada doktrin kausa
hukumn yang tidak halal, melainkan pada cacat
kehendak.

b Cakap.
Pasal 1329 KUHPerdata roenyatakan bahwa setiap

orang adalah cakap untuk membual perjanjian, kecuali

apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Selanjutnya, Pasal 1330 KUH Perdata menvyatakan, babwa

orang crang vang dianggap tidak cakap untuk membuat

perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa,

v Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

3 Orapg perempuan dahulu hal-hal vang ditetapkan
oleh undang-undang, dan pada umumnya serpua
orang kepada siapa undang-undang telah melarang
mermbuat pegjaniian-perianjian tertenin.

Seseorang dikatakan belum dewasa meaurut

Pasal 330 KUH Perdata jika belum mepcapai umur 21

tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumer 21

tzhun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah

menikah,
Selanjutnya, Mabkamah Agung melalui Putusan

No. 447/5ip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan

bahwa dengan berlakunya UU No. I Tahun 1974, maka

batas sescorang berada di bawah kekuvasaan perwalian
adalah 18 tabun bukan 21 talhun

¥ Indonesia, Kiab Undang-Undang Huhum Perdata  (Burgerlijk  Wetboek),
diterjemahkan olch R. Subekti dan R. Tirosudibic, cet.37, (Jakarla: PT. Pradoys Paramila,
2006}, Pasal 1330
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c. Hal Tertentu.

Svarat sahnya perjaniian yang ketiga adalah adanya
suatu hal tertentu {een bepaald onderwerp). Pasal 1333
KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus
mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit
dapat ditentukan jenisnya.”’

Suatu peganjian harus memiliki objek tertentu.
Suatu perjanjian harpsiah mengenai suatu hal tertentu
(certainiy of ferms), berasti bahwa apz yang diperjanjikan,
yvakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang
dimaksudkan dalam penanjian pahng sedikit  dapat
ditentukan jenisnya,

I. Satrio memyumpukan bahwa yang dimaksud
dengan suatu hal tertenfu dalam perjanjian adalah objek
prestasi nerjanjian, Isi prestasi tersebut harus terfentu atay
paling sedikit dapat ditentukan jenisnya,*®

KUH Perdata menentukan bahwa barang yang
dimaksud tidak haris disebutkan, asalkan nanti dapat
dikitung atau ditentukan. Misalnya mengenai perjanjian
“panens fembakau dari suatu  ladang  dalam  fabon
berikutnya” adalah sah. Perjanfian jual beli “teh untuk
seribu rupiah” tanpa penjelasan lebih lanjut, harus dianggap
tidak cukup jelas.®

i, Sebab Yang Hulal.
Syarat sahnya perjanjisn yang keempat adalah

adanya ksusa hukum yang halal. Kala kausa yang

 rpid., Pasal 1333,

S 1. Satrio, Hukuon Perikatan: Perikaian yang Lehir dari Perjanfian Bidu 1, (Bundung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2001), him.41.

* Ridwan Khuirandy, Perserpan Terbatas, Dokirin, Peraiuran Perundong-Undangon
an Yurisprudensi, set, 1, (Yogyakurta: Total Media Yogyakarta, 2009), Blm 38
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diterjemahkan dari kate ocorzack (Belanda) atau causa
{Latin} bukan berarti sesuafu yang menyebabkan seseorang
membust perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan fujuan
perjanjian ity sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual bely,
st dan tujuan atau kausanya adalah pihek yang satu
menghendaki hak milik suatn barang, sedangkan pihak
lainnya menghendaki uang. >

Menurut Pasal 1335 KUHPerdata bahwa suatu
kausa dinvatakan ferlarang jika bertenfangan dengan

undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
3 Dokfrin Badan Hukum,

Menurut Ali Rido, syarat-syarat yang dapat dipakai schagai
kriteriz untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan
fukern, adalah sebagai berikut?™’

1 Adanya harta kekayaan yang terpisah, yang didapat dari
pemasukan para anggota atau dan suafu  perbuatan

pemisahan dari seseorang yang diberi suatu fujuan tertentu.

b

Mempunyal tujuan tertenfu, dapat merupakan tujuan yang
ideel atau tujuan yang commerciee!. Perjuangan mencapal
tujvannya itu dilakukan sendin oleh badan hukum sebagai
persoor {subvek hukum} vang mempunyai hak dan
kewajiban sendird dalam pergaulan hokuomya,

3. Mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak lain adalah
merupakan hak-hak subjectief schagai akibat dari penstiwa-
peristiwa hukum, kepentingan itu adalah kepentingan yang
dilindungt oleh hukum. Sehab ity, badan hokum yang

mempuny®t kepentingan sendin ifu, dapat mepunful dan

W thid.

*UB. Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudikan Bodan Hukwn Perseroan, Perkumpulan,
Koperasi, Yayasan, Wekaf, ver.2, {(Bandung: Alumni, 20043, him 4550,
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mempertabankan kepentingannya terhadap pihak ketiga
dalam pergauian hukumnya.

4, Adanya organisasi yang teratur sebagal suatu kostruksi
hokum. Sampai sejauh mana organ yang terdini dari
manusia itu dapat bertindak perwakilan dan badan hukum
dan dengan jalan bagaimana manusia-manusta vang duduk
dalam organ dipilih dan diganti dan sebagainya, ini diatur
oleh anggaran dasar dan peraturan afan keputgsan rapat
anggota vang tidak lain lalah suate pembagian tugas dan

dengan demikian badan hukum mempunyai srganisasi.

4. Macam-Macam Perjanjian

Salim H.8 membagi perjaniian dalam 2 bentuk sebapad
berikut:**

1. Perjanjian Nominaat, yaitu kontrak vang ada dalam KUH
Perdata.

2, Perjanjian Innominaat, yaitu kontrak yang sudah ada dalam
magyarakat namun belum dikenal pada saat KUH Perdata,
tidak tercantum dalam KUH Perdata. Contohnya adalah:
Production Sharing Conirat, Joint Venture Agreement,

Leasing, Franchising Contract dan Parinership Contract.

2 1, Balim HS, Perkembangar Hukum Kontrak Ditwar KUH Pecdate. vet 1. (Jakarta: PT.
Raiagrafindo Persads, 2008), hlm.4-5,
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E. KERANGKA KONSEPSIONAL (DEFINISI OPERASIONAL)

Menurut Undang Fadjar, yang dimaksud dengan kemitraan atau

contract farming adalah:>

“suatu cara mengatur produoksi perfanian dimana para pelani kectl
{outgrowers} diberikan kesempatan menyediakan produk perfaman
untuk perusahaan inti sesvai dengan syarat yang telah ditentukan
dalam perjanjian (kontrak}. Perusahasn intt yang membeli hasil
tersebut dapat menyediakan bimbingan teknis, kredit, input
produksi, serta menangani pengelahan dan pemasaran.”

Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nemor 44 {ahon
1997 tentang Kemitraan, yang dimaksud dengan Kemitraan adalah

“kerjasama antara vsaha kecil dengan usaha menengah dan/atan
usaha besar digertal dengan pembinzan dan pengembangan oleh
usaha menengah dan/atzu usahs besar dengan memperhatikan
prinsip saling memeriukan, saling memperkuat dan  saling
menguntungkan,“

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah
vang dipakai dalam penelitian tesis ini, mgka berilout ini adalah definisi-
definisi operasional dari istilab-istilah benkut:

1. Mitra Usaha adalah perusahaan besar swasta, BUMN, BUMD
maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak dibidang
perkebunan dan atau Izin Usaha Industri. ™

2. Program Revitalisasi Perkebunan adslsh upaya percepatan
pengembangan perkebunan rakyat melalui perloasan, peremaiaan

dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit

* Undang Fadjar, “Kemitrasn Usahs Perkebunan: Perubahen Struktur Yang Belum
Lengkar”, Forum Penelitian Agro Bhonomi {Volume 24 No. i, Job 2006}, him. 46-60.

* Indonesia, Peraturan Pemeriniah Tentang Kemirrgan, PP Nop.44 Tabun 1987 LN No:
91, TEN Nu,: 3718, pasal | avar 1.

 Ihid,, Pasal | Ayat 8.
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investast perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan atan
tanpa melibatkan perusahdan dibidang usaba perkebunan sebagai
mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan
pemasaran hasil.*

Perluasan adalah upaya pengembangan areal {anaman perkebunan
pada wilayah bukaan baru atan pengotuhan arcal disekitar
perkebunan yang sudah ada.®’

Peremajaan adalah upays pengembangan perkebunan dengan
melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan
tanaman barn baik secara keseluruhan mavpun secira bertahap,>
Subsidi Bunga adalah selisih bunga kredit bank dengan bunga
yang dikenakan kepada petani peseria yang menjadi beban
pemerintah vang harus dibayar kepada Bank Program Revitalisasi
Perkebunan.”

Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan
madal, didirikan berdasarkan perjaniian, melakokan kegiatan vsaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagr dalamm saham dan
memenuhyi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan
peraturan pelalsanagnnya. N

Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat
vang berwenang dan  wajib dimihki oleh perusahasn yang
melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi denagn

usaha industri pengolahan hasil perkebunan, &

*® Departemen Pertonian, Peraturan Menteri Pertgnian Tentang Pengenmibangan

Perkehunan

Melalii Program Revitalisasi Perkebunan, Purmentan

No.:33/Permentan/CT. 140/7/2006, Pasal | Ayat L

¥ hid, Pasal | Ayat 3,

*® Ihid., Pasal I Ayat 4,

* Ihid,, Pasal 1 Ayat 6.

&

, Undang-Undang Tentang Persercsn Terbatas, Ul Ne.40 tahun 2507,

Lembacan Negara Nomor 106, Tambehkan Nomor 4756, Pasal | syat 1.

# Departemen Pertamian, Peramwran Menteri Pertanian Tentong Pedoman Perffinan
Usahg Perkebungn, Permeritan Mo, 26/Permentan/CT.140/2/2007, Pasal 1 Ayat 10,
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Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin
tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajlh dimiliki oleh
perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan,*

Izin Usaha Perkebunan unfuk Pengelolaan (TUP-P) adalah izin
teriulis dan Pejabat yang berwenang dan wajlb dimiliki oleh
perusahaan yang melakukan usaha Industn pengolahan hasil
perkebunan.”

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang secrang
atau badan hukom Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan pringip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.®

Koperasi Primer (pasal 1:3) adalah koperasi yang didirikan oleh
dan beranggotakan orang-seorang.®®

Perkebunan adalah sepala kegiatan vang mengusahakan tanaman
tertentu pada {apah dan/ atau mediz ftumbuh laloeya dalam
ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa
hasii tanamarn terscbut, dengan banfuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, permodalan serta manajemen unituk mewwjudkan
kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat,*
Perusahaan Perkebunan adaiah pelaku usaha perkebunan warga
negara Indonesia atau badan hulcurm vang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola ussha

perkebunan dengan skala tertentu,”’

5 mhid. Passl ! Ayat 11,

 thid., Pasal | Ayat 12,

* Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkoperasian, THU No.:25 Tabun 1992, LN
No.: 116 Tahun 1592, TBN No.:3502 Tabhun 1992, Pasal T Ayat 1.

65

o

Jbid., Pasal 1 Ayat 3.

, Lindang-Undang Terdang Perkebungn, 1) MNomor 18 Tahun 2004, LN

NooBS Tabun 2004, TLN Noo3658, Pasal | Awat L

S tbid., Pagal 1 Ayat 6.
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14, Hasil perkebunan adalah semva barang dan jasa yang berasal dari
perkebunan vang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk
sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya. 68

15, Usaha Keeil sdalah usaha ckonomi produktif yang berdiri sendiri
vang dilakukan cleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan anak perusahaan atan bukan cabang usaba yang dimiliki,
dikuasai atau mepjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, dengan kriterin sebagal
berikut: (3} memiliki kekayaan bersibh paling banyak Rp.30 juta
fidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau (i)
memiliki hasil penjualan tzhunan paling banyak Rp.300 juta®

16, Iisaba Besar adalgh usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh
badan ussha dengan jumish kekayaan bersih atan hasil penjualan
tabunan lebih besar dari Ussha Menengsh, yang meliputi usaha
nasional milik negara atau swasta, usana patungan, dan usaha asing

yang melakukan kegiatan ekonorai di Indonesia. ™
F. METODE PENELITIAN
I Metode Penelittan Hukum
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif
yaitu penelitian hulum yang berbasis atau mengacy kepada kadah-

kaidsh atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan,” Metode penelitian yang normatif discbut

% Ibid,, Pasal 1 Ayar9,

& ., Undang-{indang Tentong Usaha Milro, Kecil do: Menengah, UU No..20
Tehun 2008, .3 No.: 93 Tahup 2008, Pasal | ayat 4.

7 1bid,, pasal 1 ayat 3 Jo. Pasal 6 ayat 3.

ASuditme Mertokusums, Penemuan Hulum Suwate Pengantar, cel. lI, (Yopgyakaria:
Libarty, 2001}, him 25,
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Soetandyo Wignjosoebrote sebagai metode penelitian doktrinal™,
Penelitian ini mengacu kepada peratwan perundang-undangan
yang berkaitan dengan permasalahan serta penelitian terhadap
babhan pustaka ztau data sekunder berkenaan dengan pokok
masalah yang hendak dibahas. Penelitian mi terutama akan
mengaitkan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan

dan revitalisasi perusahaan di bidang perkebunan.

2. Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder”™.
Diata sekunder terdin dari

a. Bahan hukum primer yaitu baban-bahan hukum yang mengikat,
dan terdiri dari (a) norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan
Undang-Undang Dagar 19435, {(b) peraturan dasar, yang terdir
dari {3} Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, (i)
Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (¢}
peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari (t) Undang-
Undang dan peraturan yang setaraf, {ii) Peraturan Pemerintah
dan peraturan vang setaraf, (i) Keputusan Presiden dan
peraturan vang setaraf, {(iv) Kepulusan mentert dan peraturan

yang setaraf, (v) Peraturan-peraturan dacrah, das (vi} Bahan

Zpenetitian hukum doktrinal adajah penelitian-penelitian stas hukum yang dikonsepkan
dan dikembangkan atas dasar dokirin yang dianul sang pepgkonsep dan atay sang pengombanpnyva.
[ Indonesia, metode dokirinal lazin dikenal sebagal metode penelitan hukum yang normatif,
untuk melawankan dengan metode penelitian yang dikatakas terbilang empids. Seetandyo
Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Musalahnye: 76 tahun Prof.
Soetandyo Wignjosoebrelo (Jakarta: Elsam, 2002), him 147148,

"istlah i digunakan oleh Seerjons Soekento. Dats sekunder, antara lain, mencakup
dokumen-dokumen resmi, buku-buky, hasil-hastl penelitian vang borwuiud lapores, buly barian
dan saterusaya. Cirkcirl smum dam sebunder adaleh: ) pade uwmnmnya date sekonder dalam
keadaan sisp terhuat dan dapay dipergurskan dengan segers; (1) baik bentuk maupun isi daa
sekunder, lelab dibentuk dan dilsi oleh pensliti-penchiti terdabuly, schingea penshiti ksomdian,
lidak mempunyai pengawasan teriadap pesgumpulan, pengelshan, analisa mawpun konstraksi
data; dan {iti) tidak terbatas oleh wakt maupun lempat. Soerjono Soekanto, Penganéar Penelitian
Finlam, cel 3, (Jakarta: U Press, 2003), im. 12,
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hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku,
seperti Kitah Undang-Undang Hukum Perdata.”

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai
bahann hukum primer hasil-hasil penelitian, hasil karya dari
kalangan hukum dan hal lainnya,”

c. Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk
maupun  penjelasan  terhadap bahan hukum  primer dan
sekunder; contohnva adalah kamus dan hal lainnya,7§

Untuk penelitian ind, bahan hukom primer berasal dari
peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, perugahaan,
penanaman modal, kemitragn dan peraturan lain yang terkait
dengan masalah tersebut. Bahan hukum sekunder berasal dari
buku-buka atap karya-karya & bidang hukum yang ielah
dipublikasikan terutama yang berhubungan dengan penclitian ini.

Bahan hukum tertier berssal dan kamus, data-data lain vang

berkaitan dengan informasi baik lisan mavpun tulisan yeng

berhubunigan dengan penelitian ini,

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpuian  data  dilakukan  melalut  penelitian
kepustekaan (library rasearch)’”’. yaitu dengan mengumpulkan
bahan-bshan tertulis yang berbubungan dengan topik yang dibahas
berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, media internet,

Hibid, Hm.52.

ihid. Menurui Wignjoseobyoto, bahan hukum sekunder bernilai penting juga untuk
mengembanpkan hikum dan ilmu hukors Bahan bukun sekunder ind nmumnya terdin atas karys-
karya akademis, mudal dari deskoipti{ sempai vang berupa kamemar-komentar peauh kitik yang
memyperkays pengetahuan crang teateng hukum positif yang beriaku (ius constitutum} dan atan
yang seharusuys berlaku (jus constituendum), Dalam makeanya yang formil, bahan-bahan hukum
yang sekunder mi memang bukan hukum yang berlaku akas tetapi, dalam maeknanya yang materiil,
haban-baban sekunder it memang bakan-bahan yang bergunz sekali untuk meningkathan mut
hukuin positif yang berlaku. Sceandye Wignjosoebroto, Op.cir., him. 135,

"Soerjons Soekanio, op.cit., him.52.

T enelitian kepusiskass merupakan melode penslusuran sumber di perpusiakaan, wotuk
menemukan data, xformesi dap pepgetahuan terolah. Sortandyo Wigniososbroto, op.cit., iln 141,
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majalah  dan sumber-gumber lainnya, yang terkait dengan
penclitian ipi. Selain itu juga dilakukan wawancara {interview)
dengan pimpinan perusahaan perkebunan swasta yang memiliki

Iokasi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah,
SISTEMATIKA PENELITIAN

Penelitian ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dan beberapa sub-bab
schagai berikat:

1. BAB I merupakan Pendshuluan yang berist latar belakang masalah
penelitian iny, pokok permasalahan yang akan dibabas dalam
penelitian ini. Dalam bab ini juga dinralkan mengenat (ujuen
penelitian beserta keterangan mengenai istilah-istilah yang dipakai
dalam pepelitian i Bab ini jugs membahas mengenal metode
penelitian yang dipakai dalam penelitian ini beserta ringkasan is

dari masing-masing bab,

2, Bab I merupakan wuraian dan penjelasan mengenai kermitraan
secara umum, Kkemitraan perkebunan kelapa  sawit, scjarah
perkembangan kemitraan perkebunan di Indenesia, bentuk-hentuk
kemitraan pericebunan dalam peraturan perundangan-undangan

vang berlaku, dan aspek lingkungan perkebunan.

3. Bab III skan menjelaskan mengenai apa vang dimaksud dengan
revitaliasi perkebunan, pengaturan dalam peraluran peruxang-
undangan vang berlaku, tujuan program, persyaratan program, hak
dan kewajiban petam plasma, koperasi dan perusahaan,

4, BAB IV akan menjelaskan mengenal kerjasama kemifraan plasma
perkebunan kelapa sawit dalam rangka revitalisasi perkebunan oleh
perusahaan perkebunan swasta di Provinsi Kalimantan Basat. Bab
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ini juga membahas mengenal dasar pertimbangan pelaksanaan
proyek tersebut, kebijakkan program revitalisasi oleh pemeriniah
manfast vang dapat diperoleh oleh masyarakat dan perusahaan
perkebunan,  ketentuan  materil  perjanjian  plasma  serta
permasalahan-permasalah yang timbul dalam pelaksanaan proyek

tersebul.

BAB V berisi KESIMPULAN dan SARAN yang berisi jawaban-
jawaban terhadap rumusan masalah yang terdepat dalam Bab |

beseris saran yang disampaikan peneliti.
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BAB 11
TINJAUAN UMUM KEMITRAAN PLASMA PERKEBUNAN
DIINDONESIA

A. KEMITRAAN SECARA UMUM

1. Pengertian Kemitraan

fan Linton seorang pakar ckonomi memberikan definisi
kemitraan sebagal “suato sikap menjalarkan bisnis yvang diberi ciri
dengan hubungen jangka panjang, kerja sama bertingkat tinggi,
saling percaya dan tiadanya kedudukan pembeli dan penjual
tradisional ™. Rari sudut ekonomi, kemitraan menggantikan
bubungan pembell dan penjual fradisional dengan swatu derajat
kenja sama, saling percaya serta memanfaatkan kealian setisp mitra
ugaha guna memperbaiki persaingan secara keseluruban di sind
kerja sama diberi arah unfuk perbaikan perssingan  secara
keschiruhan, ™

Padanan kata kemitrasn dalam bahasa Inggris adalah
“partnership”. Menurot kamus hukum  Black Law Dictionary,
yang dimaksud dengan parinership adalah, “a vabevary assoiation

™ Jan Linton, Kemitraagn Marath Keuntungon Bersama {Partnership for Profits,
diteriemahkan oleh Ularso Ciptowardajo {skarta Haliarang, 1997, hlm 1],

? bid., him.15.
36
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of 2 or more persons who jointly own and carry on a business for
s 80

profit”,
Sementara itu, menurut Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang
Noor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
{selanjutnya dalam tesis iml disebur “UU No.:20/2008™) juncto
Pasal | Ayat 1 Peraturan Pemeriniah Nomor 44 Tahun 1997
Tentang Kemitraan (selanjutnys dalam iesis ini disebut “PP
No.:44/1997"), yang dumaksud dengan Kemitraan adalah:

“kerjasama dalam keterkaitan usaha, bask langsung maupun
tidak langsung, atas dasar prinsip saling memeriukan,
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan vyang
melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
déngan Usaha Besar yang disertai dengan pembinaan dan
pengembangan®, ¥

Dari defimai-definist di alas, dapat ditank 4 unsur penting,
yaitu:
1. Kemitraan adalah suatu kerjasama ussha;
2 Pihak-pihak yang melaksanakan kerjasamna adalah Usaha
Resar® dan Usaha Menengah™  dan Usaha Kecil® atau

Usaha Mikeo® (koperasi atau petani plasma);

* Bryan A. Gariser, Black's Law Dictionary, Revised Bighth Edition, West Publishing
Co, 2004,

' indonesta, Undang-Undang Tentang Usaha Mikre, Kecil don Menengah, UU No.20
Tahun 2008, LN Noo 93 Tabun 2008, Pasal 1 Ayat 13 funto Peraturan Femerintah Terdang
Kemitraan, PP Nomor 44 Tahun 1997, LN No.:91 Tahua 1997, TBN No.; 3718 Tabun 1997, Pasal
1 Ayat 1.

$ Berdasarkan Pasal | Ayat 4 UU No.:20/2008, yang dimaksud dengan Usaha Besar
adaiah usaha ekonomi produktif vang dilakukan oleh badan usaha dengan jumliah kekayaan bersih
atmu hasil penjualan iahunan lebih besar dari Usaha Menengah, veng meliputi usaha nasional milik
negars atau swasiz, usaba patungan, den usaba asing vang melakokan kegiatan ckonomi di
Indonesia. Indonesis, Undang-Undany Tertang Tiaha Mitre, Keotl dan Menengah, U No 220
Tahun 2008, LN No.: 93 Tabun 2008, Pasal } Ayast 13 junio Peoratwan Pemerintah Fenfang
Kembtraon, PP Nomor 44 Tabug 1997, LN No.: 91 Tahun 1997, TEBN No.3718 Talus 1997, Pasal
| Ayvar4,

¥ Berdasarkan Pasal 1 Ayet 3 UU No.20/2008, yang dimaksud dengan Ussha
Menengah adalah usaha ekonomi prodektif yang berdirl sendird, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakean ansle perusablman aisu csbang perusahsan
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3. Kerjasarna tersebut mengandung unsur pembinaan dan
pengembangan coleh Usaha Menengah atau UUsaha Besar
terhadap Usaha Kecil atau Usaha Mikro;

4, Kerjasama tersebut dilalakan oleh 2 pibak yang merasa
saling membutuhkan, saling memperkoat dan  saling
menguntungkan,

Menurut Johanes Dyrahim, karakteristik atau ¢irt umum dan
suatu kerjasama yang dibuat oleh para pihak dalam hal kemitraan
adalah™
1. timbul  karena adanya keingian untuk  mengadakan

hubungan konsensual, di mana keinginan itu timbul bukan

karena diatur oleh Undang-Undang (melainkan dan
masing-masiag pribadi para pihak),

“8 selalu melibatkan unsur-unsur seperts modal, pokerja atau
gabungan dan keduanya;

3 pada umumnya terditi atas perusabaan (o) dan
mitranva; dan

4. dibentuk untuk memperoleh keuntungan bag para pihalk.

yang dimiliki, dikuassd, atav menjadi bagien balk langsung mappun tidak langsung dengan Usaha
Kecil ataun Lisaha Besar dengun jominh kekaysen bersih alan basil penjualan lshunsse sesual
friteria.  Adapun kriteria Usaha Meoengah mepuns Pasal 6 Ayat 3 adalzh mewmiliki kekayaan
bersth lebib dan RpS00 juta Rupizh sampai dengan peling banyak Rplé miliar Rupiah tdak
termasuk twnab dan busgenan tempat useha atan memiliks hasil penjualan tabunan lebib dari
Rp?.5 milyar Rupiah sampai dengan paling baryak Rp50 milyar Rupigh, . dbid  Pasal |
Ayat 3

B Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 UU No.20/2008, vang dimaksod dengan Usaha Keci
ydalah usaba ckonomi produkeif yang berdirf sendird, yung dilakukan oleh orang perorangan atan
badan usaha yang bukan merupakan anak pecssahaan atau bukan gabang perusahaan yang dimilild,
dikuasai, sty menjadi bagiae batk langsung mavpun tdak langseng darl Usaha Meaengah atan
Elsaha Besar yang memenyhi kriteris. Adapun kyiteria Usaha Kecil mesurut Pasal 6 Ayat 2 adalab
merailiki kekayaan bersih lebih dari Bp30 juta sampai dengan paling banvak Rp3090 juta tidak
{ermasule tanah dan bansunan fempat usaba atas memiliki hasif penjualan ishonan Jebih dan
Rp300 juts sampai dengan paling banyak Rp2 3 miliar, , Ibid., Pasal 1 Ayat 2

% Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU No.:20/2008, yang Jimaksud dengan Usaba Mikro
adalzh vsaba prodakif milik orang perorangan danfatsu badan usaha perorangan yang memecauhi
kriteris.  Adapun kriteria Usaha Mikre menurai Pasal § Ayat 1 adalah memiliki kekayaan bersih
paling banyak Rp50 juz tdak termasuk fansh dan bangunas fempat usaba awu memiliki hasi
peniualan shamn pating banyalk Rp300 juta, , Ibid,, Pasal | Avat 1.

¥ Johunnes Torabim, Rk Organisasi Perusubaan: Pola Kemitraan dan Badan
Hukwn, cet. ], (Banduag: PT. Refika Aditama, April 2008), hlm.26-27.
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Untuk bhisa menartk  minat Usaha Besar untok man

melakukan kemitraan dengan Usaha Kecil atau Usaha Mikro, maka
sctidak-tidaknya dibulubkan tiga syarat dalam menarik investasi

dapat diterapkan dalam kemitraan. Ke-3 syarat investasi tersebut,
yaitu: ¥

1.

Econamic  opportunity, yaifu  lkemitraan  mampu
memberikan keunfungan secara ¢konomis bagi Usaha
Besar;

Politival stability, vaitu pelaksanaan program kenxitraan
akan sangat dipengaruhi stabilitas politik; dan

legal certainty atau kepastian hukum.

Pensrapan Etika Bisnis Dalam Kemiiraan

IMengutip peadapat John L. Mariotli yang disampaikan oleh

Mohammad Jafar Hafsah, ada 6 dasar etika berbisnis kemitraan, 4

dasar etika yvang pertama merupakan hubungan interaksi manusia

dan selebihnya merupakan perspekiif bisnis. Keenam dasar elika
binis tersebut adalah:*®

a.

Karakter, Integritas dan Kejujuran. y

Pengertian  karakter seperfi yang terdapat pada
Kamus Besar Bahasa Indonesiz adalash sifat kejiwaan,
akhiak atan budi pekerti yang membedakan seseorang dari
yang lain. Dalam kemitraan diperlukan pelaku-pelaku yang
berkarakter kuat tidak mudah putus asa,

* Frman Rajagukauk, Hikum Investasi Di Indonesia: Anatomi Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, cet. 1, (Jakana: Fakoltes Hukern Universitas Al
Azhar Indonesia, 2007), him.27.

® Muhammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi, cet. 2, (Jakarta,
PT. Pustaks Sinar Harapan, 2000% him 4751

* Pusat Penulisan dan Pengembangan Bahasa, Kenuss Besar Bahasa Indonesia. 2008,
Cet.2. Tabun 1999,
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Pengertian integrites dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia didefinisikan scbagai sifat afeu keadaan yang
menuniukkan kesatuan yang umb gehingga memiliki
potensi dan kemampuan yang memancarkan kewajiban,
Kemitrasgn vang dibangun dengan integritas yang terpuji
dari pelakunya akan menghasitkan suatu bangun kemitraan
vang kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh
berbagal hambatan,

Pepgertian keivjuran dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia didefinisikan  sebagal  ketulusan  hati dan
merupakan sikap dasar vang harfizh dimiliki oleh manusia.
Kemitraan vang di awahi dengan kejujoran dari pelaku yang
bermitra dapat merupakan awal terbentuknya transpurasi

dalam segala manifestasinya.

Kepercayaan.

Kepercayaan yang teguh terhadap sescorang atau
mitra merapakan moda! dasar dalam menjalin bisnis.
Pengertian  kepercayaan dalam  Kamus Besar Bahasz
Indonesiz merupakan anggapan atau keyakinan bahwa
sesuaty vang dipercayai it benar-benar atau nyata.

Kemitrgan yang direncanakan oleh dua pihak atau
lebih dimulai atas dusar sikap saling mempercayai.
Kegagalan dalam membangun kemitraan biasanya dimulai
dari sikap yang saling mencurigal dan akhiraya salimh
tidak percaya.

Komunikasi yang Terbuka.

Komunikasi yang terbuka merupakan suatu
rangkaian proses dimana suatu informasi atau gagasan
dipertukarkan secara fransparan. Kemitraan senantiasa

berkembang sesuni dengan tantangan dan masalzhnya,
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Kemitraan ifu dinamik; agar supaya dapat cksis bertahan
maka kemitraan selaln memerlokan ide, gagasan dan
informas: yang terus berkembang,

Perfukaran informasi secara bebas oleh pelaku yang
bermitra akan melahirakn suatu ide atau gagasan cemerlang
vang akan memicu kreativitas sehingga berdampak pada
kegiatan atau usaha yang akan dilakukan.

Adil.

Secara harfiab adil diattikan fidak berat sebelah atan
tidak memihak, Kemitraan yang dilandasi sikap adil
menunjukkan adanya pengorbanan dari pihak yang bermitra
untuk mendapatkan  keuntungan vang lebih  besar.
Pengorbanan vang dibenkan oleh satu pibak tidak berarti
merupakan suaty kKerugian melainkan svaty findakan yang
telah diperhitungkan demi meraih suatu nilai tambah vang

maksimal.

Keinginan Pribadi dari pihak yang bermitra.

Sebelum dua pihak memulsi unfuk bekerjasama
dalam kemitraan maka pasti ada sesuate nilal tambah vang
ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Nilai
tambah ipi swdah barang tentu tidak sclalu diwujudkan
dalam bentok pilai ekonomi seperti peningkatan modal dan
keuntungan, perluasan pangsa pasarietapt juga non-
gkopomi seperti  penigkatan kemampuan manajemen,
penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu.

Keinginan il merupakan konsekuensi logis dan
alamish dari adanys kemifraan. Batasan dart pencapaian
keinginan tersebut harus didasari sampai sejavh mana
kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut untuk

memperkuat keenggulan-keunggulan yeng dimilikinya,
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sehingga dengan bermitra, terjadi sinergl antara para pelaku
yang bermitra schingga nilai tambah yang diterima akan
jehh besar,

£ Keseimbangan antara insentif dan risiko.

Kemitrasn merupakan perpaduan antars risiko yang
diberikan dengan hasil atan msentif yang diternima,
Keseimbangan ini  akan ierus mewarnal perjalanan
kemitraan,

Dengan kata lain bagl pihak-pihak yang bermitra
harus ada keinginan entok memikul beban risiko yang
dibadapi bersama selain memkmati keuntungan secara
bersama. Keseimbangan i1 harus terus ¢ tumbuh
kembangkan sebagal penjabaran dan  aturan  praktek-
praktek bisnis secara umum. Keinginan untuk mengambil
risiko dari suatu usaha dapat diartikan sebagai awal dant

keherhasiian kemitraan.

Memurut Yosuf Wibisono, setidaknya ada 3 prinsip penfing
dalam membentuk kemitraan adalah %
o Kesetaraan atau Keseimbangan {equisy)
Pendekatannya bukan fop-dews atau bolicam-up bukan pula
berdasar kekuassan semata, namun hubungan yang saling
menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk
menghindari zntagonisme perle dibangun rasa saling
percays.
2. Transparast.
Transparasi diperlukan untuk menghindari rasa saling

curiga antar mitra kerja,

¥ Yusuf Wibisons, Membedah Konsep & Aplikesi CSR, cet2, (Jskarts: Fascho
Publishing, November 2007}, klm 169-1 1),
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3. Saling Menguntungkan.

Suatu kemitraan harns membawa manfaat bagi semua pihak

yang terlibat.

Landasan Hukum Program Kemifraan,

Peraturan perundang-undangan vang mengatur fenfang

perjanjiatn kemiiraan dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai

peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

I. Ut No.20/2008.
UU ini mulal berlaku sejak 4 juli 2008 dan mencabut UU
No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 1J1) 20/2008 ini
terdiri dari 11 bab dan 44 pasal. Kemitrazn dalam UU
20/2008 terdapat dibab 8, Pasal 25-37,

2 PP No. 44/1997, terdin 2tas 7 hab dan 30 pasal
Pertimbangan ditetapkan Peraturan Pemerintah ind adalah:

.

untuk  mempercepat perwujudan  perekonomian
nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha
bersama atas asas kekeluargaan, diperlukan upaya-
upaya yeng lebih nyata pntuk mencipiazkan iklim
yang  mampu  inerangsang  terselenggaranya
kemitrasn usaha yang kokoh diantara semua pelakn
kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip  yang
saling memerlukan, saling memperkuat dan saling
menguntungkan;

terwujudnya kemitraan usaha yang kokob, terutama
usgha besar dan usaha menengah denpan usaha
kecil, akan lebih memberdayakan usaha kecil agar
dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan
memantapkan struktur perekonomian nasional yang

semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi
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serta meningkatkan kemandirian  dan  saing

perekonomian nasipanal; dan

C. untuk  meopercepat terwujndnva  kemitraan

tersebut, terutama aniara usaha besar dan usaha
menengah dengan usah kecil, dipandang perlu
menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara
penyelenggaraan, pembinaan dan
pengembangannya.
Keputusan Menten Negara Badan Ussha Milik Negara
Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemifraan
Badan Ulsaha Milik Negara dengan Usaha Keal dan
Program1 Bina Lingkungan. Keputusan Menteri Negara
RUMN ini terdirt atas 12 bab dan 31 pasal.

4 Bentuk dan Pola Kemiiraan

Bentuk dan pola kemitraan menurai UU No,:20/2008

junicto PP No.:44/1997 adalah schagai berikut:™’

1.

oo W

polainti plasma;

pola subkontrak;

pola perdagangan wmum,

pola keagenan;

pola warzlaba, dan

bentuk lainnya

Pola int; plasma adalah hubungan kemifraan antara usaha

kecil dengan Usaha Menengsh dan/atau besar yang di dalamnya,
Usaha Menengah dan Usaha Besar sebagai inti sedangkan Usaha
Kecil sehagai plasma’,

* indonesis, {Indang-Undunp Tentang Usoha Mikro, Eecif dan Menengah, UU No.:20
Tahun 2008, LN No. 93 Tabun 2008, Pasal 26 juste Peratiwran Pemerintah Tentung Kemitraan,
PP No.44 Tahun 1597, LN No.: 84, TLN No.: 3718, Pasal 3.5,

% Departemen PErianian, Swar Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pedoman
Kemitraan Usaha Perignian, SK Mentan NoS40/K pe/QT 21071041897, Pasal 4 Ayat 2,
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Di dalam pola inti plasma ini, usaha menengah dan vsaba
besar sebagai inti melakukan pembinaan dan pengembangan usaha
kecil sebagai plasmanya dalam hak-hak di antaranya: s

1. penyediaan dan penyiapan lahan,

2 penyiapan sarana produks:;

3. memberikan bimbingan teknis mangiomen dan usahs
produkst;

4, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi vang
diperiukan; dan

5. pembiayaan, dan pemberitahuan bantuan lain  vang

diperiukan bagi peningkatan efisiensi dan produkiivifas

usaha.

Pola subkontrak merupakan hubungan kemitraan anfara
usaha kecil dengan menengah atau usaba besar yvang di dalamnya
usaha Kecil memproduksi kemponen vang diperlukan oleh usaha
menengah atau besar sehagai bagian dari produksinva’,

Pola perdagangan umum merupakan hubungan kemitramm
antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya
perusahaan mitra yang di dalamnya perusahaan mitra memasarkan.
hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitta memasok
kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.”

Pola keagenan adalah  hobungan kemifraan  yang
didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan
barang dan jasa perusahaan mitra,”®

Pola waralaba adalzh hubungan kemitraan yang di

dalamnya: usaha menengab atau ussha besar pemberi waralsba

# Indonesia, Peraturan Pemerintal Tendang Kemitraan, PP No.44 Tahun 1997, IN No.
91, TLN No.. 3718, Pasal 3.

9“‘ DNepartemen Pertantan, Swrat Kepwitusan Menteri Pertantan Tentang  Pedoman
Kemitraar Usaha Pervarian, 3K Mentan No S40/Kpte/OT 216/10/1997, Fasal 4 Ayat 3.

% Ibid., Pasal 4 Ayat 4.

% Iid., Pasal 4 Avat 5.
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memberiakan hak pengguna lisensi, merek dan saluran distribusi

perusaan kepada usaha kectl penerima waralaba dengan diserta

bantuan, bimbingn mana}ezzmnm. Pengaturan mengenai kemiftraan

hisnis waralaba telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 16

tahun 1897 tentang waralaba. Di dalam peraturan pemerintsh

tersebut, kemitraan dengan pola waralaba ini ditentukean:”®

i. usaha besar dan atan psaha menengah yang bemmaksud
memperiuas  usshanya dengan  memberi  waralabs,
mermberikan kesempatan dan mendahulukan usah kecil
vang memiliki kemampuan untuk beriindak sebagai
penerima waralaba untuk usaha yang bersanghkutan; dan

2. perluasan usaha oleh usaba besar dan atau usaha menengah
dengan cara membuka waralaba di kabupaten‘kotamadya
dati I di lvar tbukota provinsi hanya dapat dilakokan

melalui kemmitraan desgan usaha kecil.
5, Sumber dan Dana Program Kemitraan®

Dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-
236/MBLI/Z003 tentang Program Kemitraan BUIJMN dengan Usaha
Kecil dan Program Bina Lingkungan telah ditentukan dua macam
program vang dikembangkan oleh BUMN, yaitu:

i program kemitraan; dan
2. program bina ingkungan,

Program  kemiftsan  merupakan  pregram untuk

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan

mandiri melalui pemmanfaatsn dana darl bagian Isba BUMN di

* 1. Salim. HS, Perkembangon Hikimt Kontrak Diluar KUR Perdata, cot.1, {(Jekarta:
FT. Rajagrafindo Persada, 20063, blm 188,

B id,
¥ Departernen Kementrian Negars BUMN, Kepnlwsun Menseri Negara BUMN iemang

Program Kemitragn BUMN dengen Useha Keoll dar Progrom Bina Lingkungan, Kepmea No.:
Kep-230/MBUZ003,
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wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari

bagian laba BUMN.

Masing-masing  program  itu sumber dana  bentuk
penggunaannys adalah berbeda antara safu dengan lainnya. Sumber
dana program keniraan berasal dari:

1. penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% (sata persen) s/d
3% (tiga persen),

2. hasil bunga pinjamas, hasil bunga deposite dan atau jasa
girc dana program Kkemitraan setelsh dikurangt beban
aperasional; dan

3. pelimpahan Dana Program Kemitraan dari BUMN lain, iika
ada (Pasal & Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor
Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitrzan BUMN
dengan Usaha Kecil dan Program Bing Lingkungan).

Dana program kemibraan iy dapat digunakan dalam
bentuk:

. pinjaman untuk modal kerja;
2. piniaman khusus; dan
3 hibah,

Pinjarmnan untuk modal kerja mercpakan pinjaman yang
diberikan kepada usaha kecil untuk membiayai:
1. modal kerjz; dan atau
2. pembelian aktiva tetap.

Modal kerja dan pembelian aktiva fetap itu digunakan

dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Pinjaman mi

dapat digunakan untuk membeli:
1. mesin dan alat produksi;
2. alat bantu produksi; dan
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3, lain sebagainva yang dapat meningkatkan produksi dan
penjualan produk mitra binaan.

Pinjaman: kbusus merupakan pinjaman yang diberikan
kepada usaha kectl eotuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan
kegiatan usaha mitra binaan vang bersifat jangka pendek dalam
rangka untuk memenull pesanan dar rekanan usaha miftra bingan.
Pinjaman khusus ind digunskan untuk:

1. membiavai kebutuhan dana pelaksanaan;
2. sifatnya jangka pendek. Jangka waktunys satu tahon;

3. unfuk pemenuhan pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.

Hibah digunakan uvntuk membiayai:
e pendidikan;
pelatihan;
pemagangan,
Promoss;
pengkajian/penelitian; dan
hal-hal lain yang menyangkot peningkatan produktivitas

‘B b W

mitva binaan;
B. PERJANJIAN KEMITRAAN PERKEBUNAN
1. Pengerfian Kemifraan Perkebunan
Berdasarkan Keputusan Mentern Pertanlan  Nomor
G40/Kpts/OT 210/10/1997 Tentang Pedoman Kemitrazn Usdha

Pertanian {sclanjuinya dalam tesis imi disebut “Kepmentan
No.940/1997”), vang dimaksud dengan Kemitrean Pertanian
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adalah “kerjasama ussha antara Perusahaan Mita'® dengan

kelompok mitra di bidang usaha pertarian'®”.

Sejarah Program Kemitraan Perkebunan Di Indonesia,™

Untuk sampai pada situasi saat ini, bangsa Indonesia telah
meniti sehuah sejarah panjang. Tak pelak lagi perkebunan dengan
selumuh dimnensinya yang mencakup komunitas, perdagangan,
indusiri dap areal perkebunan ity sendird telah menorchkan sejarah
dengan wama tersendiri dalam seprah Indonesia. Semenjak
rempah-rempah menjadi barang mewah kerajzan-kerajaan di dunia
beberapa abad sebelum Masehi, serta ditunjang oleh keahlian orang
Indonesia mengarangt lautan dan mampu berlayar lintas negara,
gugusan kepulauan Nusantara dari Barat hingga ke Timur menjadi
layakrva harta karun perkebunan yang sangaf kava.

Kemewahan rempah-rompah menjadi incaran Belanda
untuk memonopoli perdagangan di lawa, Makasar dan Maluku.
Tak dapat dipungkiri bahwa rempah-rempah yang bermnilai ekonomi
tinggi pada saat itn, telah menarik perhatian dan menjadi motivasi
utama bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara. Salah satu
bangsa Eropa vang berhasil menapakkan kakinya di nusantara
adalah bangss Belanda, Kemenangan Belanda ditandai oleh
metode penundukan bare berups monopoll perdagangan,

Pada aklir abad ke 18 DBelanda mengalibkan fokus

perdagangan kepada tanaman pertanian lain yang bukan tergolong,

" Berdasarkan Pasal 1 Ayst f Kepmentan Noo940/1997, yang dimaksud dengan
Perusabaan Mitra adalsh perusabaan pertanian aisu perusabasn bidang pertanian balk swasta atau
pun BUMN mavpun BUMD vang melekukan kerjasama dengan kelompok mitre. Departemen
Pestanian, Surat Kepuinsan Menteri Pertanian Tentang Pedomon Kemitraan saha Pertanian,
SK Mentan No.:940/Kpts/QOT. 210/10/1997

' Departemen Pertanian, Swat Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pedoman
Kemitragn Usaha Periarian, SK Mentan No.:240/Kpis/OT . 210/10/1997, Pasal 1 Ayat a,

82 «Perkebunan Dialars Lintasan Zaman™, Direktorst Jenderal Perkebunan Departomen

Pertanian, htpfditlecbun depnn go ddiindex phpTomionegom content&iaskwview&id=¢08&ite,
shiakses 74 Februgyi 20009,
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barang mewah, seperti kopi, tembakau, tebu, ditkuti seabad
kemudian kina, teh, karet, kelapa sawit. Kiranya kekalshan
persaingan perdagangan antara Belanda dan Inggris menjadi
pemicunya. Tanaman-tanaman perkebutan fterakhir itu baru
menguntungkan manakala dikerjakan oleh burch berupah rendah
bahkan tak berupah dan Izhan berharga murah,

Dengan pengelolaan seperti ini, keuntungannya vyang
diperoleh begitu besar, bahkkan mampu mengangkat Negeri
Belanda lepas landasg, Inilah alasan utama yang membuat Belanda
mengubah stratem penpeloiaan dan penguasaan fanaman komersial
dari yang semuia hanya melakukan perdagangan dengan rakyat
yang bertindak scbagai produsen, menjadi pengelolaan yang ber-
basis korporasi. Pemerniniah Hindia Belanda dan pengusaha-
pengnsaha Belanda sccara ambisius membangun secara besar-
besaran korporasi yang memproduksi dan memperdagangkan tana-
man komersial.

Penguasaan Belanda  afss  komoditas  perkebunag,
Khususnyz vang di keiola oleh korporasy, berakhic ketiks ferjadi
pengambil alihan sehwruh korporast Belanda oleh pemerintah
Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Apgustus 1945
menjadi jembatan emas untuk mengurai kabut penjajahan, yang
secara ekonomis lebih berupa peniguasaan perkebunan,

Unfuk memastikan  manfsat bagl bangsa Indonesia,
nasionalisasi atau pengambiialihan kepemilikan perkebunan begar
dari negara asing kepada pemerintah Indonesia dilakukan berkali-
kali. Pertama, scbagai konsekuensi dan kemenangan Indonesia
dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Kedua, sebaga
perwujndan deklarast ekonomi unfuk kemandirian bangsa pads
tanggal 10 Desember 1987, Ketiga, dalam rangka konfrontas
dengan Malaysia pada tahun 1964, Perkebunan-perkebunan besar
milik Belanda dinasionalisasi menjadi milik pemerintah Republik

Indonesia. Dalam proses nasignalisasi perkebunan, terlihat nyata

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan Yuridis..., Yuliany, FH Ul, 2009



51

iiwa patriorisme dan nasionalisme yang kuat yang menginginkan
kedaulatan ekonomi harus berada di tangan bangsa sendiri. Inilah
sebuah tonggak sejarah yang menunjukkan kemampuan bangsa ini
unfuk mengelola perusahaan perkebunan fanps tergantung pada
keablian bangsa Belanda.

Seiring  dengan kemampuan pemerintsh  Indonesia
melakukan nasionalisasi  perkebunan  besar milik  Belanda,
perkebunan rakyat yang dikelola para pekebun atau petani kecil
terus melskukan ekspansi, relatif tanpa bantuan pemerintah,
Bshkan dapat dikatakan tak terjadi kerasama antsra perkebunan
besar dan perkebunan rakyvet. Masing-masing benalan sendin
sesual dengan kepentingan dan Kemampuan masiog-masing.
Nasionalisasi perkebunan segera diikuti  oleh  konsolidasi
manajemen perkebunan negara dan pengembangan perkebunsn
rakyat yang diatur pada satu  kesatuan  shukfur  dalam
permerintahan.

Lahimya pemerintahan orde bary disertai  dengan
dilansimya program pembangunan yang dikenal dengan sebutan
Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tabun), membuat
perkebunan kembali dilinnk sebagai salah satu sektor paling
berpotenst unfuk menghasilkan devisa negara.

Langkah pertama dimulmi dengan tambehan modal dan
peningkatan kemampuan Perkebunan Besar Negara (PBN). Setelah
itu, dimulailah langkah yang jusa merupakan tonggak baru
pengelolaan  perusahaan  perkebunan & Indonesia  yaim
menggabungkan kekvatan Perkebunan Besar Negara dengan
Perkebunan Rakyat. Penerapan pola pikir baru ini dilakukan pada
pola Nuclens Estate Smallholder ("NES™), kemudian berubah
menjadi Perkebunan Inti Rakyat ("PIR”) sejak awal 1980-an.

Seiak saat itu pola PIR sangat mewarnal pembangunan
perkebunan di Indonesia. Langkah selanjutnys di akhir dekade

1980-an ialah menggunakan kesuksesan ini sebagai pemantik
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modal swasta untuk mendirikan Perkebunan Begar Swasta (PBS)
baik dengan pembangunan yang memanfaatican Hak Guna Usaha
{HGU) maupun melalui pola yang berdampingan dengan rakvat di
wilayah-wilayah transmigrast yang terpencil dan di pesisir.

Ketangguhan perkebunan teruji manakala krisis moneter
melanda Indonesia. Kekuatan gelombang krisis bisa dibayangkan,
karena mampu menghancurkan perekonomian Indonesia. Namun
justru di atas krisis itulah perkebunan memberikan manfaat
terbesar bagi pelakunya. Tidak saja diperoleh manfaat dadakan dan
ekspor (windfall profii) sebagal akibat pelemahan nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika. Perkebunan menjadi salah satu penopang
penting bangsa Indonesia dalam menghadang krisis monefer.

Demokratisasi ini melalirkan serangkaian konsckuens:
pengaturan  sckaligus  manfaat  fersendin.  Demokzatisasi
membutubkan jaringan hubungan yang stmetris dan setara 41 antara
semua pihak yang terkait dengan perkebunan: Perkebunan Besar
Negara {PRN), Perkebunan Besar Swasta (PBS), Perkebunan
Rakyat (PR}, pemerintah, konsumen di dalam dan luar negeri,
lembaga pendukung penelitian dap pengembangan, lembaga
pendanaan, input produksi, pemasaran. Tidak mengherankan
pengembangat  perkebunan rossa  kini dutegaskan  di  atas
pengembangan jaringan hubungan antar pihak.

Peran penting perkebunan akan semakin memingkat di masa
depan. Krisis enetji dunia telah menempatkan posisi perkebunan
pada tingkat yang sangat penting. Perkebunan tak lagr hanya terkait
masalah pangan, tetapi kini perkebunan berada di persimpangan
kepentingan antara food, feed dan fuel Seluruh dinamika sejareh
perkebunan menarik perhatian ferotama dalam meletakkan dan
meningkatkan peran di mass mendatang. Sejak awal kemerdekaan
sudah terpampang kuat hasrat untuk menyejahterakan rakyat seba-
gai pekebun, pekerja perkebunan, maupun yang memperoleh
manfaat tidak langsung darl wsaha perkebunan. Di atas itu semua
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perkebunan masih tetap dan aken terus wmenjadi sumber

kemakmuran bangsa ird.

Tabel 1. Sejarah Perkembangan Kemifraan Usaha Perkebunan

di Indonesia

Periede

Nama Propram dan Pelaksanan

Pelita 11 1977

Pola Nucleus Estate Smallholder ("NES™ oleh
Pemerintah dan Bank Dunia, Karet di Sumsters
{Jtara dan Sumatera Selatan.

Pelita HI: 19781983

Lanjuta Pola WNES di dasrsh baru PIR
Transmigrasi.

Pelita IV: 1983-] 988

Lanjuta Pola NES di daerah baru,

Pelita V: 1988-1993

Lanjuta Pola NES di dacrah baru PIR
Transmigrasi.

19806 f8K Menbuthun
N 107/ Kpis-IH1 889}

PIR Kcmitraan {dana KKPA) melalui § pola

pengembangan perkebunan:

« Pola I: Koperast Usaha Perkebunan (1006%
saham koperasi}.

¢ Polz 2: Patungan Koperasi dan Investor (85%
saham Koperasi}.

= Pola 3 Patungan Investor dan Koperss: (20%
saham Koperasi).

s Pola 4: Built, Operation, Transfer (BOT)

« Pola 5: Bank Tabungan Negara (BTN}

Sumber Informasi: Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 24 Nomor 1, Juli 2006,

3. Latar Belakang Perivnya Kemitraan Perkebunan,

Perusahazn perkebunan kelapa sawit banysk berhobungan

dengan  masyarakat schingga rawan  kooflik  berkaitan

hukum, politik, ekenoms, dan budays masyarakat. Komunitas sosial

sekarang cenderung semakin ferdidik, mengerti, dan sadar hak

(jaringan mudah), schingpa semakin agresif menuntut haknya.

Kadang-kadang juga mudah dimanfaatkan pihak ketiga. '™

Y3 Sunarke, Rudi Dava dan Pengelolaan Kebun Kelapu Sawit Dengan Sistem Kemitraan,
cet 1, (Jakarta: PT. Agromedia Pustaks, 2009), him &
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Memurut Sunarko, latar belakang perusahaan perkebunan
merasa perlu unfuk mengadakan perjanjian kerjasama kernifraan
antara lain berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:'™
a. Adanya konflik sosial ioasvarakat i lingkungan

perkebunan,

Lingkungan perkebunan kini sudah  berubah
Awalnys perusahagn perkebunan sangat dihormati dan
disegani oleh masyarakat, tetapr sekarang sudah menjadi
bagian dari masyarakat. Perosahaan juga harus menyadan
adanya perubahan sifat sosial masyarakat yang kini
cenderung individual, berselera global, mudah stres, dan
emosional,

Hal ini menyebabkan potensi konflik antara pihak
perkebunan dengan masyarakat  sekitar  meningkat,
Beberapa bentuk  konflik  yang  sering  mencuwat  di
perkebunan di antaranya penjarahan hasil kebun, klaam atas
lahan perkebunan, ancaman terhadap karyawan, periuasan
aset perkebunan, tunfufan pencemaran lingkungan, dan
demo buroh.

b. Pengembangan masyarakat (Community Development}.

Latar belakang dibentuknya sisterm kemifraan bagi
perusahaan adalah pengembangan masyarakat dengan cara
membentuk  kepercayaan  masyarakat,  mengelola
pengharapan masyarakat, dan menjalankan kompeiensi.
Pengembangan potensi masyarakat sekitar juga diperlukan
untuk mengurangt konflik sosial. Program pengembangan
masyarakat oleh perusahaan dilakukan melalui Community
Develepment {CD) dan Carporate Social Responsibitity
{CSR).

Beberapa kegiatan dan  program  Communily
Develapment (CD) dan Corporate Sociad Responsibility

% bid | Mm.8-10.
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{CSR} diantaranya dengan memberikan penghormatan
kepada adat dan budaya setempat, terbukanya kesempatan
kerja, tersedianya infrastruktur skonomi masvarakat dan
fasilitas umum masyarakat, Citra positif tentang tanggung
jawab perusahaan irti akan mulal terbeptuk sehingga
mampu membangen  harmonisast  hubungan  dengan
masyarakat untuk jangka panjang.

Tanggnag Jawab Sosial dan  Lingkungan'™
peruszhaan akan dibahas secara singkat dalam tesig ini.
Berdasarkan Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Persercan Terbatas (untuk selanjutnya
dalam tesis ini disebut “UUPT”), mewajibkan Perseroan
yvang menjalankan kegiatan usabanya di bidang danfatau
berkaitan dengan sumber daya alam walib melasksanakan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkunpan'™.  Kewsjiban
tersebut diperkuat oleh pulusan Mahkamah Konstitesi
nomor 53/PUU-VI/2008 tanggal 15 April 2009,

Dengan demikian, perusahaan perkebunan kelapa
sawit dapat dikategorikan sebagai perusaan yang mermiliki
usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam. Olch
karena itu, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.

Namun demikian, merurut pendapat Hendnk Budi
Untung, SR seharusnya tidak ditetapkan besarannya oleh

% Bordasarkan Pasal 1 Ayat 3 UU Ne 40 Tabuo 2007 Temang Porscroan Torbatas, vang
dimaksud dengan Tansgpung Faweb Sosial dan Lingkungan adalah komitmsn persercss uniuk
berperan serta dalam pembangunan ckonomi berkelanjutan gum mepinghatkan kunlitas kebidupan
dun Bngkungan vang bermamfast, baik bhagi Porsercan sendind, komunilas setempat, mawpun
masyarakat pada vmomnya. Indonesia, Undang-Undong Tersung FPerservan Terbatas, Ul Nod8
tabn 2007, LN No 106, TBN No.: 4758, Pasal 1 Avat 3.

198 tndonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UL No 40 whun 2007, LN
No.: 106, TBN No.: 4736, Pagat 74 Ayat 1.

197 Mubkamah Konstitusi, Putusan Mahkameh Konstitusi Tentang Tangpung Jawab
Sosial dan Linghkungen, Putusan No.:33/PUU-VI2008 tanggal 15 April 2009,
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Pemerintah. Jika CSR diatur seperti itu, maka Indonesia
akan menjalankan ketentuan yang fidak lazim dslam
praktek bismis intemnasional. Hal ini bisa menjadi kerilil
tajam datam iklim investasi, CSR perlu dipahami schagai
komitmen bisnis untuk melakukan kegiatan bisnis secara
beretika dan berkontribusi dalam pembangunan yang
berkelanjutan melalui  kerfjasama  dengan  pemangku

kepentingan.'™®

4. Pola Kemitraan Perkebunan'®’

Kemitraan perkebunan, ada 5 bentuk yang diperkenalkan
vaitw; inti plasma, suh kontrak, dagang wmum, keagenan, dan
bentuk-bentuk lain seperti kerjasama operasional agribisnis.’ W

Pola inti plasma dan sub kontrsk hampir sama, yaitu
merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan
perusahean mitra, vang di delamnya kelompok mitra memproduksi
komponen yaog diperukan perusahaan mitrz sebagal bagian dari
produksi.!!!

Pols Dagang Umum merupakan hubungan kemnitraan antara
kelompok mifra dengan perusabaan mitra, yeng didalamnya
perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau
kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan

mitra,''*

1% Hendrik Budi Untung, Corporate Secial Responsibility, vet.l, (Takarta: PT. Sinas
Grafika, Maret 20083, him, 17,

1% Sunarke, Budi Dava dan Pengelolaan Kebun Kelupa Sawit Dengan Sisten Kernitraan,
cet, §, {dakana: PT, Agromedia Pustaka, 20053, him 11.17.

B% Departernen Pertanian, Keputusan Menteri Fertanian Tentang Pedoman Kemitraon
{Isaha Pertanien. Kepmentan No., S40/Kpw/QT . 210/10/1997, Pasal 4 Ayat 1.
U1 thid., Pasal 4 Ayat 2 dan 3.

B2 rhid, Pasal & Ayat 4.
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Pola keagenan merupakan hubungan kemifraan, vang
didalamnya kelompok mitra diber hak kinsus untuk memasarkan
barang dan jasa usaha perusahaan mitra,'"

Pola KOA merupakan hubungan kemitraan, yang
didalamnya kelompok mitra menyediakan lehan, ssrana dan
tenaga, sedangkan perusahaan milta menyediakan biaya atau
modal  dan/stau sarana untuk mengusahakan  atan
membudidayakan suatu komoditi pertanian.

Secara garis besar, di indonesia pola kemitraan vang paling
sening dipergunakan adalah pola infil plasma. Terdapat tiga pola
kemitraan intt plasma, yaitu Pola PIR, Pola KKPA, dan Pola PRP.
2. Kemitraan Pola PIR

Kemitraan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) merupakan
kemitraan perkebunan generasi pertama yang dimulai pada
tabun 1980-an.  Programm  PIR  merupakan pola
pengembangan perkeburan rakyat dengan menggunakan
perkebunan  besar sebagai ot dan  sekaligus sebagal
pelaksana pengembangan kebun plasma. Pola Ini awalaya
dibangun perusahaan perkebunan negara untuk masyarakat
di wilaavh pedesaan.

Dalam pola ini, perkebupan besar membangun
kebun intl, pabrik, Ialu membangun plasma, Secara ninci,
pekerjaan pembanganan program PIR meliputi tiga tahap.
Tabap  pertama,  perusahman  mt melaksanakan
pembangunan  kebun, Pada ishap  kedua, dilakukan
pengalihan kebun kepada petani plasma dan akat kredit
konversi,  Selanjutnya, tabap  ketiga  dilakukan
pengembialian atau pelunasan kredit (hatang petani).

Tanaman kelapa sawit dikonversi  kepada
masyarakat (petani plasma} setelah dirasskan cukup
menghasifkan, disertal tanggung jawab untuk memelihara

3 1bid, Pasal 4 Avars.
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kebun dan mengelols psaha taninya. Petani plasma vang
diberi  tanggung jawab untuk mengembalikan  kredit
investasi pembangunan kebun plasma terhadap perbankan,

Program PIR sangat baik dan bermanfaat bagi
masyarakat, setidaknya mampu membuka isolasi wilayah
dengan dibangunnya jalur transportasi. Program PIR telah
mampn menggerakan perekopomian di daerah pedalaman
karena berputarnys uang dalam jumlah besar. Namun di
lapangan, program PIR banyak menghadapi kendala, baik
kendala teknis buudidaya perawatan kebun maupun kendala
pon teknis seperll manajemen ekonomy rumah tangpa
potant.

Permasalahan teknis yang menoniol dar program
PIR adalah kondisi tanaman vang populasinya tidak perh
{kerapatan tanzman di bawah standar, kurang dari 136
pohon per hektamya) dan pertumbubannya tidak standar.
Ha! ini meagakibatkan produkfivitas rendab dan terus
raerosot (kurang dant 12 ton/hektare/tshun), Ditambah lagi
dengan perilaku petani yang kadang tidak sesuai aturan
teknis budl daya tanaman.

Produktivitag  kebun plasma yang rendah
menyebabkan PKS kekurangan bahan baku. Akibatnya,
PKS terpaksa mengurangi waktu pengolahan dan terkadang
terpeksa mengurangi karyawan. Selain ito, kualitas TBS
petani yang rendab (rendemen minyak di bawah 20%)
menyebabkan pendapatan petani kurang dan fidak mampu
membiayai pemelibaraan kebun dengan baik.

Sementara itu, permasalahan nontekmis yang sering
terjadi adalah macetnya pengembalian kredit dari petani.
Secara tidak langsung masalab ini sebenamya merupakan

efek lanjut dari masalah teknis. Hasil kebun yang redah
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mengakibatkan pendapatan petani berkurang den tidak
mampu membayar kredit.

Bahkan tak jarang petani vang lebih memilih
menjual kavelingya atau menjual hasilnya kebun pada
pihak lain untuk menghindari pembayaran kredit. Sclain
karena faktor pendapatan petani, kredit macet disebabkan
olely kurangnya sosialisasi nilai kredit seehingga banyak
petani yabg tidak paham. Selain v, mungkin juga
disebabkan oleh pihak perbankan atau perusahaen inti yang
kuang aktif dalam melekukan penagihan.

Masalah-masalah yang tejadi di lapangan etrscbut
nlamanya dipicu oleh kurangnya pembinaan dan
Pendampmgan darl dinas(instansi) terkait maupun dari
pibak peruszhaan inti setelah kebun diserabkan kepada
petani plasma. Ditambah lagi, pendekatan perusshaan
banyak hanys berorientasi kepada produksi. Myatanya
dengan kurangnya pembinaan dan  pendampingan
menjadikan produktivitas kebun menurun.

Pembinaan yang kurang menjadikan pemberdayaan
tidak beralan.  Intensitas hubungan_yang kurang juga
menjadikan  kesaman perseps:  tidak tercapar  dan
keharmonisan hubungan tidak dapet terwujud. Akhimya,
perusahaan dan petani mendapatkan kerugian.

Permasalahan  kemitraan  juga  terizdi  karena
Iemahnya peran kelembagaan petani, termasuk kelompok
tami dan koperasi, Pembinaan dan pemberdayaan pelani
masih sangat kurang, akhimya kelembagaan petani tidak
berkembang dan kurang berfungsi sebagai penggerak dalam
usaha teni. Selain ita, paya hidup petani cenderung lebih
kearah konsumtif schingga pendapatan tdak menutup
pengeluaran, Kadangkedang masalah juga disebabkan
karena perilaku dari pibak ketipa secara tidak bertanggung
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jawab memprovokasi dan menjadikan kondisi kemitraan

menjadi kurang kondusif.

Kemitraan Pola KKPaA

Berdasarkan kemitraan dengan pola PIR, kebun
plasma kurang terawat dan produktivitas rendah, schingga
perusahaan inti mengalami kekurangan pasokan TBS dan
angsuran kredit menjadi macet, Pola PIR juga menjadikan
petant banyak vang roeniual TBS ke perusahaan lain uotuk
méenghindan angsuran, bahkan menjual kavelingnya.

Banyak kendala dan dampak negatif yang terjadi
pada petani, peruszhaan, maupun bank, Karena ity,
pemetiniah mulai mencari pola lain yang diharapkan dapat
memperbaiki pola PIR, yakni dengan lebih banyak
memberikan tanggung juwab kepada perusahaan inti dan
memperbaiki peran kelembagaan petani plasma. Akhimya
dibentuk pola KKPA (kredit koperasi primer kepada
anggota).

Kemitraan pola KKPA merupakan pola kemitraan
perusahaan inti dan petant dalam wadah koperasi untuk
meningkatkan daya guna lahan petant peseria dalam usaha
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pars anggota
melalui kredit jangka panjang dari bank. Perusahaan inti
sebagai pengembang melaksanakan pembangunan kebun
kelapa sawit untuk  pelenl peseria  dengan  bigya
pembanguiian dri kredit bank hingga tanaman kelapa sawit
menghasilkan.

Perusshean int jugs membangun kelembagaan
petani sebagai wabah pembinaan dan bimbingan bagi

petani peserta budidaya dan manajemen perkebunan kelapa
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sawit. Pembinaan minimom dilakuken selama satu siklus
tanam.

Pada pola kemitraan KKPA,perusahaan inti
berfangpung  jawab atas  pengembalian  kredit bank.
Angsuran kredit ind diambil darl pemotongan hasil jual TBS
dari petani plasma. Artinya, petani wanb menjual hasil
kebunnys pada perusahaan inti. Dalam hal ini, perusshaan
inti wajib membeli hasil TBS petani plasma dengen harga
plasma yang telah ditetapkan oleh instansi vang berwenang,

Selama proses ini, koperasi sebagai wadah petani
berhak melakukan pengawasan pada perusahaa inti.
Selanjutnya, setelah semua kewajiban petani anggota
terselesaikan, perusahazsn inti wajib menyerahkan sertifikat
kebun kepada polani.

Dibarapkan tidak ada perbedaan pengelolaan kebun
antara kebun intl dan kebun plasma, batk selama masih
dikelola perusabaan maupun  setelaly  kebun  plasma
dikonversi kepada petani ataw kelompok tami, Standar
teknis pemelibaraan diharapkan kebun masih tetap terjaga.
Pembinaan dan pendampingan vang tidak terputus
diharapkan membuat produkfivitas kebun menjadi lebih
optimal.

Kemitraan pola KKPA lebih baik daripada pola PIR
karens tanggung Jawab perusahsan inti lebih  besar,
terutamna vang berkaitan dengan pengembalian  kredit
pembangunan  kebun. Adanya kepemtingan unfuk
mendapatkan bahan baku TBS untuk PKS perusahaan intt
menjadikan pembinaan kepada petani anggota lebih efektif.

Dampak positifnya adalah produktivitas kebun
memadi lehih balk, pendapatan peteni lebih baik, dan
angsuran kredit menjadi lebth lancar. Kemungkinan
beralibinya kepemilikan kaveling pun makin kecil. Sclain
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itu, akan tercipta kesadaran petani untuk menjalankan
fungsi penpawasan kegiatan operasional kebun.

Namur, pada kemitraan pola KKPA kendala dapat
pula terjadi, terlebih sefelah kebun disgrahkan ke peotani.
Beberapa di antaranya adalah ketidakseragaman petani atau
kelompok tani dalam melakukan tanggung jawabnya untuk
mengelola kebun setelah kebun diserabkan, Ada petani
yang sangst serius dalam perawatan kebun, ada juga petam
yang kurang pethatian terhadap kebunnya.

Pola KKPA di  Bangka dikembangkan dan
dimodifikesi menjadi pola KKSR {Kebun Kelapa Sawit
Rakyat} vang difasilitasi oleh pemerintah setempat. Pola
kemitraan KXSR  melibatkan  petani, pemda, dan
perusahaan untuk membangun kebun kelapa sawit. Petani
sebagai peserta menyediakan  Izhan dan  tepaganya,
kemudian pemda setempat menyedizken bibit da
pembinaan dan segi teknik budidaya maunpun manajemen
ugahy tamnya.

Pola KKSR sebenarmaya hampir sama dengan pola
KXPA, Perbedaannya adalah petani dituntut lebih mandiri
daripada pola KKPA. Sejak awal pembangunan kebun,
petani sudah mulai dilepas dan banya dibimbing oleh
perusahdan inti bersama dengan dinas terkait (dinas
perkebunan).

Kemitraan Pola Program Revitalisasi Perkebunan,
Pemerintah  menyiapkan  program  revitalisasi
perkebunan (PRP) yang merupakan kemitraan perkebunan
generasi II pada tahun 2006, Berdasarkan pedoman umum
program  revitalisasi  perkebunan, konsep kemitraanya
adalah kenasama usaha antara petani pekebun (plasma)
dengan perusahaan perkebunan (inti) sebagal mitra usahs
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dengan prinsip yang saling memeriukan, menrperkuat, dan
menguntungkan,

Program  PRP  diharapkan  dgpat  lebib
mensejahterakan petant plasma dan mampu mengamankan
kepentingan perusahaan inti dan pihak perbankan, baik i
produsi maupun angsuran kreditnyz. Perusahaan (inti)
ditetapkan sebagai developer dan avails. Artinya, inti
bertanggung jawab untuk membangurkan kebun dan
menyediakan atau mencarikan dananya. Dengan demikian,
fongsi dan  perannya menjadi  lebibh  nyata  (lebih
bertanggung iawab sampai dengan terwujudnya kebun dan
hunasnva kredit petani),

Pada pola PRP, pendampingan dan pemberdayaan
petars meniadi lebih terencana dengan konbrak manajemen
selama satu siklus dan sistem manajemen satu alep.
Pengelolaan seluruh kebun, baik milik perusahaan inti
maupun wilik petani plasma mendapat perlakuan vang
sama, mulai dari persiapan penanaman, pengeloiaan kebun,
hingga pengolaban hasil. Pengelolaan kebun plasma selama
satu siklus tanaman melibatkan petani semaksimal
mungkin, sehingga stabilitas produksi, usgha tami, dan
pendapatan petani plasma lebih dipriontaskan.

Melalui program revifalisasi perkebunan, pelunasan
kredit petani menjedi lebith lancar karena produktivitas
kebun petard terjage dan  petani terus dibina dan
diberdayakan. Selain ity, ketersediaan TRS bagi perusahaan
intipun iebib terjamin,

Dalarn mengawali kerjasama, perusghasn harus
serins melakukan persiapan dan sosialisas: vang matang,
dimulai dengan legalisasi, ketersediaan calon  lahan,
kepastian calon petani peserta, dan kesepakatan luas kebun

untuk  masing-masing peserta. Perjanjian kerja  sama
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menyangkut hak dan kewajiban harus benar-benar dibuat
dan dijelaskan kepada masyarakat setempat, yang dikuatkan
dengan tanda tangan dari pihak yang terkait, misalnyz
Kepala Desa, Ketna BPD, ketua LPM, Ketua Adat, Tokoh
Masyarakat, dan Muspika.

Calon laban plasma khususnya program revitalisasi
barus dimiotekan izin lokasi dari dinas yang terkait dan
Bupati setempat. Calon petani peserta juga harus ditetapkan
dengan SK Bupati. Sedangkar untuk sosiglisasi kredit
sebaiknya jelas dan transparan tentang banyaknya dana
yang tersedia dan perkiraan banyakaya dana yang akan
digunakan sehingga dapat diketahnl kemungkinan adanya
dana kurang atau masalah dana lainnya. Apsbila dana
diperkirakan akan kurang, perlu disosialisasikan untuk
mencari jalan keluarnya dengan tidak membebant petani
dan juga tidak memberatkan perusahaan. lika tidak didapat
jelan keloar yang baik, yeng harus mengalah adalah
perusahaan ind.

Selanjuinya, pihak perusahaan harus menguatkan
kelembagaan petani seperti kelompok petani dan KUD.
intensiias hubungan anfara perusahaan dengan petam lebih
ditingkatkan sehingpa hal negatif seperti pada kemitraan
PIR {rendahnya produksi, pindahnya hasil produksi ke
pihak lam, dan teriadinya kredit macet) dapat diminimalkan
dengan adanya kelembagaan petani vang kuat, tangguh,
dinamis dan produktif,

Kelembagaan petani yang kuat akan memudahkan
perusahaan mti bekerja sama dengan petand atau kelompok
tam dalam pencarian potensi  produksi kebun dan
memperlancar angsuran  kredit petani, yakni melalui
pendekatan, pendampingan, dan pemberdayaan
kelembagaan petani, Dengan demikian, perusshasn int
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mendapat  jaminan  produksi TBS uotuk PRKS dan
kelancaran angsuran kredit. Sementars ifu, petant memiliki
jaminan pendapatan, baik dari adanya kesempatan bekerja
dikebun inti mavpun pendapatan dari hasil kebun sctelah
panen. Selain itu, program revitalisasi  perkebunan
mendapat  subsidi bunga perbankan dart  pemerintah
sehingpa beban petani dapat lebih ringan. Selisth antara
bunga komersial dengan bunga yang ditstapkan pemerintah
untuk petani sebesar 10%.

Pemberdayaan petani melalui kelembagaan petani
juga perlu melihat potensi alam atae kebunnya, kemudian
diarahkan menuju pemingkatan produktivitas yang tinggl.
Potenst sumberdava manusia jupa perlu dibing dan
diarabkan menuju kebersamgan dalam kelompok. Selain
itu, akan lebih efektif jika diseriar dengan pendampingan
yang memadai dan  pelatthan  yang sesuai  dengan
pemberdayaan petani. Keberhasilan pemberdayagn petani
sangat tergantuong dan perhatian manajemen perasabaan inti
dan dukungan dari instansi terkait, serta motivasi dan
komitmen bersama dari petani dan pengueus organisasi
petani, khususnya kelompok tani dan koperasi.

Uraian lebih detail mengenai kemitraan Revitalisasi
Perkebunan imi akan dibahas selanjuinya dalam bab
selanjutnyva,

5. Tolak Ukur Keberhasilan Kemitraan''®

Tolak ukur keberhasilankemitrann dapat dilihat dari aspek
dan kinerja sebagai berikut:
1. kinerja kebun produksi menunjukkan produtivitas kebun
naik, harga pokok produk terkendali, kualitas TBS naik,

14 pid  hlm. 19,
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sthilitas pasokan bahan baku terjamin, dan adanya
kelanjutan dan kerja sama {(kemiiraan usaba).

2. kinerja prinsip kemitraan yang menunjukkan adanya saling
percaya, mengunfungkan, ikhlas, dan memuaskan.
Harmonisasi hubunpan antara perusabaan inti  dan
masyarakat semakin baik.

3. adanya jaminan pendapatan bagi petani plasma dan
harmonisasi kemitraan yang diperkuat dengan kelembagaan
petani yang kuat. Kepercayaan petani dibangun dengan
transparasi dan fungsi kontrol yang bepalan baik.

4. kemitraan antara perusahaan perkebunan sebagai infi
dengan masyarakat sekitar kebun sebagai plasma semakin
kuat. Diharapkan ada  pemingkatan  peningkatan
kesejahteraan masyarakat, kelancaran angsuran kredit, dan
terpenuhinya bahan baku pengelahan TBS di pabrik kelapa
sawit.

5. terbentuk pagar sosial yang kokoh dan sangat efektif untuk
menekan tegadinya konibik sowmal antara perusghaan infi
dengan masyarakat sekitar kebun. Karena i, program
revitalisasi perkebuman dapat berjalan sesuai dengan
harapan banyak pihak sebagal bagian dari revitalisasi

pertanian.
C. Aspek Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit.

Berdasarkan Pasal 4 UU No.:18/2004, bidang usaha perkebunan
mempunyai ﬁmgsi:”s
1. ckonomi, yaitu peningkatan kemalonuran dan kesejahteraan rakyat
serta penguatan struktur ckonomi wilayah dan nasional;

5 indonesia, Undang-Undang Tentang Perkebunan, UU Nomor 18 Tahun 2004, LN
MNo.:83 Tahon 2004, TLN No.23856, Pasai 4.
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2. ekologl, vaitu peninglatan konservasi tanah dan air, penverap
karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
3 sosial budaya, vaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa,

Eeology secara etimologt berasal deri kata oikos {rumah tanggs)
dan logos (ihmu) yang pertama kali diperkenatkan oleh biclog Jerman
Emst Hackel. Menurut Hackel, ekolog adalah “siudy of the toial impact
of man and other animals on the balance of nature™.! 16

Dengan adanya fungsi ekologi tersebut, maka setiap perusahaan
perkebunan wajib memelihara kelestarian fungst lingkungan hidup dan
mencegah kerusakanoya''’. Sebagai upaya pelaksanaan dari kewajiban
pelestarian lingkungen hidup, maka sebelum perusahaan perkebunan
memproses dan  mendapatkan Liin Usaha Perkebunan, perusabasn
perkebunan terlebih dahulu wajib membuat Anglisis Mengenai Dampak
Lingkungasn Hidup {(dalam fesis m selanjutnya disebut “Amdal™) atan
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnys dalam fesis ini
disebut “UKL™} dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidop (untuk
selanjutnya dalarm tesis ini disebut “UPL").

Pelaksanaan Amdal, UKL dan UPL tidak hanya berhenti sciclah
perusahaan  mendapatkan  Jjin  Usaha Perkebunan, namun wajib
menerapkan  dan memantavan.  Ancaman pencabutan  [jin  Usaha
Perkebunan merapakan sanksi apabila perusshaan perkebunan tidak
menerapkan Amdal, UKL dan UPL.

Parameter iklim yang bailk untuk budidaya kelapa sawit adalah
sebagai berikut:!1®
a Curah hujan = 2.000 - 2,500 mm.

b. Defisit air per tahon = 0-150 ,,

e Harl tanpa hujan = < 10

H6 g aesnadi Hardjasoemanti, Huwhan Linghungan, Cet.19, {Yogyakara: Gadiah Mada
University Press, Seplember 2006), him, 2,

U7 thid., Pasal 25 Ayat 1.

Y Syinarke, Budi Daya don Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan,

Cet. 1, (Jakana: FT. Agromedia Pusiaka, 2009}, hlm.69.
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d.  Temperatur=222C-23%C,
£, Pinyiraman = 6 jarp sekali.
f. Kelembapan = 80-90%.

Kondisi urourn tanzh di Kalunantan adalah lahae gambut. Menurut
Sunarko, berdasarkan proses pembentukkannya lshan gambut ada 2 jenis,
vaitu gambut topogen dan ombrogen. Gambut topogen terbentuk karena
pengaruh topografi rawa, sedangkan gambut ombrogen terbentuk karena
pengaruh air hujan yang tergenang. Y

Penanamean tanaman kelapa sawit di lahan gambut tidak dapat
dhiakukan secara sembarangan. Menurut Peraturan Menten Pertantan
No.:14/Penmentan/PL. 1 10/272008 tangpal 16 Februan 2009 tentang
Pedoman Pemanfaaian Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapz Sawit
(selanjutnya dalam fesis ini disebut “Permentan No.:14/20097),
penanaman kelapa sawit dilahan gambut harus memenuhi kriteria, yaitu:'°
a dinsahakan pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya;

h. Ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 meter;

¢ Substratum tanah mineral di bawah gambut bukan pasir kuarsa dan
bukan tanah sulfat masam;

d. Tingkat kematangan gambut saprik {matang) atav hemik (setengsh
matang), dan

e Tingkat kesuburan tanah gambut eutropik.

19 rhid., Bim.73.

¥ Yepartemen Peranian, Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Pemanfagian
Lakan Gambwt Urink Buwdidaya Kelapa Sowit, Permentan Nomor 14/ ermentan/Fi.. 110/2/2006,

Lampiras.
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BAB IT¥
TINJAUAN UMUM PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN DL INDONESIA

A, LATAR BELARKANG PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT

Upaya pemerintah menmrunkan jumiah  pengangguran  dan
kemiskinan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(selanjutnva dalam tesis ini disebut “RPIM"} sebesar 5,1% - §,2%, saatini
sulit untuk dicapai kalan tidak ada upaya yang nyata untuk
mengembangkan sektor riil. Pertumbuhan sektor riil mengalami penvrunan
yang signifikan beberapa tahun terakhir ini. Penguatan indikator makro
ekonomi scpertt penguatan nilar saham dan nilai tukar rupiah tidak
mencerminkan dinarmika ekonomi masyarakat.

Permagalahan kondisi sekior il ini diakibatkan oleh lemalmva tiga
sektor yang kontribusinya paling besar terhadap Prodik Domesiik Bruto
{PDB) yakni sektor Pertanian, Perdagangan dan Industn Manufaktur. Oleh
karena itu perlu adanya upaya terobosan untuk mengungkit sektor riil agar
tabubh positif, dan wpaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan
perkebunan, khususnya wmelalui  pelaksanaan Program  Revitalisast
Perkebunan kelapa sawit, karet dan kakao. Program tersebut sekaligus
menindak lanjuti kebijakan pemerintah tentang Revitalisasi Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (RPPK} vang dicanangkan oleh Presiden RI

pada bulan Juni 2005 di Jatiluhur, Jawa Barat.'*!

2 rhrektorat Jeadera! Perkebunan Departemen Pertanian, Pedoman Umum Program
Revitalisust Perkebrunan (Kelapa Sawii, Karet dun Kekao), Januari 2007, him 4.
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Pilihan komoditi kelapa sawit, karet dan kakao dalam program
Revitalisasi Perkebunan didasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: '
1. Komoditi vang dikembangkan mempunyai peranan yang sangat

strategis sebagal sumber pendapatan masyarakat;

b

Komoditi yvang dikembangkan mempunyal prospek pasar, baik
pasar dalam negeri maupun ekspor;

3. Mampu menyerap lingkungan hidup.

Dari dats vang ada menonjukkan bahwa pada tahun 2005,
pengembangan 3 komoditi ini mampu menyerap tenaga kerja yang besar,
yaitu pengembangan tanaman kelapa sawit 2,7 juta kepala keluarga (KX),
pengembangan {anaman karet 14 juta kepals keluarga (KK) dan
pengembangan tanaman kakao 500 ribu kepala keluarpa (KK). ™

Disamping itv, duri total ekspor komoditi perkebunan vang
memberikan iz sebesar USS 109 milvar, sekitar 70% berasal dap
gkapor komoditas kelapa sawit, karet dan kakao. Prospek pasar ketiga
komoditas tersebut sangat cerah, baik untuk pasar ekspor maupun dalam
negeri. Upaya untuk mengembangkan 3 komoditi tersebut tenfunys akan
dapat meningkatkan peran penting komodifi tersebut dalam meningkatkan
penyerapan tenaga kerja maupun penerimaan devisa ekspor.*?

Keberhasilan pongembangan perkebunan kelapa sawit, selain
secara ekopoml menunjukkan peran yang tinggl sebagai penyumbang
devisa, sckaligus dapal mencapal berbagal manfaat vang terkait langsung
dengan pembangunan ckonomi nasional seperti pernbangunan wilayah,
penumbuhan wilaysh bukaan baru, penyerapan tenags kerja, peningkaten
tuas areal, peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan pekebun, 1%

9T, Bank Mandid Tok, Pedoman Usnan Program Revitalisasi Peckebuson (Relapa
Sawit, Karet, Kakao), (Jokaria: Jonyeri 20075, him. 1-2,

123 mhid., blm. 2,
8 thid., Wim 5.

% Ibid,, .2,
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Peran penting sebagaimana discbutkan diatas dapat dicapat karena
kelapa sawit yang memiliki berbagai macam kegunaan batk untuk industri
pangan maupun non pangan, eleochemical serta produk samping/limbah
yang dapat dimanfaatkan, antara lain : 6
I. Produk pangan berasal dari minyak sawit/CPQ dan minyak inti

gawit antara lain emudsifier, margarin, minyak goreng, minyak

makan merah, shorfening, susu  kentsl mands, vanaspati,
confectioneries, es krim, yoghurt.

2, Produk non pangani Qleochemicals berasal dari minyak sawit/CPO
dan minyak iofi sgwit antara lain senyawa esier, win, kosmetik,
farmasi, biodiesel, pelomas, asam lemak sawit, faltty alkvhcl fary
amina, senyawa €poksi, senyawa hidroksi.

3, Produk samping/limbah antara lain tandan kosong sawit untuk pulp
dan kertas, kompos, karbon, rayon, cangkang untuk baban bakar
dan karbon, serat untuk medizon density atau fibre board dan bahan
baker, pelepab dan batang sawit untuk furninee, pulp & kertas,
pakan ternak, bunghkif inti sawit untik pakan (ernak, siudge untuk
palean ternak,

Khusus untuk biodiesel scbagai energl alternatif terbarukan,
permintaan akan produk ini pada beberapa tahun mendatang akan semakin
meningkat. Selain untuk kebutuhan diversifikasi sumber energi i dalam
negeri, pexmintaan bic energy dipasar internasional diperkirakan akan
terus meningkat terutama dengan diterapkannya kebijaksanaan ramah
lingkungan di beberapa negara Eropa dan Jepang dengan menggunakan
renewable energy. ¥

Prospek pengembangan kelapa sawit tidak saja terkait dengan

pertumbuhan permintaan minyak nabatl dalam negeri dan dunia, namun

% Nirektorat Jesders! Perkebunan Drepartemen Penanian, Pedoman Umun Program
Ravitalisagi Perkebunan (Kefapa Sawit, Karet dan Kokap), Janean: 2007, hlm 10,

2 i, K. 1.
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terkait juga dengan perkembangan sumber minyak nabati lainnya, seperti
kedelal, rape seed dan bunga matahari. '

Dari segl dava saing, minyak kelapa sawit mempunyai kemampuan
yang lebih cukup tinggi dibanding minyak nabati lainrya, karena: 124
a. Produktivitas per-hektar relatip lebih tinggi dari minyak nabati

lainnya,

b. Merupakan tanaman tahunan yang cukup handal terhadap berbagai
perubahan agroklimat; dan

¢ Ditinjau dari aspek gizi, minyak kelapa sawit tidak terbukti sebagai
penyebab meningkatova kadar kolesierol, bahkan mengandung

betn karoten sebagal pro-vitamin A.

Persaingan dalam perdagangan minyak kelaps sawit {(CPO)
sehenarnya hanya terjadi antara Indonesia dan Malaysia, Nigeria sebagai
produsen nomor tiga lebih banyak mengalokasikan produksinya untuk
memenuln kebutuhan dalam negeni. Malaysis vang merupgkan produsen
dan eksportir terbesar akhir-akhir i yang secarz konsisten mengolah
minyak sawitnya sehingga volume ekspornya dalam bentuk minyak sawit
(CPO) diperkirakan akan mutai memun. '

Keterbatasan lahan yang sesuai secara agroklimat serta tingginya
upah, juga akan menahan perluasan areal di Malaysia sehingga akan
memperlambat laju peningkatan produksi dan ekspor. Di sisi lain,
Indonesia yang sampal saat ini sebagai negara produsen dan cksportir
terbesar ke dua mempunyai peluang untuk meningkatkan produksi dan
ekspormnya,

Indonesia  dikenal sebagai negara paling efisien  dalam
memprodukst minyak sawit sehingga CPO Indonesia sangat kompenitif di
pasar internasional, Dengan Kketersediaan lghannva vang relatif luas,

¥ mid.
2 mid,

B0 rhid,
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Indonesia berpeluang untuk meningkatkan produksi schingga akan
memacu pertumbuhan ekspor. !

Iari gambaran tersebut dapat disampaikan baghwa prospek kelapa
sawit masih sangat baik, tidak saja untuk pemenvhan kebutuhan minvak
tmakan, tetapi juga untuk kebutuhan produk-produk turunannya. Untuk
febih meningkatkan daya saing produk kelapa sawit dan terunannya maka,
keterpaduan penanganan sejak dari kegiatan perencanaan, kegigian on-
Jarm, aff-farm, dukungan pembiayaan sarana dan prasarans serta jasa-jasa
penunjangaya sangat diperlukan, '

Anjloknya harga CPO dan berlimpahnya pasokan CPO memaksa
produsenn CPO seperti Indonesia untuk “mengerem” produksi dan
momentum yang tepat uniuk merealisasikan program peremajaan dan
perluasan,  Ada 2 keuntungan yang diharapkan dalam Program
Revitalisasi Perkebunan im, yaitu:'™
= Perbaikan produkiivitas kelapa sawit, Secara tidak langsung akan

berimbag pada pengurangan produksi oleh indusiri sehingga

memberikan sentimen posiif pada harga CPO.
3 Secara cash flow, biaya replamting tidak berbeda janh dengan
penanaman baro.

Ada beherapa hal dalam program peremajaan i yang perlu
dicermati secara bijaksana, Timbu! dilema dalam kehidupan petani. Salah
satunya adalah hilangnya pendapatan tetap pétani plasma selama masa
penanaman.  Pada seat kebun yang lama dibongkar, lantas ditanarmi
dengan bibit bary, maka petani harus menunggu selama lima tahun lagi

uniuk dapat memperoieh pendapatan. Bagaimana jika petani plasma

Y bid., Blm. 11,
B2 rid,

122 Savinye Meremajakan Sawie, Info Sawit, Volume HI Nomor 3 Maret 2009, him, 11-2.
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tersebut menggantungkan pendapatannyas hanya kepada kebun tersebut,

darimana dia akan memperoleh penghasilan selama masa TBM?'™

B. KARAKTERISTIK KOMODITAS KELAPA SAWIT!

Kelapa sawit iermasck tanaman keras (tshunpan) yvang mwulal
menghasilkan pada uwmur 3 tahun dengan usia produktif hingge 25-30
tabun dan tingginya dapat mencapal 24 meter. Bunga dan buahnya berupa
tandan, bercabang banyak. Buahnya kecil, bila masak berwarna merah
kehitaman, Daging buahnya padat. Daging dan kulit bushnya mengandung
minyak. Minvaknya ity digunakan sebagal bahan minyek goreng, ssbun,
dag lilin. Ampasnya dimanfaatican untuk makanan ternak. Ampas yang
discbut bungkil ity digunskan sebagai salah satu bahan pembuatan
makanan syam. Tempurungnya digunakan sebagai bahan bakar dan wrang.

Kelapa sawit berkembang biak dengan biji, tumbuh di daersh
tropis, pada ketingwan 0-500 meter di atas permukaan laut. Kelapa sawit
menyukai tanah vang subur, di tempat terbuka dengan kelembaban tinggi.
Kelembaban tinggi itu antara lain ditentukan oleh adanya curah hujan yang
tinggi, sekitar 2000-2500 mm setahun.

. PENGERTIAN REVITALISASI PERKEBUNAN

Definist revitalisasi perkebunan tidak tercantum dalam peraturan
perundang-undangan Peraturan Menien Pertanian
Noo33/Permentan/OT.140/7/2006  tentang Pengembangan  Perkebunan
Melalui Program Revitalisasi Perkebunan {selanjuinya dalam tesis inf
dischut “Permentan No.:33/20067) adalsh istilah “Program Revitalisasi

Perksbunan®™,

m’l“ur}'ante, Revitaiiosf Perkebunan Palam Bitema,
<hhtp:/fturyanto. wordpress.comf2008/12/1 Irevitalisasi-perkebunan-dalam-dilerm, 11 Desember
2008.

13 K omisi Pengawas Persaingan Usaha, Evaluasi Kebijakkan Perkebunan Kelapa Sawit,
Januart 2009, him. 5.
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Menurat ketentuan Pasal | Avat 1 Permentan WNo.:33/2006, vang

dimaksud dengan Program Revitalisasi Perkebunan adalah:

“upaya percepatan pengernbanpan perkebunan rakyat melalu
perfuasan, peremajaan <an rehabilitasi tanaman perkebunan yang
didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh
pemerintah  dengan melibatkan perusshaan di bidang usaba
perkebunan sebagat mitra dalam  pengembangan  perkebunan,
pengolahan dan pernasaran hasil,”*

D. LANDASAN HUKUM PROGRAM REVITALISAS] PERKEBUNAN

Landasan hukum pengembangan perkebunan melalul program

Revitalisas: Perkebunan adalaty

4.

Perafuran  Menteri  Petamian - No33/Permentan/OT. 148/7/2006
tentang Pengembangan Perkebunan melalut Program Revitalisasi
Perkebunan (selanjuinya dalam tesis nl diselwit “Permentan
No.:33/2006™;

Peraturan Menteri Keuangan No,:117/PMK.06/2006 tentang Kredit
Pengembangan Energi Nabatt dan  Revitalisasi  Perkebunan
(selanjutnya dalam fesis ini disebut “Permenken No.z11772006”);
Perjanjian Kerja sama Pendanaan anfara Menteri Keuangan/ Dinen
Perhendaharaan dengan lima Bank Pelaksana (PT Bank Rakyat
Indonesia, PT Bank Mandin, PT BUKOPIN, PT Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Pembangunan Daerah
Sumatera Barat/Bank Nagani) pada tanggal 20 Desember 2006,

¥ Pepartemen Pemamian, Peramran Menieri Pertewion Temang  Pengenbangarn
P 2 4 14

Perkebungsn

Melaiui Program Revitalisasi Ferkebunan, Fermentan

No.:33/Permentan/DT. 140/7/2006, Pasal 1 Ayar 1.
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E. TUIUAN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN

Menurut Menteri Pertanian, Anton Aprivantono, perkebunan telah
menjadi andalan Negara untuk menghasilkan devisa. Selaniotnya, oleh
karena itu Pemerintah telah memprakarsat program revitalisasi perkebunan
vang difokuskan kepada tanaman kelapa sawit, kakao dan karet seluas 2
juta hektar, Revitalisasi perkebunan bertujuan untuk:'*’

i Meningkatian kesempatan kerja;

2 Meningkatkan daya saing melalil pengembangan industry hilir
berbasis perkebunan; dan

3. Meningkatken perckonomian nasional dengan mengikutsertakan
masyarakat dan pengusaha lokal.

Berdasarkan Pedoman Umum Program Revitalisssi Perkebunan
yang dikeluarkan secara resmi oleh Departemen Pertanian, diperoleh
informasi bahwa tujuan Program Revitalisasi Perkebunan adalah: **

i Meningkatkan kesempatan kema dan pendapatan masyarakat
melalui pengembangan perkebunan;

2. Meningkatkan daya saing melalul pemingkatan produktivitas dan
pengembangan industs hilir berbasis perkebunan;

K Meningkatkan  penguasaan  ekonomi  nasiopal  dengan
mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha lokal; dan

4, Mendukung pengembangan wilayah.

37 Amon Aprivanlono, drahar Umum, makalsh disampaikan pads Rapat Koordinasi
Percepatan Pembangunan Pertanian Wilayah Kalimantan, Baniasrmasin, 27-28 Febraan 2807, bim.
9.

B Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, Pedomar Umum Program
Revitalizasi Perkebunan (Kelupa Sewit, Karet dan Kakao}, Januan 2007, hlm 6,
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Tabel 2. Target Pengembangan Kebua Dalam Rangks Revitalisnsi Perkebunan

{1.04¢ ha)
No.: ;3 Tanaman Kegiatan 2067 | 2008 | 2509 | 2010 | Jumish
1. Kelapa Ferlmasan 354 ¢ A50 1 350 ¢ 30 1.375
Sawit Peremajaan 19 50 39 17 125
2. Karet Porluasan 10 i 15 10 50
Peremajean 50 70 70 60 230
3 Kakao Perluasan 23 20 29 29 110
Peremajasn 10 13 16 13 54
Rehabilimsi 7 10 19 g 36
Jumiah Perinasan 387 394 | 394 3 360 1.535
Peremsiaan 76 133 128 ac 429
| Rehabilitasi 7 10 1ih 9 35
TOTAL 473 539 © 535 ¢ 450 | 2608

Sumber: Pedoman Umun Program Revitalisasi Perkebunan, Direkiorar Jenderal
Perkebanan, Depattemen Perianian

Dari tabel 2 diatas dapat disampaikan bahwa program Revitalisasi
Perkebunan akan mencakup areal pengembangan seluas 2 juta ha, meliputi
kelaps sawit 1.300 nbu ha (1.375 ¢ibu ha perluasan dan 123 ribu ha
peremajaan), karet 300 ribu ha (perluasan 50 ribu ha, dan peremajaan 230
ripu ha), dan kakao 200 ribu ha (perluagan 110 ribu ha, peremaiaan 54 ribu
ha dan rehabilitasi 36 ribu ha). Dalam pelaksansannya, target Program
Revitalisasi Perkcbunan akan di evaluasi secara berkala sesual realigasi

penanaman tdhun sebelumnyva.
| 0 RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN

Revitalisasi Perkebunan merupakan suatu paket pengembangan

perkebunan yang terdiri dari: °

I. Komponen wutama, meliputi: perluasan perkebunan rakyat,
peremajaan perkebunan rakyat, dan rchabilitasi perkebunan rakyat;
dan

2. Komponen panjang, meliputi : unit pengolahan, infrastruktur,

sarapa dan prasarana umum serta pembinaan dan pengawalan.

" Departemen Pertanian, Pergniran Menteri Pertanion Temgng Pengembangan

Perigbynan Melaiud Progrom Bevitaiisast Perkelnnan, Permentan
No:33Permentan/OT, V407 7/2006, Pasgal 3,
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Komponen utarna akan dibiayai dari dana perbankan serta subsidi

bunga dan pemerntah,

Untuk komponen penunjang diblayai oleh unit fungsional terkalt,
Semua komponen penunjang dibiayal oleh unit fungsiopal terkail. Semua
komponen iersebut harus ferjamin keterpaduannya, bak dalam tahap
persiapan, pelaksanaapn maupun lanjutan pembinasnya. Prasarana  dan
sarana umurn diperguoakan untuk kepentingan uvrmwm seseai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Komoditi yang dikembangkan dalam program Revitalisasi
Perkebunan adalah kelapa sawitkaret dan kakao, dengan kegiatan yang
dilakukan adalah perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi perkebunan
rakyat,

Gambaran  ruang lingkup kegiatan menwrut komoditi  yang
dikembangkan adalah seperts tabel 2 berikut;

Tabel 3, Ruang Lingkup Kegiatan Program Revitalisasi Perkebunan

No Tannman Pertussan Feremajaan/Rehabilitasi
1. | KEslapa Sawit a. Perkchunan Rakval sekitgr Fis provek PIR
perkebunan besar,

b, TUP Pusat tidak aktif
¢, IUP Daerah
d. Labkas TRANS

2. | Kamet 2. Perkebunan Rakyat a. Eks proyek PIR
b. Laban Trans b, Bks proyek Non PIR

¢. Swadays Masyarakat

3. i Kzkso #. Integrasi dengan kelapa 4. Peremajaan Perkebunan Rekyat -
4. Perlebunan Rakyat b. Retmbiliiasi Porkebunan Rakyat
¢ Lahan TRANS

Surmber: Pedoman Umuon Program Revitalisast Perkebunan {Kelaps Sawit, Karer, Kakao),
Direkiorat Jenderal Perkebunan, Depariemen Pertanian,

Dar tabel diatas dapat disampaikan bahwa untuk perusahsan
dilakukan pada lahan perkebunan rakyat yang sudah ada atan wilayah
pengembangan baru vang telah mendapat Ljin Usaha Perkebunan
{selanjutnya dalam tesls ini disebut “TUP”) dan laban transmigrasi yang
belum terbangun.

UNIVERSITAS INDONESIA
Tinjauan Yuridis..., Yuliany, FH Ul, 2009



79

Sepert: dimakiumm sesuai dengan ketentuan vang berlaku pada saat
pemberian JUP didalarmnya terdapat ares! untuk pembangunan perkebunan
rakyat. Untuk kegiatan peremajaan/rehabilitasi adalah pada perkebunan
rakyat yang sudah ada, baik eks proyek-proyek pembangunan perkebunan
maupun arcal swadayza petani.

G. PFENDEKATAN DAN TARGET PENGEMBANGAN
REVITALISASI PERKEBUNAN

Pelaksanaan pengembangan perkebunan melalui  Program
Revitalisast Perkebunan ditgiukan untuk membangun perkebunan rakyat,
dengan pendekatan pengembangan sebagai berkut:

a.  Pengembangan perkebunan rakvat vang dilakukan adalah melalui
kemitraan atau non kemitraan, Untuk wilgyah yang tidak tersedia
mitranya, dimungkinkan pengembangan dilakukan langsung oleh
pekebun atau melalui Koperasi dengan pembinaan oleh jajaran
Departemen Pertanian dan Dinas yang membidangi Perkebunan
Provingi dan Kabupaten;

b, Setiap lokas: pengembangan diarabkas untuk terwujudnya hamparan
yang kompak serta memenuhi skala ekonom:;

¢.  Luas lahan maksimum untuk masing-masing petani peserta yang tkut
dalam Program Revitakisasi Perkebunan adalah 4 haper KK, kecuali
untuk wilayah khusus yang pengaturannya ditetapkan oleh Menteri
Pertanian;

d.  Untuk memberikan jamian kepastian dan keberlamjutan usaha,
pengembangan perkebunan yang melibatkan mitra usaha dapat
dilakukan melalui pengelolaan kebun dalam satu  manajemen
minimal 1 {satu) siklus tanaman,

e.  Bunga kredit yang diberikan kepada petani peserta sebesar 10%,

dengan subsidi bunga meniadi beban pemerintzh sebesar selisih

"B Departemen Penanian, Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan {Kelapa
Swwit, Rarel, Kakao), {Fekarta: Jaruari 2007), blm 15,
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antara bunga pasar yang berlaku unfuk kredit scienis dengan bunga
yang dibayar petani peserta. Subsidi bunga diberikan selama masa
pembangunan yaitu sampai dengan tanaman menghasikan (maksimal
5 tahun kelapa sawit dan kakao, dan 7 tahun untuk karet). Besarnya
suku bunga yang dibayar pekebun setelah masa tenggang adalah
sesuai dengan Ketentuan yvang berlaku di bank {(tanpa subsidi bunga),

£ Untuk meningkatkan dan memperkuat kesinambungan kemitraan
usaha, setiap unit pengembangan diarahkan terintegrast dengan unit
pengolahan, dan secara bertabap petanl pesertafkoperasi petani
dimungkinkan memiliki saham perusahaan mitra;

g Petani peserta yang belum memiliki mitra usaha, secara bertahap
akan didorong melakukan kemitraan dengan perusabaan yang
memiliki industri pengolahan dibidang perkebunan;

b.  Untuk mengaws! pelaksanaan program ini akan memanfaatkan
tenaga sarjana perianian (sistemn kontrak) dan divtamakan dan
perguruan tingg sctempat sebagai petugas pendamping.

H. PERSYARATAN PROGRAM REVITALISASY PERKEBUNAN

Selain Pemerintah sebagai fasilitator, ada 3 pihak lainnya yang
berpartisipasi dalam Program Revitalisasi Perkebunan, yaitu:

1. Perusahaan perkebunan yang sering disebut perusshaan intd, dalam
program ini dischut Mitra Usaha, vaitu peruszhaan besar swasta
vang memiliki Ijn Usaba Perkebunan, dapat berbentuk Badan
Usgha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milikk Daersh
(BUMD); '

2. Koperasi yang berbadan hukwmn dan berperak di  bidang
perkebunan atau petani (petani pekebun atan masyarakat setempat)
atau kelompok tani'*; dan

M Departernen  Pertgnian, Perstwran Menteri Pertanian Tentung Pengembangan
Perkebinan Melatui FProgram Revitafisasi Perkebunun, Fermeatan
No.:33/Permentan/OT 140/ 777006, Pasal 1 Ayat &,

M Ihid., Pasal 4 Ayat 2.
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3 Bank-bank umem.

Adapun persyaratan yang barus dipenuhi oleh pihak-pihak vang

ingin jkut serta dalam Program Revitalisasi Perkebunan adalah sehagal

berikut: '*
1. Syarat Petani Peserta:
a. Patanl peserta ferdint atas pekebun dan atau penduduk
setempat yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti
KTP dan KK;
b, Rerusia 21 tahun atau lebih atau sudah menikah;
Petani peserta tidak mempuonyat tunggakan kredit;
a. Calon petani peserta harus terdaflar dalam daftar nominatif
yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota; dan
e, Menulila lzhan yang loasnys memenuhd persyaraian untuk

difkutkan sebagal petani peserts Frogram Revitalisasi
Perkebunan,

2. Syarat Mitra Usaha Perkebunan:

a.

Perijinan Usaha dan legalitas di bidang perkebunan,
pengurus dan usaba sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(SIUP, 1UP, TDP, NPWP, dil};

Perusahaan/mangjemen  perusahaan  berpengalaman  di
bidang usaha perkebunan;

Perusahaan atau pengurus telah memiliki pengalaman
dibidang vsaha perkebunan vang akan dibiayai (termasuk
group usahanya),

Mitra usaha harus menjadi Avalis (Penjamin} pinjaman
petani peserta‘koperast (sebagai salah satu persyaratan
perbankan);

Mitra usaha hares memenuhi persyaratan Bank Teknis;

143

Departemen Pertantan, Padoman Unim Program Revitalisasi Perkebunan (Kedapa

Suwit, Karel, Kekao}, (Jakarwy: Janvari 2007}, hlm 206-22.
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£ Mitra Usaha telsh mermliki perjanilan kerjasama dengan
koperasi yang mewakili petant pesertakelompok tani yvang
diketahu oleh Bupatt/Walikota;

g Studi kelayakan/Proposal  kegiatan  pembangunan
perkebunan yang akan dilaksanakan;

3. Syarat Koperasi (bertindak untuk kepentingan Petani Pesertay
2. Koperasi Primer sudah berbadan hukum (akte pendirian

dan perubshannya); dan bukan merupakan Koperast

Karyawan;

b. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam dan Daftar Pinjaman
Macet Bank Indonesia;
Koperast tidak mempunyal tunggakan kredit;

4. Koperasi telah mengedakan Perjanjian Kerjasams dengan
miira usahsa;

3 Koperasi harus memiliki rekening sumpanan di Bank
Pelaksana,

4, Pergyaratan bank.

Dalam peraturan perundang-undangan, discbuotkan babwa semua
bank wmum  boleh menyalurkan kredit Program Revitalisasi

Perkebunan'

. Adapun bank yang telah menyatakan kesediaannya
menviapkan dana kredit untuk Program Revitalisasi Perkebunan
saat imi adalah, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI}, PT Bank
Mandirs, PT BUKOPIN, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Utara dan Bank Pembangunan Daerah Sumaters Barat (Bank

Nagart),

¥ 1adonesia, Peraturan Menteri Kenangan Tentang Kredit Pengembangarn Energi
Nabail dan Revitalisast Perkelunan, Permenkeu Nomor 117/PME.06/2006, Pasal 1 Ayat 9.
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Selain menetapkan persyaratan peserta Program Revitalisasi

Perkebunan, Pemenntah juga menetapkan persyaratan lahan. Dalam

melaksanakan Revilalisasi Perkebunan untuk mendukung operasional di

lapangan diperiukan persyaratan lahan sebagai berikut :

145

1. Luasan lahan per hamparan disrahkan untuk memenubi skala

ckonomi sesual dengan jenis komoditasaya.

2. Maksimal lashan yang dapat dibiayei 4 (empat) ha per petani

peserta;

3. Kelas kesesuaian Jahan untuk masing-masing komodit adalah 81,
82 dan 83

4, Lgkasi Iahan dapat dijangkau oleh petani dari pemukimannya;
Lahan tidak bermasalah atau dickupasi oleh pihak lain;

4. Mempunyal yin pelepasan kawasan hutan bagl yang berasal dari

kawasan hutan.

HAK DAN KEWAJIBAN MITRA USAHA DAN PETANI PESERTA

1. Hak Petani peserta: '

A

Memperoleh bimbingan tekmig dan non teknis dari dinas
yang membidangl perkebunan dan mitra usahs;
Memperoleh kredit investasi Program Revitalisasi
Perkebunan untuk pengembanpan/peremaiaan/rehabiliasi
kebun maksimal seluas 4 ha untuk 1(satu) kegiatan dan
1{satu) komoditi;

Memperoleh subsidi bunga kredit dari pemerintah;
Memperaich jaminan pemasaran produkst dari mitra usaha;
Memperoleh upah sebagai tenags kerja dikebun dari mitra
usaha,

S 0. Cit., b 22,

18 i, b 21,
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2. Kewajiban Petani Peseria:

a.

i47

Melaksanakan pengusahaan kebunnya sesuai standar teknis
dengan bimbingan dari mitra usaha dan atau inglansi yang
membidang perkebunan;

Sanggup melakukan Pembukaan lahan tanpa bakar;
Membayar biaya pengembangan kebun, jasa manajemen
5%, termasuk bunganya seielah masa fenpgang (Grace
period);

Menjoal hasil kebunnya kepada mitra usaha dengan harga
sesuai ketentvan yang berlaku dan atau kesepakatan
bersama antar mitra usaha dan petani peserta;

Untuk pengembangan yang melibatkan mitra usaha dan
pengelolaan kebun dalam sate manejemon, setelah konversi
kredit, menjual hasil kebunnnya kepada mitra ussha sesuai
dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan bersama

antar mitrs usaha dengan petamt peserta.

3. Hak Mitra Usaha;'*®

Sebagal miira usaha program Revitalizasi Perkebunan, mempunyai

hak mempercleh management fee dan mendapatkan jaminan bahan

haku sepenuhnya dan kebun petani bingaanya.

4. Kewajiban Mitra Usaha: "%

i,

Melaksanakan pembangunan Kebun petani peserta sesuai
dengan petopjuk stdndar teknig vang ditetapkan oleh
Departemen Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan,;

Mengikutsertakan petani peserta secara aktif dalam proses

pembangunan kebun;

wr Departemen Kevangan, Peraturan Menteri Kenangan Tertang Kredit Pengembengan
Energi Nabatt dan Revitedisasi Perkebunan, Permenker Nomor 1 7/PMI.06/2006, Pasal 15

Y& Op. O, il 24,

Y Op, Cir, Paval 10,
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¢ Membina secara teknis dan manajemen para petani peserta
sgar mampyu mengusahakan kebunnya, baik selama masa
pernbangunan maupun selama

d Membeli hasil kebun dengan harga sesuai kelentuan yang
berlaku dan/atau kesepakatan bersama antara mitra usgha
dan pekebun;

e Menyelenggarakan proses pelaksanaan dan  menjamin
pengembalian kredit petant peseria.

f. Melaksanakan penyuluban kepada para pekebun yang

menjadi mifra usaha.

PENDANAAN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN

1. Prinsip Pendanaan™

Pendanaan untuk pembangunan perkebunan petani peserta
1D0% berasal dani dana bank dengan mendapat sobsidi bunga dard
peterintah. Subsidi bunga menjadi beban pemerintah yang harus
dibayar kepada Bank. Biaya untuk pembangonan kebun dan atau
fasilitas pengolahan milik perusghan milra menadi  beban
perusahaan mitra. Kredit untuk Program Revitzlisasi Perkebunan
dibenkan dan dikelola oleh Perusahaan Mitra setelah digetujui oleh
Bank, yang kemudian akan di konversi kepada petani peserta atau
melalui koperasi setelah kebun memenubi standar teknis dan
mendapat perseiigjuan dari Direktorat Jenderal Perkebunan,

Sumber pembiayaan berasal dari kredit investasi perbankan
dengan bungs yang dikenakan kepada petani peserta ditetaplkan
sebesar 10% {sepuluh persen} selama masa pembangunan
{maksimal lima tahun untuk kelapa sawit dan kakag, twiul tahun
untuk karet) dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, Biaya pembangunan kebun petani peserta

W roe Cit,, hlm.36-37.
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adalah biaya mulai dari tabap pembangunan kebun sampal dengan
saat penyerahani kebun termasuk bunganya, yang jumlshnya
dibitung berdasarkan unit cost ditambah jasa manajemen fee
sebesar 5% (lima persen) dan biaya masa pembangunan (interest
during contraction/IDC).

Rencana kcbutuhan subsidi bunga diusulken mengikuati
program dan anggaran tahunsn untuk fehun bertkutnya padz awal
Maret tzhun begalan dard Menteri Pertanfan kepada Menterd
Keuangan dengan tembusan Mentenn Roordinstor Bidang
Perckonomian dan Menteri Negara Perencapaan Pembangunan
Nasional/Ketua BAPPENARS. Pemberian subsidi bungs vang
diusulkan diberikan sclama masa pembangunan sampai tanaman
muiai menghasitkan {groce period), yaite maksimal 5 tabun untuk
kelapa sawit dan kakao serta 7 tahun uniuk karet Selain biaya
kredit dari perbankan dan subsidi bunga, diperiukan pula biava
untuk pengawalan dan pembingan program dari APBN das APBD.

Mekanisme pengajuan pembayaran subsidi bunga oleb
Bank Pelaksana kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal

Perseliharaan dengan dilampiri:

a. Rincian perhitungan tagthan subsidi bunga revitalisasi
perkebunarn;
b Rincian mutasi rekening pinjaman masing-masing penerima

kredit revitalisasi perkebunan;

c. Tanda terima pembavaran subsidi bunga kredit revitalisas
perkebunan vang ditandatangani Direksi Bank Pelaksana
Pejabat yang dikuasakan;

Pembayaran subsidi bunga kvedit revitalisasi perkebunan
dilakukan berdasarkan deta penyaluran kredit yang disampatkan
oleh Bank Pelaksana. Dalam rangka menilai kepatuhan terhadap
ketentuan penyaluran kredit dan meneliti kebenaran perhitungan
subsidi bunga yang telab dibayarkan oleh Bank Pelaksana

dilakukan wverifikasi secara bersama-sama oleh Departeman
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Keuangan ¢g. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Departémen
Pertanian ¢q. Direktorat Jenderal Perkebunzn secara periodik atau
sewaktu-waktu,

Untuk perkebunan kelapa sawil pola persbiayaan
menggunakan pola perkebunan inti rakyat (PIR Revitalisasi
Perkebunan), dimana petani peserta {(yang kemudian dikuasakan
kepada Koperasi/mifra wusaha) mendapatkan fasilitas kredit
investasi untuk perluasan dan peremajsan kebun kelapa sawit milik
petani peserta jaminan avalis dari mitra usaha. Sectelah masa
pembangunan  {grace perod), petani peserta  berkewajiban
membayar angsuran beban hutang melalul mitra usaha kepada bank

pelaksana,

Prosedur Pemberian Kredit Program Revitalisasi Perkebunan
Dengan Kemitraan
Tata cara pengajuan kredit untuk program revitalisas:
perkebunan adaizh sebagai berikut
a.  Untuk pelaksznaan pengembangan perkebunan dengan mitarz
usaha, permobonan kredit langsung diajukan oleh mitra usaha
ke bank pelaksana setelah mitra usaha mendapat kuasa dari
petani peserta melalui koperasi;
b, Permohonan pinjaman melalui mitra usaha dilampiri dengan
dekumen-dokumen anfara lain:
. Bukti perijinan dan legalitas;
. Proposal/study kelayakan,
. Rencana penarikan dau pengembalian krediy
. Perjanyian  kerjasama anmtara  mitra  usaha dan
koperasi/petani peserta,yang antara lain memuat: {1)
landasan dan tujuan kegasama; (2) jangka wakin
perjanjian minimal | {satu} siklus tanam; (3) kewajiban
dan hak masing-masing pihak; {4} pengelolaan kebun

UNIVERSITAS INDONESIA
Tinjauan Yuridis..., Yuliany, FH Ul, 2009



1.

petani peserta dan mitra usaha dalam satu manajernen;
dan {5) daftar nominatif calon petani peserta;

» Deftar pengurus dan riwayat hidup pengurus mitra
uszha;

¢  Surat kuasa uniuk menandatenpani akat kredit dari
petani peserta/anggota koperasi kepada mitra usaha,

¢.  umtuk pelaksanaan pengembangan perkebunan yang tidak
bermitra, permohonan kredit disjukan secara langsung oleh
pefan peserfe/melalul koperasi ke bank pelaksana denpan
dilengkapi dokumen-dokumen antara lain:

. Surat penetapan  calon petani  peserta  dan
bupati/walikota ¢g. Dinas kabupaten/kofa yang
membidangi perkebunan;

» Proposal rencana pengeimbangan kebun petani secarn
individe maupun kelompok;

» Surat kuasa dari peiani peserta/anggoats kopers: kepada
pengurus  koperasi untuk mengurus  kredit  dan
pengembalian kredit;

»  Dafiar pengures dan riwayat hidup pengurus koperasi.

Satuan pembiayaan Program Revitalisasi Perkebunan untuk
komoditi kelapa sawit, ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Perkebunan. Satuan biaya tersebut ferbagi dalam 6 wilayah sebagai
berikut:'**

1. Wilayah I terdin dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah,
DIY, Jawz Timor, Bali,

2. Wilayah II terdiri dan Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu,
Lampung, Sumatera Barat, Bangka Belitung (Babel};

3, Wilayah Il terditi dani NAD, Sumastera lMars, Rigu,
Kalimantan Barat, Kalimantan S8elatan, Kepulauan Riaw;

B rsid him 8.
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4.  Wilayah IV terdiri dari NTHB dan NTT;

5.  Wilayah V terdiri dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan
Tirmur dan Kalimantan Tengeh; dan

6.  ‘Wilayah VI terdiri dari Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian
Jaya Barat.

Direktorat  Jenderal Perkebunan, Departemen  Perfanian,
menetapkan biaya satuan per hekiar Program Revitalisasi Perkebunan,
baik melalul peremajaan ateupun perluasan seésuai dengan Keputusan
Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 0/Kpts/RC.110/4/08 Tentang Satvan
Biaya Maksimim Pembangunan Kebun Peseria Program Revitalisasi
Perkebunan i Lahan Kenng Tahun 2008-2009 {untuk sclanjuinya dalam
tesis ini disebut “Kepdirjenbun No.:60/20087) .

Adapuen tabel biaya perfuasan dan peremajaan Program Revitalisasi
Perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit dilahan kenng adalah

sebagai berikut:
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Tabel 4. Satuan Biaya Per hektar Perluasan Kelapa Sawit Tahun 2008
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2 Nepavtemen Perunian, Keputusan Direkir Jenderal Perkebunan Depurtemen

Porienian Temtang Sotuan Blaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserty Program Revitulisasi
Perkehunan D¢ Laban Kering Tahun 2008, Kep. Digenbun Nomor: 80K pto/RT. 1 H0M/A08 angeal
T April 2008 Lampivan.
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Permohonan dan Penarikan dana program Revitalisasi Perkebunan
{KPEN-RF) dapat dilakukan oleh Mitra Usaha atas dasar kuasa dan
masing-masing petan: melalui koperasi vang dituangkan dalam perjanjian
kerjasama atau langsung oleh petani bagi yang fidak mempunyai
perusahaan mifra (khwsusnva petani karet dan kakao) Secara garis
besarnya, abur proses pelaksanaan program revitalisasi perkebunan dapat
diikuti pada Tabel 6 berikut jni:'**

"

Alur Froses Pelaksanazn Program Revitalisasi Perkebunan
dengan Mitra Usaha

Sumber: Pedoman Uy Propram Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet,
Kakae}, Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Perlanian

53 phid.

52 O Cir., him. 25.
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Dari skema seperti teriihat dalam Tabel 6, alur proses pelaksanaan

program revitalisasi perkebunan dengan mitra usaha secara garis hesar
adalah sebagai berikut: 1

1.

Bupati c¢q. Kadisbun Kabupaten/Kota menunjuk cslon petani
peserta (alur 1).

Pembuatan Kerjasama antara calon petami peserta dengan calon
perusahaan mitra (alur 2). Dalam hal melibatkan koperasi,
kerjasama tersebut melibatkan tiga pihak, yaitu calon petani
peserta, koperasi petani dan calon mitra ussha (alur2).

Pexrmohonan sebagai mitra usaha dilakukan secara berjenjang oleh
calon mifra kepada Bupati e¢g. Kadisbun Kabupaten, kepada
Ciubernur og. Kadisbun Provinsi {alur 3}.

Selaniutnys permchonan dimintakan kepada Direktur Jenderal
Perkebunan dengac tembusan kepada Bank Pelaksana {slur 4).
Setelah Bank Pelaksana menenma Calon Mitrs Usaba dani
Direktor Jenderal Perkebunan {(alur 5), Baok Pelaksana akan
memutuskan menerima atee menolak schagal perusshaan mitra
{alar 6).

Dari hasil persetyuan Bank Pelaksana, Direktur Jenderal
Perkebunan akan menerbitkan surat penunjukkan sebagai mitra
(alur 7), yang kemudian ditindsk lanjuti denpan persetujuan
pembiayaan dengan perusahaan mitra (alur 8). Apabila secara bank
tekmis memungkinkan dan setelah mendapatkan jaminan dar
perusahaan milra, persetujuan pembiavaan dapat melalul koperast
petan,

Bank pelaksana mengajukan usulan  pembiayaan  kepada
Departernen Keuangan (alur 9). Selapjutoya apsbila digsetujul,
Departemen Keuvangan cg. Direktur Jenderal Perbendaharaan akan
memberikan subsidi bunganya.

S i, Wim.27.
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Permohonan pinjaman melaini Mitra Usaha harus dizjukan kepada

Bank Pelaksana setelah Mitra Usaha mendapat kuasa dari Koperasi atan

petani, dengan melampirkan dokumen-dokumen antara lain ; !
1.

2.
3.
4

56

Bukti perijinan dan legalitas;

Proposal/Study Kelayakan;

Rencana Penarikan dan Pengembalian Kredit;

Perjanjian Kerjasama antera Mitza psaha dan Koperasi/Petani
peserta, yang antara lain memuat @ (1) Landasan dan tujuan
kerjasama (2) Jangka waktu perjanjian minimal 1 {satu) sikJus
tanam (3} Kewa)iban dan hak masing-masing pihak (4)
Pengelolaan kebun petani peserta dan mifra ugaha dalam satu
manajemen (5} Daftar nonminatif calon petani peserta;

Daftar pengurus dan riwayal hidup pengurus Mits Usaha;

Surat kuvasa untuk menandatangani skad kredit dari petani
peserta/anggota koperasi kepada mifra usaha,

Sebagai jaminan/agunan atas kredit yang diberikan oleh Bank,

Petani Peserts menyerabkan hak atas kepemilikkan tanshnva kepada bank,

Agunan kredit program Revitalisasi Perkebunan berupa agunan pokok dan

agunan tambahan, vaitu:
a.

187

Agunan pokok kredit, yaitu kebun yang dibiayai melalui kredit
Revitalisasi Perkebunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama
petanl peserta atau dalam bentuk sertifikat Hak Guna Usaha yang
dimiliki secara bersama oleh pefani peserta/koperasi. Apabila
sertifikat sedang dalam proses, cukup menyerahkan ifin lokasi dan
surat keterangan dari instansi berwenang yang dapat ditingkatkan
menjadi sertifikat; dan

Agunan tambahan berupa jaminan perusabaan Mifra Usaha, sampai
dengan kredit lunas untuk yang bermitra,

% Thid., him 38-39.
157 moict., blen 39,
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K. MANAJEMEN PELAKSANAANS

L

Pembinaan
Pembinaan dan  pengendalian  pelaksanaan  kredit

pengemnbangan  energl nabati  dan  revitalisasi  perkebunan
dilakssnakn oleb menteri keuangan, menteri pertanian dan
gubernur/bupati/walikota sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan
wewenang masing-masing untuk efekiivitas pelaksanaan program
revitalisasi perkebunan dilaksanakan mekanime sebagai berikui:

a Ditingkat Pusat, pembinaan dan koordinasi dilakukan oleh
tim koordinasi pasional program revifalisasi perkebunan
vang diketuai oleh direktur jenderal perkebunan;

b Di Tingkat Provinsi, pembinaan program  revilalisasi
perkebunan dilaksanakan coleh tim pembina pembangunan
perkebunan  provinst {TP3P} vang telah dibentu oleh
gubernur;

G i Tingkat Kabupaten/kota, pembinaan program revitalisasi
perkebunan dilaksanakan oleh tim pembina pembangunan
perkebunan kabupaten (TP3K)} vang telah dibentuk oleh
bupati/walikota.

Organisasi Pelaksana Program Revitalisasi Perkebunan

Pelaksana Program Revitalisasi Perkebunan di daerah
merupakan tanggung jawab dari Dinas Perkebunan Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Untk it masing-masing  dscrah  dapat
membentuk  organisasi pelaksana wvang disesuatkan  dengan

karakteristik masing-masmg daerah.

B8 rhid | bl 4041,
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Pemeriksaan

Menteri keuangan dan atas menteri perfanian rnelaini
pejabat  yang ditunjuk  sewaktg-waktu dapat melakukan
pemeriksaan atas realisasi penyaluran dan penggunaan pinjaman
pendananan kredit pengembangan energl nabati dan revitalisasi
perkebunan oleh mitra usaha, bank pelaksana dan individu petani
peserta. Pelaksana dan/  atau  mitra usaha  berkewajiban
menyarnpaikan: (1) data dan dokumen ferkail; (2) memberikan
tanggapan atsu jawaban terhadap hal-hal vang ditanyakan atau
diperlukan  kejelasannya; dan (3} berstkap koperatif dalam

kartannya dengan pelaksana pemeriksaan.
Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan/monitoring dilskukan terhadap Pembangunan
Kebun, Penvaluran Kredit, Pemanfaatan dan Pengembalian Kredit
secara berjeniang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
Kegiatan monitoring im  dilakukan oleh Tim Pembinaan
Kabupaten/Kots, Provinsi dan Pusal secara berkala (maksimal
setiap 3 bulan).

Pelaporan
Pelaporan pelaksana Program Revitalisasi Perkebunan
diiakukan sbb:

a. Bank pelaksana menyampaikan laporan bulanan penyaluran
dan pengembalian kredit revitalisasi perkebunan kepada
mentert keuangan coq. Direkfur jenderal pembendaharaan,
Menteri Pertanian c¢q. Direktur Jenderal Perkebunan dan
Kepala Pusat Pembiayaan dengan tembusan kepada Menten
Koordinator  bidang  Perekonomian, Menteri  Negara
Perencansan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS,
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Gubernur, Bupati/Walikota terkait paling lambat tanggal 25
bulan berikutnya;

b. Mitra usahs menyampatkan laporan bulanan realisasi fisik,
penarikan dan penggunaan kredit revitalisasi perkebunan
kepada Menteri  Keuangan ¢g.  Direktur  Jenderal
Pembendaharaan, Menten Perlamsan ¢g. Direktur Jenderal
Perkebunan dan Kepala Pusat Pembiayaan dengan tembusan
kepada Gubernur, Bupati/Walikota terkait dar Bank Pelaksana
paling lambat tanggal 25 bulan berikutriya. Format pelaporan
adalah seperti terlampir;

¢. IMnas Kabupaten/ota vang membidangi perkebunan
menyampatkan laporan bulanan progres pelaksanaan lapangan
batk fisik maupun keuangan serta penmasalahan yang dihadapi
kepada dinas provinsi yang membidangl pakebunan dan
tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebuman sefiap tanggal
3 bulan berikutnya;

d. Dinas Provinsi yang membidangl perkebunan menyampaikan
laporan triwulan mengenai perkembangan pembangunan fisik
di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan
tembusan kepada Kepala Pusat Pembiayaan setiap bulan
tanggal 10 tiga bulan benkutnya.

6. Indikator Keberhasilan Program Revitalisasi Perkebunan

Indikator keberhasilan pelaksanaan Program Revitalisasi
Perkebunan antara lain adalah:
a.  Terbangunoya kebun sesual rencana dan rmemenuchi standar
teknis,
k. Tersalurnya kredit pembiayaan dan  subsidi  bunga
pembangunan kebun;
¢. Terlaksananya konversi kredit tepat wakiu;

2 1bid, him 42
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d. Tercalisasinya angsuran kredit tetap waktu,
2. Meningkatnya pendapatan petani;

f  Meningkatnya penyerapan tenaga kerja;

g. Berkembangnya ckonomi wilayah.

L. Pengalihan Kebun Kepada Koperasi Atau Petani Plasma'™

Pada saat fanaman mencapal uvmur menghasilkan sesua jenis
tanaman dan memenuhi standar feknis, maka pengelolaan kebun plasma
dapat dislihkan kepada petani atau koperasi. Penilatan secara teknis oleh
dilakukan oleh Tim Peatlai atau konsulian independen yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Perkebunan dan Bank.

Hasil penilzian Tim Penilai atan konsultan disampatken kepada
Direldur Jenderal Perkebunan sehagai bahan pertimbangan pengaliban
kebun. Selampuinya, Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan hasil
penilaian Tim Penmilai atauy konsultan independen tersebut menetapkan
kebun yang memenuhi syarat teknis untuk dialibkan dard mitza usaha
kepada Petani peserta.

Pengalihan terscbut ditandai dengan pengaliban beban kredit
investasi dari mitra usaha kepada Petani peserta dan penyerahan sertifikat
tanah sebagai agunan dan penandatanganan akad kredit dengan perbankan,

Kebun yang telah memenuli persvaratan icknis tetapl belum dapat
diserahkan, mitra ussha wajlb mengeloia kebun dan melakukan pencatatan

hasil kebin, biaya eksploifasi dan kewajiban perbankan,

" Departemen Perlanian, Peramran Menteri Pertanian Tentang Pengembangan

Perkebunan Melafui Program Revitalisasi Parkebunon, Permentan
No.:33Permentan/OT. | 407772006, Pasal 23-28.
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BAB 1V
PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN PLASMA MELALUI PROGRAM
REVITALISASI PERKEBUNAN OLEH SALAH SATU PERUSAHAAN
PERKEBUNAN SWASTA DI PROVINST KALIMANTAN BARAT

A.  SEKILAS TENTANG PROVINSI KALIMANTAN BARATY

1. Letak Wilayah

Provinsi Kalimantan Barat {sclanjutnya dalam tesis imi disebut
“Katbar™} terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08
LU serta 3%05 LS serta di antara 108°0 BT dan 114°10 BT pada peta bumi.
Berdasarkan letak geografis yvang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat
tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis linfang 0°) tepatnya di atas Kota
Pontiansk. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalbar adalah salah satu
daerah fropik dengan suhu vdara cukup tingsi serta diiring kelembaban yang
HApggt.

Batas-batas wilayah selengkapnya bagi daerab provinsi Kalbar adalah:
» Utara - Sarawak (Malaysia)

. Selatan : Laut Jawa & Kalteng
. Tirmer ¢ Kalimantan Timuy
» Barat ; Laut Natuna dan Selat Karimais

2 Luzas Wilayah

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan

™ Kalimanten  Barat, Pemerintal  Provinsi  Kalimanian SBarat, 6 hwi 2009,
<httpe/Awwrer katbar o dd/nrefil ohpHd=9>,
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berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 k2 ataw 7,53 persen dari luas
Indonesia atau 1,13 kali Tuas pulan Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari
Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 ko dari Barat ke

Timur,
Topografi

Dilihat dari tekstur tanahnya maka, sebagian besar daerah Kalimartan
Barat terdin dari jenis tanzh PMK {podsolet merah kuning), vang meliputf
argal sekitar 10,5 juta hekiar atau 17,28 persen dari luas daerah yang 14,7 juta
hektar. Benkutnya, tanah OGH {orgosol, gley dan humus) dan fanah Aluvial
sekitar 2,0 juta hektar atau 10,29 persen yang terhampar di sshuruh Dati 1T,
namun  sebagian  besar  terdapat  di kabupaten  daecrah  pantai

Sehagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (42,32%)
dan padang/semak belukar/alang-alang (34,11%). Adapun areal hutan ferluas
terietak di Ksbupaten Kapuas Hulu scluas 1.964.491 ha, sedangkan
padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Keiapang (yang menjadi
lokasi penelitian dalam tesis ini} yain seluas 1.374.143 ha. Sementara itu areal
perkebunan mencapai 1.574.855,50 atau 10,73 %. Dari 14,68 ribu ha luas
Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,83 persen. Adapun
arcal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikutt kemmudian oleh
Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2006 diperkirakan
berjumlah selatar 4,12 juta jiwa {angka proyeksi}, dimana sekitar 2,11 juta jiwa
berjenis kelamin Isko-laid dan 2,01 juta iwa adalah perempuan, Luas wilayab
Provinsi Kalimantan RBarat sebegar 146.807 Km?2 atau lebih besar dart Pulau
Jawsa, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat baru sekitar 28 Jiwa per
kilometer persegi. Kondisi ini tentunys kurang menguntungkan dalam rangka
percepatan pembangunan wilayah kKhususnya menyangkut pengelolaan Sumber
Daya Alam (SDA) dengan segala potensi dan keragamannya,
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Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ckonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka Produk
Domestik Regional Bruto {selanjutnya dalam tesis ini disebut “PDRB™),
PDRRB Kalbar atas dasar harga berlaku tahun 2006 mencapai Rp.33,71 trilyun
dengan kontribusi ierbesar diberikan oleh sektor perianian (27,13%), sektor
perdagangan, hotel dan restoran (22,69%), dan sektor industri pengolahan
{18,53%). Struktur ekonomi ini masih menecropatkan sektor perfanian sebagai
leading sektor,

Apabila dilihat darl strukfumnya selama lipa tabun terakhir fampak
terjadi pergeseran sektoral, dimana sekior industrl pengolahan mulal menvrun

peranannya digantikan oleh sekfor perdagangan, hotel, dan restoran.

Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinst Kalimantan Barat

Usaha perkebunan di Ealimantan Barat berdasarkan tuas dan sistem
peagelolnannya dibagi 2 (dua) jenis, yaitu perkebunan besar dan perkebunan
rakyal. Luas areal perkebunan di Xalimantan Barat seluas 1.071.139 ha /
503.692 kk. Jumdah produksi 1.142.387 ton dengan rata-rata produksi 1.636
kg/haltho.

Produktifitas per hektar pada umumnya perkebunan besar (2.823
kg/ha/thn) lebih tinggl jika dibandingkan dengan perkebunan rakyat (1.213
kg/ha/thn), Prodoksi kelapa sawit yang diproduksi perkebunan rakyat
mencapal 350.171 ton dengan luas tanam 186.677 hekiar/82,733 kepsia
keluarga, dengan rata-rata produksi 2.228 kp/ha/thn.

Universitas Indonesia
Tinjauan Yuridis..., Yuliany, FH Ul, 2009



1w

B. KEBIJAKKAN REVITALISASI PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN
BARAT!'?

Dalam rangka pelaksanaan program revildlisasi perkebunan, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat menerapkan kebijakkan Revitalisagi Perkebunan dalam
Peraturan Daerah Provingl Kalimantan Barat Nomor £ Tahun 2008 (“Perda
No.:8/2008"). Program Revitalisasi Perkebunan di Provinst Kalimentan Barat sesuat
Perda No.:8/2008 adalah sebagai benkut:

1. Pengermbangan Agribisnis:

a. Penerapan teknologi budidaya yg baik melalut intensifikasi, rehabilitas,

ekstensifikast dan diversifikasi.

b. Pengembangan bahan tanaman bermutu.

&, Pengembaogas perkebunan pada kawasan khusuas (wilayah perbatasan,

daerah pedalaman, wilayah terpencil).
2. Peningkatan kescishteraan petani perkebunan.

a. Rasionalisasi tenaga penyuluh perkebunan.

b. Pendidikan, Pelatihan, pen-dampingsn sekolah lapang dan magang

petani maupun petugas.

L. Penumbuhan dan pengunatan kelembagaan petani perkebunan.
Penumbuhan dan  pengembangan kelembagaan usaha i sentra
produksi.

Penumbuhan dan penguatan kemifraan usaba.
Upaya Khusus pengentasan kemiskinan di wilayal perkebunan.

Pemantapan manaiomen peningkatan kesejahteraan petani pekebun.

omorhop

Pembinaan petani dan kelembagaan pelani pads kawasan khusus
{wilayah perbatasan pedalaman dan wilayah terpencil).

Pengembangan Sistem Informasi Perkebunarn.

(]

a. Pengembangan sistem data dan informasi perkebunan

b. Peningkatan dan pengembangan Humas Perkebunan

c. Peningkatan kaii terapan Agribisnis Pembangonan Petkebunan
d. Penpembangan pelaksanaan standarisasi perkebunan

2 ¥ atimantan Barst, Peranvran Daerch Provinsi Kalimantan Barat Tentong Rencena Pembangunan
Jangha Menengeh Duerah Provingt Kalimantan Barat Tahun 2608.2013, Perdn No.: 8 Tabun 20068, Lembaran
Daerah Nomor 7 Tabhun 2008, < hitp//www kalbae go idfanikel.phpidad>,
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e. Peningkatan dan pemanfaatan Tata Ruang wilayah perkebunan
f. Pengendalian Perizinan Usaha Perkebunan
£ Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan
h Perryelenggaraan Promost Produk Unggulan Perkebunan,
Seclanjutnys, tzhapan persiapan untuk melaksanakan Program Revitalisasi
Perkebunan adalah sebagai berikut:
i Studi Kelayakan Potensi Lahan Kebun.
2 Sosialisasi Proyek.
3 Berita Acara Kesepakatan Proyek.
4. Pembentukkan Koperasi,
5 Permohonan jin Lokasi.

. Persyaratan Pembizyaan Program Revitalisasi Perkebunan Oleh PT. Bank
Mandiri Tbk.

Untuk mendukung program pengembangan perkebunan melaloi Program
Revitalisasi Perkebunan, PT. Bank Mandini Thk (untuk selanjutnya dalam tesis ini
disebut “Bank Mandir?"} bersama-sama dengan Baok Rakyat Indonesta (BRI,
BUKOPIN, BPD Sumaters Utars dan Bank MNagard Sumatera Basrat telah
menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Menteri Kevangan/Dirjen
Perbendaharaan pads tanggal 20 Desember 2006.

Menurut keterangan dari Direktur Micro & Retail Banking Bank Mandiri yang
dilutip dan websife resmi Baok Mandiri, Bank Mandisi siap membiayai perkebunan
kelapa sawit rakyat seluas 321.268 hektar dengan alokast kredil sebesar Rp 11 trilian
periode 2007 ~ 2010 vang akan disalurkan secara bertabap sesual kebutuban
penanaman dan pemeliharaan tanaman. Dengan dana sebesar itu, jumlah petani
plasma yang akan dibiayai bisa mencapai sekitar §0.000 orang, '*

Untuk melaksanakan pembiayasn Program Revifalisasi Perkebunan, Bank

Mandiri menctapkan beberapa syarat sebagal berikut™

i. Svarat Petan Peserta:

%l PT. Bank Mandii Tbk “Bank Mandii Komit Persbiayasn  Perkebunan®,
-ffwrnw bankevandin. oo, cratel | /pews-detall wen2id=HCTIIFNI 1 Fid>, 16 Maret 2007,

¥ PT. Bank Mandini Thk, “Kredit Pengembangan Epergi Nabati  (KPEN-RPY,
<herndiveww bankmandin oo iarticle/RPEN asnx>, 8 Juni 2009,
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a. Petani harvs berdomisili di lokasi sekitar kebun yang dildavai dao
dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga
(KK).

b. Petani harvs terdaftar dalam daftar nomdnatif calon petani yang
ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

C. Berusia sama atau lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.
Bersedia mengikuti petunjuk/pembinaan kpreasi/mitra usaha dan pihak
terkait dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta program
revitglisasi perkebunan.

e Bersedia mengikuti petunjuk/pembinaan dari Koperasi/Mitra Usaha,
intansi terkait dan mematubi ketentuan yang berlaku,

Syarat Lahan:

a. Luasan lnhan per hamparsn diarahkan untok memenuhi skals ekonomd
sesuai teknis komodit (karet atau kelapa sawit),

b, Luasan lahan maksimum 4 Ha/petant peseria.
Klas kesesuaran iahan 81, §2 dan 83,
Lokasi Inhan dapat dijangkau petani peserta.

e. Lahan milik petani peserta dalam bentuk Sertifikat Hak Milik dari
masing-masing petani peserta atau masih dalam proses.

f. Lahan tidak bermasalah atau dickupasi ol¢h pihak lain.

2. Mempunyai ijin pelepasan kawasan hutan bagi yang berasal dari

kawasan bButan.

Svarat Koperasi

&

Koperast Primer sudsh berbadan hukum (akta pendirian den
perubahannya), dan bukan merupakan Koperasi Karyawan.

Tidak termasuk dalam Daftar Hitam dan Daftar Pinjaman Macet Bank
indonesia,

Koperasi tidak mempunyai tunggakan kredit,

Koperasi telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan
Mitra,

Koperasi harus mnemiliki rekening simpanan di Bank Mandin,
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4, Svarat Perusahaan Perkebunao Menjadi Mitra Usagha:

& Perijinan usaha dan kegiatan di bidang perkebunan, peagurus dan
usaha sesuai kebutuhan berlaku (8IUP, TUP, TDP, NPWP dil).

b. Manajemen perusahaan berpengalaman di bidang usaha perkebunan
{Curiculum Vitae.

¢. Perusahaan memiliki pengalaman di bidang usaha perkebunan yang
dibizval termasuk groupnya (profil company).

d. Surat Pemyataan bersedia menjadi avalis/penjamin.

e, Mitra usaha memenuh syarat Bank Mandiri,

f Mitra uszha mempunyai perjanjian kerjasama dengan  koperasi
kelompok tam yang diketahai oleh Bupat/Walikota.

g Studi kelayakan/proposal kegiatan pembangunan perkebunan vang
akan dilaksanakan,

D. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Plasma Melalui Program Revitalisasi
Perkebunan Oleh PT. X dan Koperasi Y Di Provinsi Kalimantan Barat.

1. Sekilas Tentang FT. X,

Atas permintsan secara lisan dari pihak manajemen perusahaan, maka
nama dan identitas perusahaan tidak discbutkan dalam Penelitian tesis inl. PT.
X adalah salah satu perusahaan swasta nasional yang didirikan pada tanggal 18
Februan 1982, Perkebunan kelapa saw:t adalah usaha utama danl PT. X. Pada
tanggal 18 November 1996, status PT. X yang semuls sdalah perusahaan
nasional berubah menjadi perusahaan penanaman modal asing (PMA).

Selanjutnya, pada tanggal 28 Agutus 2007, status PT X secara resmi
berubah menjadi peruszhaan pepananaman modal dalam negeri {(PMDN)
setelah seloruh sahamnya di akuisisi oleh pemegang saham Indonesia. Lokasi
kebun kelapa sawit PT X seluas 7.286,94 ha terletak di Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat.

Sehagai perusabaan PMDN, maka sesusi Pasal 18 Ayat 4 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal {selanjutnya dalam
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tesis ini disebut “UU Ne.:25/2007”), PT X berhak mendapatkan fasilitas

fasilitas sebagai berikut:
L.

165

Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai
tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman medal yang dilakukan
dalam waktu tertentu.

Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal,
mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat
diproduksi di dalam neger.

Pembebasan atan keringanan bea masuk bahan baku atau bahan
penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan
persyaratan tertentu.

Pembebasan atau penangguhan PPn atas impor barang modal atau
mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat
diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.

Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Keringanan PBB, khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah

atau daerah atau kawasan tertentu.

Dalam program kemitraan plasma, fasilitas PMDN yang dimiliki oleh

PT X tersebut tidak dapat dipergunakan. Menurut Peneliti, seandainya fasiltas

tersebut dapat dimanfaatkan oleh Koperasi dalam kemitraan plasma, tentu

akan bermanfaat bagi koperasi untuk menambah kualitas hasil kebun plasma

serta mengurangi biaya pembangunan kebun plasma.

Sebagai perusahaan perkebunan, PT X telah memiliki IUP

sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 9 Permentan No.:26/2007'%,

Penguasaan hak atas tanah kebun PT X sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1| UUPA

185 Indonesia, Undang-Undang Tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Nomor 67
Tahun 2007, TBN Nomor 4724 Tahun 2007, Pasal 18 Ayat 4.

166 Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Permentan 26/2007 disebutkan bahwa usaha perkebunan yang luasnya
lebih dari 25 ha dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan minimal 5 ton/jam, wajib memiliki Ijin Usaha
Perkebunan-IUP. Departemen Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Perijinan Usaha
Perkebunan, Permentan No.:26/Permentan/OT.140/2/2007, Pasal 9 Ayat 1.
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adalah HGU'™. HGU yang dimiliki oleh PT X berlaku selama 30 tahun dari
maksimum 35 izhun vang diperbolehkan oleh Pasal 29 Avyat 2 UUPA,'®®

Untuk dapat mengajukan permohonan perabizyaan, PT. X telah
memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Mandiri,

Rencana pelaksanaan program revitaliasi perkebunan kelapa sawit
melaloi perjanjlan kemitraan plasma denpan masyarakat di sekitar lokasi
perkebunan (selanjuinya dalam tesis ini disebut "Proyek™) akan dliaksanakan
tahun 200¢. Kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan
masyarakat sekitar lokasi kebun bukanlah hal yang pertama kali dilakukan
oleh PT. X.

Pada tahun 2003 PT. X telah melaksanakan kerjasama pembangunan
plasma perkebunan kelapa sawit melalui program PIR™, untwk lahan seluas
244 ha (selanjutnya dalam tesis mi disebut “Plasma Tahap 17). Kemudian,
pada tahun 2005, PT X juga melaksanakan kerjasema pembangunan plasma
perkebunan kelapa sawit melalui program KKPA'™ untuk lahan seluas 926 84

ha (selanjutnya dalam tesis inf discbut “Plasma Tahap 27).

"7 Bordasarkan Pasal 28 Avat 1 UUPA, discbutkan bahwa Hak Gu Usaha adalah hak yang dikuasaj
langsung oloh Negara, unrak usshu perlanian, petemakan giag pesiawan, Indonesia, Undang-Undang Teniang
Percaturan Dasar Pokok-Pokok dgrarvia, UU Me:S Tahun 1960, LN No.; 104 Tahun 1968, Pasal 28 Ayat 1.

% Rerdasackan Pasal 29 Avet 2 UUPA, hak guna usaha venik perusshoan vang memerlukan waktu
lebih lama dapat diberiban Hak Guea Usaha paling fame 35 tahun. Iodonesia, Undang-Undang Yentang
Peraturan Dosar Pokok-Pokok Agrarig, UU No.:5 Tabun 1963, LN No.:104 Tahun 1960, Pasal 28 Ayai 1.

% Berdasarkan Pasal 1 Instraksi Presiden Nomor 1 Tehusn 1986 Tentang Pengembangan Perkebunan
Dengan Paia Perusahaan Inti Rekyat Yang Diksitkan Denpan Progran: Transmigrasi, yang dimaksud desgen
PIR adalah pola pengembangan perkebunan dengan menpgunakan pekebunan besar sebagai indl yang membante
dan membimbing perkebunan raicyat di sekitarmys sebagat plasma dajam swatu sistem kegjasams yang saling
menguniungkan, uteh dan berkesinambungan. Ada 2 komponen dalam provek PIR, yailn komponen wtamma dan
komponen penimsiang.  Komponen uizes melipull pembangunan perkebunan int, pembangunan kebuy plasma,
pembangunan persukimen yang terdind dard Tehan perkarangan dan perumshan. Komponen pesuiang meliputi
pembangunan prasarana nmum. Indonesia, Jnsvruksi Presiden Tentang Pengembangan Parkebunan Dengan
FPola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Denganr Program Transmigrasi, Inpres Ne21 Tahun 1936, Pasal 1,

' Berdasarkan Pasal 1 Ayat T davi Kepatesan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan
Perohinaan Pengussha Kecil Nomor 73K pte/QT. 216292 dan Nomor S1/SKE/M/AY1098 Testang Pembinaan
dan Pengembangze KUD Di Bidasg Usaba Perkebunan Dengan Pola Kensiwgan Melalul Pemasfaglan Kredit
Kepada Xoperagi Primer Untuk Anggotanye, vang dimaksed dengan KXPA adalah kvedit investasi atau kredit
modal kerja yang diberikas oleh bank kepada Koperasi Primer untuk kemudian diteruskan kepada anggota-
anggoianye guna membiayat psaha anggola yang tidek produkiif Departemen Perianian dan Departemen
Koepragi dan Pembinsan Pengessha Kecoll, Kepuusan Bersama Menteri Pertanian dun Menteri Koperasi dan
Pombinaan Fengusaha Kecil Tomang Pumbinaan dan Pengembangan KUD Di Bidang Usaha Perkebunan
Lengan Pola Kemitraan Melohd Pemanfaaian Kredit XKepada Koperasi Primer Uniuk Adnggotanva, SKB
Momor 73K prs/OT . 210/2/98 dan Nomor G1/SKB/MAI/1998, Pasal 1 Ayat 1.
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Dengan demikian, total luas lahan kebun plasima yang telah dan akan
dibangun oleh PT. X adalah 1.570 ha atau sekatar 21,5% dari total luas kebun
kelapa sawit vang dimiliki oleh PT. X Luasan kebun plasma tersebut telah
melebihi kefentuan svarat minimum vang diwajibkan kepada perusahaan
perkebunan schagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 Permentan No.:26/2007
yaitu 20% dari total luas kebun perusahaan.

Sekilas Tentang Koperasi Y.

Menurut Bambang Suprayitno, yang dimaksud dengan Koperasi sdalsh
kumpulan orang vang memiliki fujuan yang sama, duokat dalam suatu
organisasi yang berasaskan kekeluargsan dengan maksud menseiabierakan
anggotanva'’’. Sedangkan menurut UU No.:25/1992 yang dimaksud dengan
Koperasi adaizh, “badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan
bukum koperasi dengan melandaskan kegiataonya berdasarkan prinsip
koperast  sekaligus perakan ekonomi rakvat vang berdasarkan  asas
kekeluargaan”, e

Afas permintaan secara lisan darl pihak manajemen perusabasn, maka
namza dan identitas Koprasi Y tidak disebutkan dalam Penelitian tesis ini.
Koperasi Y adalah Koperasi Primer'” yang didirikan pada tanggal 28
November 2001 untuk jangka waktn tidak terbatas. Koperasi ¥ telah
mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menterd Koperasi,
Pengusaha Kecil dan Menengah pada tanggal 2& Desember 2001.17

Koperasi Y berkedudukan di Kabupaten Ketapang, lokasi dirnana

lokasi Proyek akan dilaksanakan. Sesuai dengan akta pendiriannya,

1 Bambang Suprayitno, Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinva) Sebagai Media Fendorong
FPeriumbuban Usaha Ekonomi Mikre, Kecil dan Mengengah (UMEM), Tomal Ekonomi dan Pendidikan, Volume
4 Momor 2, Movember 2087, hlm.17.

72 indenesia, Undang-Undang Tentang Perkoperasian, UL No.:25 Tahun 1992, LN No.:116 Tahun
1997, TEN No.:3502 Tahua 1992, Pasal 1 Ayat 1.

™ Perdasackan Pasal 1 Ayet 3 juncio Pasal 6 Ayat | dari UU No:23 Tahun 1992 Tentang
Perkoperssian, yaog dimaksod denpan Koperasi Primer adalah koperasi vang beranggotakan paling sedikic 20
orng. Indonesis, Undang-Undang Tentang Perkaperasian, 3 Mo.,25 Tabun 1992, 1N No.:116 Tahun 1992,
TEBN N, 3507 Tabun 1992, Pasal | Avat 3 juncio Pasal 6 Aval ],

4 Ihid., Pasal 1 Ayat 3.
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perkebunan kelapa sawit merupakan bidang usaha utarma Koperasi Y. Selain
i, Koperasi Y dapat melakukan usaha perkebunan, HPH, simpan pinjam,
perikanan, waserda dan angkutan sebagai kegiatas penunjangnya.

Sampai dengan ssat ini, schagal Koperasi Primer, jumish anggola
Koperasi ¥ vang resmi terdaflar berjumilah 27 orang.  Jumlah ini telah
memenull persyaratan munimum 20 orang untuk scbhuah koperast primer
sebagaimana ditentukan dalam Pasal § Ayat 1 UU No.:25 Tahun 1592 tentang
Perkoperasian (selanjutnya dalam tesis ipl disebut “UU No,:25/19927).
Berdasarkan anggaran dasar Koperasi Y, yang berhak menjadi anggota adalah
penduduk yang finggai di Kabupaten Ketapang.

Dengan demikian, dilihat dari pendinian Koperasi Y, tujuan dan jenis
Koperasi Y, koperasi tersebut telah layak untuk ditetapkan sebagai koperasi
vyang berhak untuk ikut dalam Program Revitalisasi Perkebunan sebagaimana
dipersyaratkan oleh Bank Mandiri untuk Program Revitalisasi Perkebunan.'”

Ditinjau dari teon badan hukum, Koperast Y telab memenuhi gyarat
schagal badan hukum, vaitu memiliki kekayaan berupa lzhan kebun plagma
vang dikuasai dengan HGU dan memiliki hak dan kewaiiban sendin dalam
perjaniian plasma.m

Ditinjaun dari kriteria jenis badan usaha, dengan kekayaan bersth kurang
dart 500 juta Rupiah, maka Koperasi Y masuk dalam golongan Usaha Kecil
sehagaimana dimaksud dalam Pasal § Ayat 2 UU No.:20/2008. 17

3. Prosedur Pelaksanaan Proyek

Untak dapat mergalisasikan Proyek, Peneliti membagi prosedur
menjadi 3 tahap, yaitu:

a. Tahan Persiapan Sehelum Penandatanesn Perigniian Kenitraan Plasma
Revitalisasi Perkebunan.

5 PT. Bank Mandii Tbk, *Kredit Pengembangan FEnergi Nabati (KPEN-RPY,
<htip:fwwswe bankmandin oo idfarticle KPEN agnx>, 8 Funi 2000,

1% R. Scerasa, Pengantar Heve Hukum, ¢, 9, (Jakanta: Sinar Grafika, 2007), him. 238,

¥ Indonesia, Undang-Undang Yentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU No.:30 Tabun 2008,
LN Ne.:93 Tahun 2008, TBN N 4866 Tahue 2008, Pasal 6 Avat 2.
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Tahap persizpan Proyek tidak diatw dalam pershwan
perundang-undangan. Oleh karena ifo, tshap persiapan ini terganfung
kepada kebijakkan masing-masing perusahaan. Khusus untuk PT. X
yang menjadi obyek peneliian dalam tesis ini, Penelitt telah
melakukan wawancara secara lisan dengan Manajer Legal dan
Community Development PT. X selaku Project Manager Plasma PT. X
pada hari Rabu, 24 Juni 2009.

Mengenai Koperast Y, oleh karena keterbatasan waktu, biaya
dan jarak, Peneliti tdak dapat melakukan wawancara atau diskusi
dengan pihak Keperast Y vang berlokasi i Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat.

Menurat Manajer Legal dan Compnnily Development PT. X,
sebelum para pihak menandatangani perjaniian kemitraan plasma
revitalisast perkebunan, ada beberapa persyaratan dan tahap vang harus

dilalni, antara lain.' ™

{13  Pencarian dan penelitian studi kelayakan laban untek dijadikan
lokast perkebunan kelapa sawit.

Dalarm Penelitian tesis ind, Peneliti tidak akan membahas
mengenail kondisi tanah yang bagaimana yang layak untuk
ditanani  dengan tanaman kelapa sawat,  Penelii hanya
membahas mengenai persyaratan legalitas dan  administrasi
yang diperiukan.

Menurut keterangan beliau, apabila Koperast memiliki
sehidang tanah yang cocok ditanami dengen kelapa sawit dan
tanah ferscbut memliki legalitas kepemilikkan tanah (dalam
arti tidak dimiliki oleh pihak lain selain calon anggota Koperasi
Y} maka Koperasi dapat mengajukan proposal kepada PT XU

Tim teknis PT. X bersama dengan perwakilan koperasi
akan melakokan penclitian langsung ke calon lokasi kebun,
Pepelitian mencakup kelayakan den kecocokan jenis tanah
untuk tanaman kelapa sawit, kondisi sosial masyarakat sekitar,

" Yuliany, Wawancara dengan Manager Legal and Community Deveivpment P1. X, Selasa, 23 Juni
2009,
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serta legalitas tanah. Apabila semua kondisi tersebut dapat
disetujui oleh PT. X, maka akan dilanjutkan ke tahsp
berikutnya.

Sosialiast rencana  kerjasama  kemifraan plasma  kepada
masyarakat sekitar kebun.

Rencana pelaksanaan  kemitraan  plasma mulal
diperkenalkan kepada masyarakat sekitar kebun PT. X
Sosialisast dilakukan melalui aparat desa dan pengurus
Koperasi Y,

Penetapan CPP Cleh Bupati Ketapang,

Untuk dapat berpartisipast dalam Program Revitalisasi
Perkebunan, maka harus 4ds penetapan darl instensi Pemerintah
terlebih dahulu. Anggota Koperasi Y yang ingin ikut sebaga
petani plasma harus ditetapkan sebagai CPP ferlebih dabulu
Penetapan sebagai CPP harus berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kefapang aias nama
Bupati Kabupaten Ketapang, sesuai dengan ketentuan Pasal 11
Ayat 2 Permentan No.:33/2006.

Pendataan dan scleksi calon petani pesenta dan calon
anggota Koperasi Y dilgkukan oleh fim peleksana tingkat
Kecamatan yang terdini dari beberapa kepala desa dan pengurus
Koperast Y. Tiun pelaksana tingkat kecamatan inl akan
melakukan seleksi CPP sesuai dengan kebijakkan dari Bupati
Ketapang.

Adapun kebijakkan yang ditetapkan oleh Bupati
Ketapang untuk pelaksanaan Proyek adalah: (1) 1 orang peserta
mewakili 1 keluarga; (ii) calon petani peserta tersebut helum
pernuh mengikuti program Plasma Tahap 1 dan Plasma Tabsp
2; dan (i1} CPP harus memiliki Karte Tanda Penduduk (KTP)
dan Kartu Keluarga ("KK”).
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Hasil seleksi dan pendataan CPP oleh Tim Pelaksana di
tingkat Kecamatan akan diverifikasi oleh tim verifikasi tingkat
Kabupaten. Tim verifikasi tingkat Kabupaten ini akan
melakukan pendataan ulang dan pengecekkan langsung ke
lapangan. Hasil verifikasi dari tim akan berupa rekomendasi
kepada Bupati Ketapang untuk selanjutnya ditindaklanjuti
dengan suatu Surat Keputusan.

Berdasarkan rekomendasi dari Tim Pelaksana Tingkat
Kecamatan yang telah divenifikasi oleh Tim Venfikasi Tingkat
Kabupaten, maka Bupati Ketapang akan menerbitkan SK
Penetapan CPP.

Pengurusan Ijin Lokasi Atas Nama Koperasi.
Menurut Salim H.S dan Budi Sutrisno, yang dimaksud
dengan ijin lokasi dalam rangka investasi adalah sebagai

berikut:

“persetujuan yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang untuk menggunakan tempat atau lokasi
untuk penanaman investasi, baik investasi domestik

1 179

maupun investasi asing”.

Pengurusan [jin Lokasi'®® atas nama Koperasi dilakukan
oleh PT. X atas biaya dan beban Koperasi yang nantinya akan
diperhitungkan dalam biaya Proyek sebagai bagian dalam Biaya
Sertifikasi Lahan. Pelimpahan kewenangan pengurusan Ijin
Lokasi dari Koperasi Y kepada PT. X didasarkan kepada suatu
surat kuasa yang ditandatangani oleh seluruh pengurus

Koperasi.

1" Salim H.S dan Budi Sutrisno, Hiukum Investasi di Indonesia, cet. 1, (Jakaria: PT. RajaGrafindo
Persada, 2008}, hlm.266.

18 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Ijin Lokasi, yang dmaksud dengan Ijin Lokasi adalah ijin yang diberikan kepada
perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula
sebagai ijin pemindahan hak dan menggunakan {anah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanalan Nasional Tentang ljin Lokasi,
Permenag Agradia/Kepala BPN No.:2 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1,
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Penerbitan  [jin  Lokasi merupakan salsh  satu
kewenangan Pemeriniah Pusat (dalam hal ini BPN Pusat) vang
dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ULJ
Otonomi Daerah. Oleh karena lokasi tanah kebun berada dalam
1 Kabupaten, maks dalam hal ini, Bupati Ketapang berwenang
menerbitkan Iin Lokasi.

Tahap Penandatangan Perjaniian  Kemifraan Plasma  Program
Revitalisasi Perkebunan

Isi Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi
Perkebunan dinegosiasikan antara perwakilan BT, X dan para pengurus
Koperasi ¥ yang difasilitasi oleh perwakilan dari Kabupaten Ketapang,

Bupatt Ketapang harus  ikut meoandatangani  perjanpan
kemibraan plasma program revitalisasi perkebunan, sebagaimana
dipersyaratkan dalam Pasal 11 Ayat 4 Pernientan No.:26/2007.

Tahag Penevrusan Pembizavaan Provek Dengan Bank Mandin,
Setelah penandatangan, PT. X mengurus pembiayaan Proyek ke

Bark Mandii. PT. X akan melengkapi scluroh dokumen vang
dipersyaratkan oleh Bank Mandiri.

Sebagai jaminan pembiayaan Proyek, Koperasi Y harus
menyerahkan Lin Lokast dan surat ketersngsn dat BPN vang
menerangkan bahwa tasah dapat diberikan hak.

Selgin itu, PT X harus menyerabkan Jaminan Perusahaan

sampat dengan lunasnya pembiayaan.

Tahap Penetapan PT. X Selaku Mitra Usaha Oleh Direktorat Jenderal
Perkebunan, Departemen Pertanian
Untuk dapat ditetapkan sebagao Mitra Usaha, maka PT X harus

mendapatkan surat penetapan dari Direktur Jfenderal Perkebunan,
Departemen Pertanian sesuat dengan ketentuan Pasal 8 Permentan
Wo.:33/2006. Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian

akan mengeluarken surat penetapan apabila PT X telah menerima
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persctujuan pendanaan dani Bank Mandini dengan memperhatikan
psulan penetapan dan Gubemur Kalimantan Barat. Penetapan Usuolan
Calor Mitra Ussha dari Gubernur Kalimantan Barat haras berdasarkan
usulan dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang, afas nama

Bupati Kabupaten Ketapang,

4. ¥Perkiraan Biaya Proyek

Untuk pelaksanaan Proyek, dibutuhkan dana sebesar Rp.11.224.000.000,-
{sebelas miliar dua ratus dua puluh empat juta Rupiah) uniuk 400 ha Izhan atan
sekitar Rp.28.060.000,- (dua puluh delapan jula enam puluh nibu Rupish) untuk
1  hektamya, sesuai  dengan  Surat  Keputusan Dinen  Perkebunan
No.60/Kpts/RC. 1 10/4/08,

Untuk uniuk pembiayaan Proyek, Bank Mandinn Kantor Pusal Jakarta
secara lsan telah menyatakan kemitmennya untuk mendanai Proyek setelah
terdapat perjanjian kemitrazn plasma antara PT. X dan Koperasi Y. Pelaksanasn
dari pendanaan Proyek akan dilakukan oleh Bank Mandiri melalui kantor cabang
utama Bank Mandiri di Pontianak, Kalimeantan Barat.

E. KETENTUAN MATERIIL DRAFT PERJANJIAN KEMITRAAN PLASMA
PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN

1. Para Pihak.
a. PT. X yang diwakili oleh Presiden Direktur PT. X.
Sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang No.:40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (sclanjutnya dalam tesis ini disebut
“UUPT™), maka yang berhak mewakili PT X adalah Dircksi
Selamjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 3.a Anggaran
Dasar terakhir PT. X {selanjutnya dalam tesis ini disebut “AD™),
Presiden Direktur berhak mewakili Direksi PT, X,
Untuk melakukan perjanjian kemitraan plasma ini, sesuai
dengan ketentuan Pasal 14 Avat 1 AD PT. X, Direkst PT. X telah

mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisans PT. X
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Hal tersebut di atss untuk memenvhi syarat caeksp hertindak
para pihak yang mewakili, sesuai denpan syarat sahnya Pegjanjian
menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

b. Koperasi Y, yang diwakaili oleh seluruh pengurus Koperasi.

Sesuazi dengan Pasal 30 Awvat 2 UU No.:25/1692, Koperasi
diwakili oleh pengurus Koperasi Y. Sclanjutnya, sesuai Pasal 16
anggaran dasar Koperast Y, Pengurus Koperasi terdini dan ketva
umum, Ketua [, Ketua 11, Sekretaris dan Bendahara.

Dengan demildan, syarat cakap bestindak para pihak vang
mewakil), telah sesuail dengan syarat sahnya Penjanjian menurut Pasal
1320 KUH Perdata.

Lokasi Provek
Kecamatan Manig Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat,

Luas Tanah:
433 ha.

Jangks Wakiu Kerjasama:

25 (dva puluh lima) tahun atau sampai selurah pinjaman Koperasi Y lunas,

yang mana lebih dshuly terjadi.

Lingkup Keriasama:
a Penyvedizan bibit dan pembangunan kebun;
b. Pemeliharasn tanaman dan pemanenan TBS;

c. Penjualan TBS;
d. Pelatthan (trainingl;
g Pengangkutan THES.

Semua tindakan ini dilakukan oleh PT. X selaku Mitra Usaha sampai
Pinjaman pembangunan dan pembiayaan Proyek lunas. Apabila pinfaman telah
lunias maka PT. X memiliki hak opsi untuk melanjutkan atac menofak
melanjutkan kegiatan fersebut di atas. Operasional kebun kelapa sawit
selanjutnya akan diserahkan selurubnya kepada Koperasi Y.
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Perkiraan Biaya/Piniaman:

Rp.11.224.000.000,- {sebelas miliar dua ratus dua puluh empat juta Rupiah)
atau Rp.28.060.000,- {dua puluh juta enam puluh nibu Rupizh) watuk 1
hektarnya untuk 400 ha 1ahan kebun, yang terdin dari:

denis Biava Jumlab/Ha (Rp)
» Biaya pembukaan lahan, sertifikasi lzhan, pembibitan 11.633.0600
« Pemeliharaan Tahun ke-1 5.557.040
» Pemchiharsan Tahun ke-2 5.272.000
» Pemeliharaan Tahun ke-3 3.598.000
TOTAL 28.660.0060

Dengan demikian, cukup atau tidak cukup, seluruh biava pembangunan
kebun kelapa sawit harus disespaikan dengan budget yang ditetapkan oleh
Pemerintah. Berdasarkan pengamatan Peneliti dengan menggunakan contoh
pembangunan kelapa sawit di PT. X, maka fumlah terschut relarif iebih kecil,
Penyesuaian biaya atau penekanan pengeluaran vang umumiya dilakukan
dalam Plasma Tahap 1 dan Plasma Tahap 2 adalzh pembangunan
infrastructure, kualitas bibit dan pupuk.

Biaya Ke-3 komponen pengeluaran biaya fersebut pasti mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Hal itu belom termmasuk biaya sertifikasi lahan,
seperli pembuatan sertifilkat hak atas tanah, permohonan proses Ijin Lokasi,
biaya notaris, biaya penctapan CPP dan Mitra Usaha yang scbagaian tanpa
bukti kuitansi perbayaran.

Meskipun disebutkan bahwa pengurusan penjinan tersebut tidak ada
bizya, namun tidak ada yang berani menjamin/memastikan bahwa sernua

proses sertifikasi lahan tidak akan mengeluarkan biaya.
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Management Fee:

5% dart total penjualan TBS fiap bulannya merupakan hak PT. X sebagai fee

membangun dan merawat kebun plasma milik Koperasi Y.

Harga Perhelian TBS danl angpota Koperasi Y.

Mengikuti ramus pembelian harga TBS sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Menteri Pertanian No.:3958/Kpts/OT.140/1 1/2005 Tentang Pedoman
Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun {(selanjutmya dalam
tesis ind disebut “Permentan Ne.:395/2005”). Adapun ramusan harga TBS
adalah sebagai berikut;

Harga TBS = K x (Hms x Rms) + (His x Rig))

K ] Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang ditenma oleh
pekebun, dinyatakan dengan %.

Hms Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi
penjualan ckspor (FOB) dan lokel masing-masing perusahaan
pada periode sebelumnya,

Rms Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dinyatakan dalam %.

His - Harga rata-rata inti sawit (FK) tertimbang realisasi peajualan

ekspor (FOB) dan Iokal masing-masing pernsahaan pada
periode sebelumnya.
Ris Rendemen inti sawit {PK) dinyatakan dalam %.

Dalam tesis ini fidak akan dibahas lebih lanjut mengenal cara
perhitungan pembelian TBS. Rumusan ini hanya uotuk menjelaskan bahwa
standar pembelian TBS Koperasi Y oleh PT. X menggunakan standar
perhitungan yang diberikan oleh Pemerintah.

Hak dan Xewaiiban PT. X:
Hak dan kewajiban PT. X scbagai perusahaan inii dibagi menjadi 2

tghap, yaitu tahap Tanaman Belum Menghasilkan {selanjutnya dalam tesis ini
disebut “FBM”) dan Tanaman Menghasilkan (selanjutnya disebut “THM™).
TBM dimulai mulai tshun ke-0 sampai dengan tahun ke-4, dimana pohon

kelapa sawit mulai berbuah dan menghasilkan CPO.

Universitas indonesia
Tinjauan Yuridis..., Yuliany, FH Ul, 2009



117

TM dihitung mulat tahun ke-4 sampai mencapai puncak produktifitas

sampai dengan tahun ke-10. Setelah tahun ke-10 sampai tahun ke-15 biasanya

produksi CPO mengalami stagnasi dan setelah tahun ke-16 terus mengalami

penurunan.

Adapun hak dan kewajiban PT X adalah sebagai berikut:

a. Hak PT.X

(1) Selama masa TBM maka PT. X berhak:

(a)

(b)

©

Menenma daftar anggota Koperasi Y yang akan
menjadi petani peserta plasma.

Menenma kuasa dari anggota koperasi Y untuk
mengurus sertifikasi lahan yang akan dijadikan
perkebunan.

Menenma sertifikat Hak Milik yang akan menjadi
agunan kredit untuk kemudian dijadikan jaminan
kepada Bank Mandiri.

2) Selama TM.

Menerima pembayaran cicilan dari petani peserta plasma.
b. Kewajiban PT. X
(1) Selama masa TBM, maka PT. X berkewajiban:

(2)

(b)

(©)

@

(e)

®

Melaksanakan pembangun perkebunan kelapa sawit dan
sertifikasi lahan.

Membuat dan memberikan laporan pertanggung
jawaban kemajuan pembangunan perkebunan setiap
triwulan.

Memberikan pelatihan kerja (job training) kepada CPP.
Memberikan prioritas kesempatan kerja kepada CPP
sesual dengan kriteria dan persyaratan PT. X
Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dan
administrast.

secara bertahap menyerahkan kegiatan usaha yang

menunjang pemeliharaan pemanenan kebun.

2 Selama masa TM, maka PT X berkewajiban:

(a)

Memberikan kesempatan kerja prniontas kepada CPP

untuk pemeliharaan dan pemanenan TBS sepanjang
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memenuvhi  persyaratan  dan  sesuai  standar Upah
Minimum Regional (selanjuinya dalam fesis ini diselyut
“UMR™ di Provinsi Kalimantan Barat,

{t  Membeli semua TBS hasil perkebunan plasma,

{¢)  Menyerahkan sisz  hasil penjuzlan TBS  setelah
dikurangi dengan manajemen fee dan biaya cicilan
kredit.

14, Hak dan Kewaiiban Koperagi ¥

a.

Hak Koperasi Y

(H Selama TBM maka Koperasi Y berhak unluk meminta
penjelasan  atas  laporan  perkembangan  pembangunan
perkebunan.

(2)  Selama masa TM, maka Koperasi Y berhak mendapatkan sisa
hagil penjualan TBS  setelah dikurengi dengan meragement
Jfee, cicilan kredit dan bunga.

Kewajiban Koperasi Y

(1) Selama masa TBEM maka Koperasi Y berkewsjiban
wenyerahkan kuasa kepada PT. X unfuk membangun kebun,
membeli bibit termasuk menpgurus sertifikas: lahan atas pama
Koperasi Y.

(2)  Selama masa TM, maka Koperasi Y berkewajiban:

(a3  Menjual seluruh sisa hasil penjualan TBS hanya kepada
PT. X  dengan wmenggunakan stendar harga
pembelian TBS yang telah ditetapkan ofeh Pemenntah.

(b5} Mengikuti  pelatihan  (jobé  iraining) & bidang
administrasi, management dan teknis yang
diselenggavakan oleh PT. X,

{c}  Melupnast butang dan bunganya kepada Bank secara

tangoung renteng.
{d)  Menjags keamanan lokasi kebun.
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11.  Pengalihan Kebun Kepoda Koperasi Y
Setelah melewat masa TM dan apabila memang dikehendaki oleh

Koperasi Y, maka kebun akan dialihkan kepada Koperasi Y sesnal dengan
ketetapan Pemerintah. Pada umumnya, petani peserta plasma fetap menuinta
perusahaan inti untuk mengelola kebun. Sehingga petani peserta plasma hanya
menerima pembayaran sisa hasil penjualan TBS saja.

Mernurut Pasal 23 Permentan No.:33/2006, setelah memasuki masa TM
dan telab memenuhi standar teknis, maka kebnn dapat dialihkan kepada petani
plasma atau koperasi. Penyerahan kebun meropakan soatu opsi/piliban para
pihak, bukan suatu kewajiban. ™!

Penyerahan kebun tersebut difandai dengan perjanjian akad kredit
antura koperagi/petani plasma dan bank serta penyerahan sertifikat tanah kebun
sebapai jaminan kepada bank'®? Penverahan pengelolaan kebun dard PT X
kepada Koperasi Y dilakukan melalui tahapan-tahapan sehagai %}iﬁ%ﬁ:‘gg
1. Penilaian Tim Penilai atau konsulian independen vang ditunjuk oleh

Direktorat Jendera! Perkebunan dan Bank menilal secara teknis kebun,

o

Hasil penilsian Tim Penilai disampaikan kepada Direktur Jenderal
Perkebunan, Departemen Pertanian sebagai baban pertimbangan.
3. Penyerahan dan pengalihan beban kredit investast kepada kKoperasi.

Apabila dilihat dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam
Pagal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian kemitraan plasma ini telab memenuhi ke-4

unsar syarat sshnya perjanjian.

F. MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI DALAM PERSIAPAN PROYEK.

1. Seleksi dan Penectapan Calon Petant Peserta Plasma.
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 Permentan No.:3372006 discbutkan bahwa

penctapan Calon Peserta Plasma Revifalisasi Perkebunan {selanjulnya dalam

W tndonesia, Peratran Momteri Perignian Tentaung Pengembangan Perkebunan Melald FProgram
Revitglisasi Perkebunan, Pormenten No.:33 Tabun 2806, Pasal 23.

W2 Ihid,, Pasal 23 Ayat 2.

183 rhidd, Pasal 24,

Universitas Indonesia
Tinjauan Yuridis..., Yuliany, FH Ul, 2009



126

tosis ini disebut “CPP”) ditetapkan oleh Bupati/Walikota'™, Dalam proses
pelaksanzannya, proses seleksi dan penetapan CPP dilakukan oleh tim seleksi
tingkat Kecamatan untuk kemudian akan diverifikasi oleh tim seleksi tingkat
Kabupaten.

Proses seleksi dan penetapan ini sering menimbulkan pro kontra di
anggota masyarakat sekiter kebun. Banysk kepentingan pribadi “bermain”
ditahap seleksi ini. Proses imi rentan terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme
antara CPP dan petugas tim seleksi.

Keluhan selama ini bahwa dalam program plasma banyaknya “petant
berdasi”, sering terjadi juwal bell calon lahan antara petani pemilik lahan dan
petani pemilik modal, keluarga tim seleksi mendapatkan prioritas lebih dulu,
ads lebih dari 1 CPP dalam 1 KK,

Proses Penctapan PT X Sebagai Mitra Usaha Revitalisasi Perkebunan,
Berdasarkan Pasal 6 Permentan No.:33/2006 disebutkan hahwa untuk
menjadi Calon Mitra Usaha'®, maka PT X harus mengajukan permohonan
kepada Gubernur Kalimantan Barat Cg  Dinas  Perkebunan  Provinsi
Kalimantan Barat, dengan tembusan kepada Divekiorat Jenderal Perkebunan.
Selanjutnva, dalam pasal 7 dan Pasal 8§ Permentan No.:3372006 disebutkan

bahwa permohonan tersebut harus meiampirif;an:m

a. ijin dan legalitas perkebunan. Tidak ada penjelasan lebih laniut, apa
yang dimaksud dengan ijin dan legalitas perkebunan. Dalam contoh
sural permohonan yang disampaikan oleh Dinss Perkebunan
Kabupaten Ketapang, disebutkan bahwa periiinan usazha perkebunan
meliputi SILP, TDP, NPWE, [UP.

V¥ Ibid., Pasal | Ayat 9,

¥ Berdasarkan Pasal 1 Avat § dari Pormentan No.:33 Tahua 2006 Tentang Pengembangan Perkebunan
Melalui Program Revitalisasi Perkebunan, yang dimaksud dengan Mitra Useha adalab perusshsan besar swasta,
Fladan Usaha Milik Negar, Badan Usaha Milik Daerak vang bergorak 4f bidang porkebunan dan telah mensiliks
jin Usaha Perkebunans {JUP) danfatau fis Usaha Industri maupsm koperssi yang berbadan hukum dan bergerak
di bidang porkebunan, Delinisl Perusgheas Calon Mita Usaha mivip dengan definisi Perusehasn Intd dalam
Prograss PIR dan KKPA,

5 100,00, Pasal 7 dan Pasal 8.
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b. berpengalaman i bidang usaha perkebhunan. Tidak ada rincian lebih
lanjut apa vang dimaksud pengalaman perkebunan. Apakah telah
memibiki kebun atau sudah berapa {ahun meniadi perusahaan kebun,
harus memberikan jaminan avails.

d. memiliki perjaniian kerjzsama dengan petanvkelompok tanifkoperasi
yang diketahui oleh Bupati'’ (Pasal 5 ayat 3 ; dan

€. proposal kemitraan dalam rangka pelaksanaan program revitalisasi
perkebunan,
f. ugulan atan rekomendasi dari bupati/walikota dalam hal ini Dinas yang

membidangi perkebunan di kabupaten/kota. Isinya seperti proposal

proyek perkebunan,

Namun, sebelum PT. X memproses surat permohonan tersebut, PT, X
harus mendapatkag surat rekomendasi dant Bupati Ketapang sebagai lampiran
gurat permohonan kepada Gubemur.  Di tingkat inilah, proses sdiministrasi
berialan lambat Kelengkapan dokumen yang diminta bukan hanya yang
difetapkan oleh pefaﬂzzaa perundang-undangan, namun jugs permintaan
tanbahan dari Dinas Perkebunan Kabupaten.

Dengan demikian, di tingkat ini lah, tidak bisa diprediksi berapa lama
waktu yang dibutuhkan. Semuanya tergantung kepada “rajin” atan tidaknya
perwakilan perusahaan mengurus, menindaklanjoti dan  memproses
permohonan demi kepentingan pelaksanaan program plasma yang ditetapkan
oleh Pemerintah,

Selanjutriys, dalam waktu paling lambat 12 {dua belas) hart kerja sejak
permohonan di terima, Gubernur dalam hal i Dinss yang membidangi
perkebunan akan mengeluarkan Surat Kepufusen mengenal Penctapan Calon
Mitra Usaha dengan salinan vang disampaikan kepada Dirgktur Jeaderal
Perkebunan Departemen Pertanian dan Bank Pelaksana'™,

Proges tersebut tidak hanya berhenti pada tingkal Gubemur saja
Berdasarkan Pasal £ Ayat 3 Permentan No.:26/2007, “Penctapan Mitra Usaha

¥7 rbid., Pasal § Ayat 3,

%8 1bid., Pasal 8.
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dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, sctelah mendapatkan
petsetujuan dari Bank Pelaksana™,

3. Perijinan Perkebunan Plasma.

Untuk pelaksanaan program plasma revitalisast perkebunan ini,
Koperasi Y tetap diwajibken memiliki [in Lokast yang dikeluarkan oleh
Bupati. Pengurusan dan pemrosesan [in Lokasi membutuhkan waktu dan
hiaya lagi yang semuanya akan menjadi beban Koperasi Y.

Tidak ada perlakukan khusus antara perusghaan perkebunan begar dan
Koperasi Plasma.  Hal ini memicu ekonomi biava tngg untuk biaya
pengurusannya, baik biaya tormal ataupun tidak formal.

Koperasi sebagai badan hukum yang memiliki uszha di bidang
perkebuman, setidaknya waith memiliki 1jin operasional sebagai berikut:

1. Iyin Lokasi, schagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1 Ayar 1
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanaban Nasional
Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Tjin Lokasi (selanjutnya disebut
“Permenag Agraria No,:2/1999).

(O]

[jin Usaha Perkebunan untuk Budidava (selanjumya dalam tesis ind
disebut “TUP B™), sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal § Ayat 1
Juncto Pasal 9§ Ayat 2 dari Permentan No.:33/2006.
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (selamjutuya dalam
tesis ini disebut dengan “Amdal”} sebagaimana dipersyaratkan dalam
Pasal 3 juncto Pasal 5 dan Peraturan Pemerindah No. 27 Tahun 1999
tentang Analisis Mengenai Dampak Linghungan Hidup {selanjulnys
dalam tesis ini disebut “PP No.:27/19997).

Perusahaan perkebunan  kelapa sawit harus  melengkapi
kegiatannya dengan Amdal. Menurut Pasal 7 Ayat 1 PP No.:27/1999,
Amgdal merupakan salah satu syarat vang harus dipenuhi untuk

mendapatkan ijin usaha'®.

" yndonesia, Perateun Pemeriniah Tentang Angiisis Mengenai Bampak Lingkung, PP Noo2?
Tabun 1968, LN No.:84, Pasal 7 Avat L.
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Pencarian dan Penetapan Lokasi Kebun.

Saat ini, untuk mencari sebidang tanah untuk dijadikan lokasi kebun
sulit. Selain perlu penilaian teknis apakah tanah tersebut cocok atau tidak
untuk ditanami kelapa sawit, juga perlu diperiksa mengenai legalitas hak atas
tanahnya.

Ketentuan teknis mengenai tanah yang layak untuk ditanami kelapa
sawit tidak akan di bahas dalam tesis ini. Sebagian besar tanah rakyat yang
ada di sekitar perkebunan belum dimiliki dengan hak atas tanah.

Dengan demikian, untuk pelaksanaan Proyek, PT. X harus memulai
pengurusan administrasi legalitas pertanahan mulai dari proses awal, melalui
permohonan hak atas tanah kepada Negara sesuai dengan: (i) Peraturan
Pemenntah No.:24 Tahun 1997 sebagaimana pengganti Peraturan Pemernintah
No.:10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; (1) Peraturan Menteri
Agraria/Kepala BPN No.:9 Tahun 1999; dan (i) Peraturan Menteri
Apgraria/Kepala BPN No.:3 Tahun 1999. Dalam tesis ini, Peneliti membatasi
diri dan tidak membahas mengenai tata cara perolehan hak atas tanah yang
berasal dari tanah Negara.

Selain itu, banyak sekali Iahan kebun yang dikuasai oleh CPP masuk
dalam kawasan hutan. Hal im jelas membutuhkan permbebasan kawasan hutan

terlebih dahulu sebelum tanah tersebut dapat dijadikan kebun.

Identitas Calon Petani Peserta Plasma.

Identitas seseorang adalah penting sebagai seorang warga Negara dan
cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Namun demikian, pada
kenyataannya, masih banyak CPP yang belum memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau memiliki KTP namun telah habis masa berlakunya.
Dengan demikian, untuk pelaksanaan prosenya, harus membuat KTP baru
untuk sebagian besar CPP.

Biaya untuk pembuatan KTP atau KK akan dibebankan kepada biaya
proyek yang nantinya akan menjadi beban hutang Koperasi Y. Selain itu,

perlu waktu lebih lama untuk proses pembuatan KTP dan KK.

Sosialisasi Rencana Kemitraan Plasma Dalam Rangka Revitalisasi Perkebunan

Kepada Masyarakat Sekitar Perkebunan.
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Kesepakatan awal antara aparat desa, perwakilan perusahaan dan
pengurus Koperasi ¥ kurang disosialisikan, Hal ini disebabkan karena
sosialisasi program terbatas melalni pesan lisan atau “dari mulet ke mulhut™
Tentu saja, informasi dan perkembangan terbarunya hanya beredar di kalangan
terbatas, Masalah jarak yang cukup jauh antar satu desa dengan dess lainaya
juga memperparah alur komunikasi dan sosialisasi.

Pemenntah tidak memiliki sistem dan sarana yang memadal untuk
mensosialisasikan kesepakatan-kesepatan yang telah dicapal, meskipun

tujuannys adalah untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

7. Kesadaran hukom petani plasma skan hak dan kewajiban mereka dalam
perjanjian kemitraan plasma program revitalisasi perkebunan.

Menurut pendapat Kohler, salah satu unsur fungsi hukum di masa vang
akan datang adalah scbagat alat perubahan sosial {faw as @ too! for social
enginegring), vang rnengarahkan, merencapakan dan  mengantisipasi
perkembangan dan perubshan peradapan manusia’®®.  Apabila dikaitkan
dengan tujuan Pemerintah melalui program revitslisasi petkehunan adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani i sekitse perusahaan
perkebunan, maka kenyataan di lspangan memmjukkan bahwa tersebul masih
jauh dari harapan.

Pada praktek di lapangan, sebagian besar petani plasma kurang
mengerti atau tidak mau mengerti tentang hak dan kewajiban mereka secara
tertulis dalam suaty perjanjian plasma. Sebagat petanl, mercks hanya
mempedulikan berapa “gaji” ateu pendapatan vang mereka peroleh dard
pengolahan tanah kebun mereka setiap bulannya.

Permbangunan, pengelolaan dan pesgawasan kebun plasma sepenuhnya
diserahkan kepada perugsahaan inti. Dengan demikian, petant plasma korang
mengerti bahwa apabila hasi] TBS kurang “berkuahitas™ akibat kelalsan
pengelolsan perusahaan inti, aken berdampak pada penurunan pendapatan

mereka,

" Bambang Prabowo Soedarso, Hudum Linglungan Dalam Pembangungn Berkelovpuan (Bunga
Rampai, cet. 2 (Jakarta:Cintya Press, 2008), him. 2.
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Menorut Henri Aujac (yang dikutip oleh Mitchell A. Selipson dalam
bukunya The Gap Between Rich and Poor: Contending Perspectivies on the

Political Economic of Development),

“Culture determines a country’s ability to industrialize and the type of
industrialization that might occur. Ignorance of the links between , on
the side, o countrys’ culture and social order structuring its society
and, on the other, the suitability of the country for one or other type of
industrialization, is no doubt the chief cause of the checks experienced
by yome developing countries in their attemps to industriligze "™’

Ketidakpedulian masyarakat terhadap apa yang telah disepakati dalam
perjanjian tertulis merupakan salah satu hambatan peningkatan pendapat
penduduk. Dengan demikian, mengutip pendapat Daniel S. Lev, negara
hukum merupakan sine quanon, karena tanpa proses hukum yang efektif] tidak
mungkin diharapkan perbaikan ckonomi, politik, kehidupan sosial dan

keadilan'®,

8.  Perusahaan perkebunan kelapa sawit (perusahzan inti} enpggan melaksanakan

program ini karena tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari program ini.

Menagutip pendapat dan Erman Rajagukpuk, setidaknva ada 3 faktor
yang menarik investor mau mengadakan investasi, yait:'”
1. Econemic Cpportwnity, yaitu mampu memberikan keuntungan ekonomis
bagi investor;
2. Political stability, yaitu pengaruh stabilitas politik; dan

3. Legal Centainty, yaitu kepastian hukum.

Dalam Program Revilalisasi Perkebunan, perusahaan perkebunan
kurang merasakan manfaat ckonomis apapun.  Meskipun ada biaye

W Mitchell A Scligson, ed., The Gap Between Rick and Poor: Contending Perspeciivies on the
Folitical Beonomic of Development, {{nited States of Amenca: Westview Press: 1984}, him 38,

2 frman Rajagukenk, Hukem Fnvestasi Di Iidonesia: Anatomi Undang-Undang Nomor 23 Takum
2067 Temtong Penanaman Modal, ect. 1| {Jakens: Fakultos Hukom Universitas Al Azhar Indonesia, 2067), him,
35

¥ mid, him.27
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manggement fee sebesar 5% ataw sekitar Rp.1.403.000,- per hektar, namun
biava tersebut hanya cukup untuk biaya gaji pegawal yang mengurus plasma,
komputer dan sebagainya.

Selain itu, Pemenntih tidak memiliki “alat” untuk memaksa
perusahaan perkebunan besar melaksanakan program tersebut.  Umumnya,
perusabiman-perusahaan perkebunan yang sadah besar dan mapan, telah
memliki perijinan lengkap, baik ijin operasional maupun hak atas tanah.

Permintaan partisipasi perusahaan perkebunan besar dalam program
kemitraan plasma hanya scbatas “surat pernyatzan” bersedia melaksanakan
program saja.  Surat pemyataan tersebut hanya sebagai lampiran formalitas
untuk mendapatkan 1UP. "

G, Analisis Yuridis Perjanjian Kemitraan Plasma Dalam Rangka Revitalisasi
Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT X dan Koperasi ¥ Di Provinsi Kalimantan

Barat,
1. Bentuk Perjanjian.

a.  Peranjlan Kemitraan Plasma Program Rewitalisast Perkebunan Harus
Tertulis.

Bentuk draft perjaniian yang dibuat cleh PT. X dan Koperasi adalah
tertulls yang akan ditandatangant oleh Presiden Direlour PT. X, seluruh
pengurus Koperasi Y, disaksikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdaganpan Kabupaten Ketapang, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
Ketapang dan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kefapang, dan
diketahmi oleh Bupati Ketapang. Peganjian ini dibuat di bawah tangan,
bermeteral cukup dan dilegalisir oleh Notarls seterpat,

Kewajtban bentuk peganjian  secara ferfulis sesual  dengan
persyaratan dalam ketentuan Pasal 34 UU No.20/2008 juncto Pasal 23
Ayat 1 Permentan No.:26/2007 yang menyatakan kemitraan perkebunan
dilakukan secara tertulls yang berisikan hak dan kewsajiban, pembinaan

¥ Pepartemen Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Tenteny Pedoman Perifinan Usaha
Perkelanan, Permentan No, 2 26/PermentansQT. 140/2/2007, Pasal 15 dan 16,
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dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian

perselisihan, vyang diketahui oleh Bupati/Walikota. Lebih lanjug,

Permentan No.:26/2007 secara lebih rinci menyebutkan apa saja yaong

menjadi hak dan kewajiban perusahaan inti dan petani plasma.

Kedua ketentuan hukum di atas menimbulkan syarat formalitas. Hal
mengesampingkan asas perjanjian, yaitu asas  konsensuvalitas  dan
kebebasan berkontrak yang dianut dalam Pasal 1338 Ayat 1 dan Pasal
1320 Ayat | KUH Perdama. Namun demikian, dalam kondisi plasma,
menurut Peneliti, pilithan bentuk pejanjian kemitraan secara tertuhis Iebib
tepat daripadsa Gdak tertulis.

Pernyataan tersebut didasarkan alasan sebagai bernkut:

{1y Para pihsk yang membual perjanjian adalah anter sesamma badan
hukum. Kescpakatan lisan saja, meskipun disampaikan oleh
pimpinen tertinggl masing-masing pihak, tidak cukep. Hal ini
disebabkan balrwa pengurus perusahaan dan koperasi biga saja
berganti. Dengan demikian, komitmen vang disampaikan oleh para
pengurus badan hukum tersebut bisa saja berubah atau batal secara
sepihak.

(2) Status para pthak secara ekonomi tidak seimbang. Posisi perusshaan
lelih kuat (secara modal, keahlian dan kekuasaan) untuk membuat
atau membatalkan kesepakatan.

{3) Perjanjian tertulis dapat dijadikan bukti adanya kesepakatan para
pihak,

Perjanjian Kernitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan Harus

Diketahui Atau Turut Diftandatangani oleh Bupati Setempat.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Permentan No.33/2006 disebutkan
bahws peranjian  kerjasama kemifraan harus  diketahui  oleh
Bupat/Waltkota. Ketentuan ini jelas merimbulkan pertanysan hukum
mengenal peran dan fungsi hukum dari Bupati/Walikota untuk mengetahui
suaty perianiian kemifraan plasma.

Perjanjian kemitraan plasma adalah kemitraan bukem  privat
Sementara peran dan fungsi Bupati sebagal kepala daersh {inglat 1 masuk
dalam bidang hukum publik, bukan suatu keputusan, Hal ini pernsh
Peneliti tanyekan langsung kepada petugas Pemda yang mengurus
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perjanjian plasma,  Salah satu alasan beliau kepada Peneliti adalah

Pemerintah  “membuka din” apebila teriadit  permasaishan  antara

perusahaan dan koperas: petan plasma.

(1)

2

Peneliti menganalisa ketentuan tersebut sehagai berikut:

Salah satu fungsi Pemeriniah sesual dengan arnanat Pasal 33 UUD
1845 adalah weffore jfimction, vaitu wailb menseiahierakan
masyarakal. Kewajiban tersehul memeriukan waictn, keahlian dan
biaya yang tidak sedikit, apalagi di daerah terpencil (remote area).
Adanya keterbatasan terscbui membuat Pemerintah “melibatkan”
peran perusahaan perkebunan dalam peningkatan kemakmuran
masyarakat, Dengan kata lain, Pemeriniah “mengalihican™ salah safu
kewajiban welfare function tersebut kepada perusahaan perkehunan,
Perusahaan perkebunan identik dengan modal besar dan memiliki
kebun di dacrah terpenci! {remote area).

Kebijakkan pembanganan ekonomi Pemerintah diwujudkan melalui
perangkat hukute (Jaw as strument of economic policy). Dalarm
Permentan No.:26/2007, Menteri Pertanian mewajibkan perusahaan
perkebunan untuk membangun kebun untuk masyarakat sekitar
perkebunan paling sedikit 20% dari total luas kebun yang dimiliki

oleh perusahaan perkebunan.

Tenty saja pembiayaan pembangonan kebun tersebut  dapat
dilakukan oleh bank, narmun dengan bantuan atau jaminan dar
perusahaan perkebunan. Melahn Permentan No.:26/2007  ini,
Pemerintah memanfaatkan kemnampuan, pengalaman, jaminan dan
dana dari perusabaan perkebunan untuk membuka “isolasi” daerah

terpencil, termasuk masyarakatnya.

Adanya peran pemerintah dalam memberikan subsidi bunga
pinjaman di Program Revitalisasi Perkebunan.

Dalam Pasal 22 Ayat 3 dan 4 Permentan No.:33/2006 ditetapkan
bahwa selama masa TBM {(iahun ke-1 sampai dengan tabun ke-3),
hutang pinjaman adalah 10%. Selisih bunga komersial dan bunga
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yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi tanggungan dan beban

Pemerintah.

Untuk  memmimalisir  penyalahgunaan kebijakkan Pemerintah
tersebut, maka Pemerintah melalui aparat Pemda perlu ikuot terlibat
dalam kemimraan plasma. Hal tersebut masih bisa dikategorikan
wajar untuk menuntut dan mengawal masyarakat (perusahaan

perkebunan dan petani plasma).

Namun demikian, perlu dicermatl bagaimana implikasi kebijakkan
terschut di lapangan. Salah satu contohnya adalah kemitraan plasma
program Revitalisast Perkebunan yang akan dilaksanakan oleh PT X dan
Koperasi Y. Sebagal kepala daerah Tingkat I, Bupati Ketapang membuat
kebijakkan apar instansi terkeit di tingkat Kabupaten, seperti Dinasg
Perkebunan Kabupaten Ketapang dan Badan Pertanahan Kabupaten
Ketapang turut memeriksa dan menandatangant perjaniian sebagal sakst,

Di satu pthak hal tersebut diharapkan sebagal upaya pemerintah
memberikan bantwan dan perlindungan kepada petani plasma dalam
melakukan negosiasi dengan pihak PT. X dan upaya penyelesaian
sengketa antara petani dan PT. X. Namun demikian, disind lain kebijakkan
tersebut pasti mengeluarkan atau menambab biaya dilvar dari macam-
macam biaya Program Revitalisasi yang ditetapkan dalam Kepdirjenbun
No.:135/2008. Dalam Kepdirjenbun, untuk tahun pertama, pengeluaran
bizya per hekiar unituk perlnasan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan
Barat yang ditetapkan adalah maksimum Rp.13.768,000,- dari total alokasi
dana Rp.37.379.000,- .

Biaya tahun pertamna itu ditetapkan oleh Dirjenbun unfuk membiayai
tenaga kera, infrastruktur, bibit, manajemen fee dan sertifikasi lahan,
tidak termasuk biayas “pengecekkan” untuk masing-masing kepala dinas
perkebunan dan badan pertanahan nasional. Oleh karena piatfon telah
ditetapkan oleh Pemerintah (tidak boleh melebibi batas maksimum yang
ditetapkan, maka tentu saja biaya pengecekan tersebut gkan diambil dar
hutang petani plasma dan bedmplikasi penghematan di sektor lain

pembigvaan.
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Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan adalzh
Kontrak yang Innominaat,

Menurut Salim H.S, yang dimaksud dengen Kontrak Innominaat
adalah keselurohan kacdah hukum yang timbul, tumbub dan hidup dalam
masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata
diundangkan.

Perjanjian Kemitraan Plasma tidak dikenal dalam KUH Perdata.
Oleh karena sebagai konirak innominaat maka sifat dari Perjanjian
Kenutraan Plasma adalsh khusus.  Sesual dengan Pasal 1339 KUH
Perdata, hal ini berarti bahwa pera pihak yang mengadakan kontrak
innominaat tidak hanya twunduk pada perjanjian yang mengaturnya fetapi
para pihak juga harus tunduk pada ketentuan umum yang tercantum dalam
KUH Perdata,

2. Tentang Sahnya Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan
Menurut KUH Perdata.

a.

Syarat Kesepakatan.

Sesuai dengan KUH Perdata, kesepakatan adalgh sah apabila tidak
ada paksaan, penipuan, kesesatan‘kekelirvan. Dalam sisten huokum
common law, telah berkembang suatu dokrin bahwa kesepakatan tidak sah
apabila terdapat penyalahgunaan keadaan.

Menurut Van Dunne, penyalahgunaan keadaan dapat terjadi karena
keunggulan ekonomi. Menuorut Peneliti, kondisi penyalahgunaan keadsan
dalam Perjaniian Kemitvaan Plasma rentan tenadi, dengan adanya alasan-
alasan sebagal benkut:

I. Para phak Membuat Perianjian XKemitraan Plasma Program

Revitalisasi Perkebunan Dengan Motivasi Yang Berbeda

Dalam  Permentan  No.:26/2007, Mentenn  Pertanian
mewajibkan perusahaan perkebunan untuk membangun kebun untuk
masyarakat sekitar perkebunan paling sedikit 20% dan total huas
kebun vang dimiliki oleh perusahasn perkebunan.  Dengan
demikian, Perusshaan perkebunan vang menjadi Mitra Ussha

{perusshaan  inti}) melaksanakan perjanjian  kemitraan karena
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diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada
unsur paksaan dar Pemerintah.

Sementara itu, petani atau Koperasi plasma membuat dan mau
melaksanakan perjanjian kemitraan karena alasan ekonomi, seperti:
lapangan pekerjaan baru dan tambahan penghasilan.

Perbedaan kondisi yang berbeda tersebut coba disamakan di
depan hukum. Pemerintah mencoba mengatur hak dan kewajiban
petani atau koperasi plasma dan perusahaan Mitra Usaha, dengan
fujuan memberikan perlindungan hukum kepada petani atau
koperasi.

Namun demikian, berdasarkan pengamatan Peneliti, karena
adanya tuntutan ekonomi yang lebih besar, para petani atau koperasi
plasma cenderung mengabaikan hak dan kewajiban mereka yang
telah disepakati dalam perjanjian. Mereka tidak meneliti,
mempertimbangkan atau memahami hak dan kewajiban mercka
dalam perjanjian, termasuk konsekwensi hukumnya.

Kondisi ini sangat berbeda dengan perusahaan Mitra Usaha.
Selain karena memang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-
undangan, maka seluruh ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian
harus benar-benar mampu memproteksi resiko mereka secara
hukum. Mereka memiliki sumber daya manusia, keuvangan dan
pengalaman yang lebih dari cukup.

Kedua kondisi tersebut akan berakibat seringnya muncul
konfhik dalam pelaksanaan, seperti: penjualan TBS tidak kepada
perusahaan - Mitra Usaha, transparansi pelaksanaan keuangan,
. kualitas TBS yang rendah, jumlah hutang yang besar schingga
pembayaran cicilan hutang berlangsung lama.

Lemah dan terbatasnya tenaga pendampingan dari Pemerintah.

Pemerintah  yang seharusnya bertugas “mengawal”
pelaksanaan hukum, dengan berbagai alasan, lemah dalam
melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada para pihak,

khususnya petani plasma dan koperasi.
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Perjanjian-perjanjian  vang cacat kehendak ferscbut tetap saja
mengikat para pihak. Hanya saja dapat dibatalkan apabila pihak yang
menyatakan hal tersehut dapat membuktikannya.

Syarat Cakap.

Berdasarkan drafi Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi
Perkebunan, para pihak adalah badan hukum. Oleh karena itu, oleh PT. X
dan Koperast harus diwakili oleh para pengurus mereka yang sah.

Sebagal perusahsan, maka sesual dengan Pasal 92 Avat 1 UU
No.40/2007 dan Pasal 14 Avat 3.8 Anggaran Dasar PT. X, PT X harus
diwakili oleh Direksi, dalam hal ini adalah Presiden Direkfurnva,
Berkenaan biahwa tindakan ini melibatkan PT. X selaku penjamin, maka
sesual dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Anggaran Dasar PT, X, Direks:
PT. X harus mendapatikan persetujuan darl Dewan Komisans PT, X.

Koperasi Y adaleh badan hokwrn, dan menurat Pasal 19 Anggaran
Dasar Koperast Y, yang berhak mewaksli Koperasi Y adalah pengures,
Saat ini, jumlah pengurus Koperasi Y ada 8 orang, yaitu [ srang sebagai
Kgtua Umum, | orang sebagai Kema [, 1 orang Ketua I, 1 orang
Sekretarig dan 1 orang Bendahara,

Anggaran Dasar Koperasi Y fdak menyebutkan lebih lanjut
mengenal siapa yang berhak mewakili pengorus dan dalam hal apa
kewenangan Pengurus Koperasi Y dibatasi, Dengan demikian, maka yang
berhak mewakili Koperasi Y dalam penandatangan Perjanjian Kemitraan
Plasma adalah seluruh pengurus Koperasi Y, tanpa memeriukan tambahian

persetujuan dar organ Koperasi Y lainnya.

Syarat Hal Tertentu.

Permentan  No.26/2007 dan  Permentan  No.233/2007  telah
menentukan secara rinci hal-hal yang harus dicantumkan dalam perjanjian
kemitraan, Hal vang wajib dicantumkan antars lain pembinasn dan
pengembangan usaha, pendanaan, jangks wakta dan penyelesaizn
perselisthan, serta hak dan kewajiban petani atau koperasi plasma dan
perusahaan Mitra Usaha, baik pada masa TBM dan TM.
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Selain i, dalam draft Perjanjian Kemitraan Plasma Program
Revitalisasi Perkebunan antara PT. X dan Koperasi Y telah disebutkan
secars rinel lokasi kebun, Tuas tanah kebun, serta tata cara jual beli TBS.

Dengan demikian syarat harus adanya hal fertentu telah dipenuhi
dalam Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisazsi Perkebunan
antara PT. X dan Koperasi Y.

d.  Syarst Kavsal Yang Halal.

Scbagaimana telah dijelaskan di atas, perjanjian kemifraan plasma
merupakan hal yang diwajibkan oleh Pemerinish. Dengan demikian,
Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan memiliki
kausal yang halal karena merupakan kebijakken ekopomi Pemennlah
melalui peraturan perundanga-vndangan yang berlaku.

Penetapan Perusahaan Mitra Usaha dan Calon Petani Plasma Berbeda
Prosesriva.

Berdasarkan ketentuan Pasal i1 Ayat 2 Permentan No.:33/2008,
penetapan sebagan CPP harus berdasarkan Surat Keputussn Kepala Dinas
Perkebunan Kabupaten atas nama Bupati/Walikota. Proses tersebut sangat jauh
berbeda dengan penetapan perusahaan Mifra Usaha yang harus berdasarkan
Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian.

Berdasarkan Permentan No.:33/2007, Direktur Jenderal Perkebunas,
Departemen Pertanian baru akan mengeluarkan Surat Keputusan Penctapan
Mitra Ussaha, setelah perusahaan Mitra Usaha memperoleh:

Surat persetujuan pembiayaan dari bank.

b Surat Keputusan Penetapan Calon Mifra Usaha Oleh Kepala Dinas

Pericebunan Tingkat Provins: atas nama Gubernur.

C. Surat Rekomendasi Calon Mitra Usaha dant Dinas Perkebunan Tingkat

Kabupaten atas nama Bupati.

Pepeliti berpendapat terjadi perhedaan perlakuan hokum  antara
petanifkoperasi plasma dengan perusahaan perkebunan. Dalam pelaksanaannya,
tidak ada jaminan bahwa proses tersebut fidak memeriukan biayae. Jika terdapat
binya, maka beban biaya terscbut akan dimasukkan atau dibebankan kepada
katang potani/koperasi.
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Dengan demikian, hendaknya kebijakkan ekonomi tersehut memikirkas
efisiensi biaya dan waktu jika ingin berlaku efektif dan cepat,

Ketiadaan Batas Wakiu Kapan Perusahsan Perkebunan Mulai Membangun
Kebun Rakyat,

Dalam ketentuanr Pasal 11 Permentan Neo.26/2007, discbutkan
perusahaan perkebunan vang telabh memiliki TUP waib untuk membangun
kebun untuk masyarakat sekitar perkebunan paling sedikit 20% dari total lnas
kebun yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan, Selanjuinya fidak disebutkan
dalam ketentvan lebih laryut mengenat apakah dilakukan secara bertahap atan
sekaligus dan penentuan fuas kebun fersebut berdasarkan luas tanam atau luas
hektaran tanah yang tercantum dalam HGU.

Jika pembangunan kebun plasma rakyst dilakukan secara sekaligus,
pasti menghadap: kendala tenaga kerja dan biaya yang tidak sedikit, Dengan
asumsi 1 hektar adalah Rp.38 juta, maka untuk 2.000 ha dipesfukan dana Rp .76
miliar, suatu jumiah yang tidak sedikil,

Selanjutnyva, tidak jelas apakah berdasarkan luas tanah yang ditanami
kebun atau luas tanah vaog tercantum dalam HGU. Dengan asumsi, maksimal
tanah yang bisa ditanami adalah 85%, maka fuas kebun plasma adalah 1,700 ha.

Tidak Ada Sanksi Apahila Perusahaan Perkebunan Tidak Melakukan Kemitraan
Perkebunan,

Meskiptn melalui Permentan Ne.: 2672007, Menteri Pertanian sudah
mewajibkan perusahaan perkebunan yang telab memiliki TP wajib untuk
membangun kebun untuk masyarakat sekitar perkebunan paling sedikit 20% dari
total luas kebun yang dimiliki ol¢h perusahaan perkebupan, namun tidak
dicantumkan sanksi apabila perusahaan perkebunan tidak melaksanakannya.

Hal ini jelas menimbulkan kerancuan hukum, apakah ini adalah suatu
kewajiban hukum atau sukarelz. Dengan demildan, tidakiah mengherankan jika
pelaksanaannya digantungkan kepada kemauvan dan kerelaan perusshaan

perkebunan tersebut.
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6. Ketentuan Minimum Luas Lahan Kebun Plasma Yang Dibangun Tidak
Memperhitungkan Kondisi Lapangan.

Permentan No.:26/2007 yang mewajibkan perusahaan perkebunan yang
telah memiliki IUP wajib untuk membangun kebun untuk masyarakat sekitar
perkebunan paling sedikit 20% dari fotal luas kebun yang dimiliki oleh
perusahaan perkebunan kurang memperhatikan ketersediaan tanah.

Tidak dapat dipastikan bahwa setiap lokasi kebun, meskipun di daerah
terpencil, pasti sudah tersedia tambahan tanah 20% yang dialokasikan untuk
kebun. Kalaupun ada, apakahnya harga pembebasannya sesuai dengan budget
Program Revitalisasi Perkebunan? Apalagi di lokasi yang padat penduduk.

7. Realisasi Pelaksanaan Dilakukan Seluruhnya (Dimonopoli) Oleh Perusahaan
Mitra.

Dalam Perjanjian Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan, seluruh
pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kebun dilakukan oleh perusahaan
Mitra Usaha. Hal ini berarti bahwa sejak pembukaan lahan, penanaman,
perawatan, pemanenan, jual beli TBS seluruhnya dilakukan oleh perusahaan
Mitra Usaha'®®, Petani plasma hanya menjadi “penonton” dan menerima gaji
bulanan saja (setelah dipotong dengan cicilan hutang, bunga dan manajemen
fee). Petani plasma hanya menjadi pegawal baru di perusahaan perkebunan.
Petani plasma seluruhnya tergantung kepada perusahaan Mitra Usaha.

Dengan demikian, apakah prinsip dart kemitraan yang menyatakan saling
menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling
memperkuat dan saling bergantung sudah sesuai dengan kondisi tersebut?
Bagaimana Koperasi mampu memeriksa pembukuan proyek dengan kondisi

tersebut di atas?

193 Abet Rego Tarigan, Revitalisasi Perlebunan Lalaifan Petani,
<hhtp:/fwww.sawitwatch.or.id/index2.php?option=com_content&do pdf=18&id=63>.
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A, Kesimpulan

Dari hal-hal yang telah divraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai kenjasama kemitraan perkebunan plasma
secars wmum diatur dalaem UU No:20/2008, PP No. 4471987,
Kepmeneg  BUMN  NooKep-236/MBU/R2003,  Permentan
No.:26/Permentan/O7. 140/2/2007 dan Kepmenian
No.:940/Kpts/OT.210/10/1997.

Ada 6 hentuk pola kemitrsan yang diatwr dalam  peaturan
perundang-undangan, yaitu pola inti plasma, pola snbkontrak, pola
perdagangan umum, pela keagenan, pola waralaba, bentuk lainnya.
Kemitraan wuszha perkebunan dilakukan antara  perusshaan
perkebunan vang mewakili kelompok kepeptingan Usaha Besar
dengan koperasi plasma yang mewaktli kelompok kepeniingan
Usaha Kecil dimana peran Pemerintah adalah sehagai fasilitator
dan negotiator di antara ke-2 beiah pthak.

Khusus uptuk kemitraan perkebunap, ada 5 benfult yang
diperkenalkan wyaitu: inti plasma, sub kontrak, dagang umum,
keagenan, dan bentuk-bentuk lain seperti kerjasama operasional
agribisnis, Dari sekian banyak pola kemitraan yvang disebut dalam
peraturan, dari hasil penchitian, yang paling banysk digunakan
adalah pola inti plasma.
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Pola it plasma juga mengalami perkembangan dan perubahan
bentuk dan masa ke masa. Berdasarkan hasil pengamatan,
setidaknyva ada 3 bentuk pola kemitraan plasma vang paling sering
dipergunakan oleh perusahaan perkebunan dan koperasi plasma,
vaitu pola PIR Trang, KKPA dan terakhir adalah Program

Revitalisagi Perkebhunan,

Kerjasama kemitraan plasma telah menjadi suate kewajiban yang
dipersyaratkan oleh UU.  Dalam Permentan No.:33/2006,
perusahaan  perkebunan  yang telah memibki IUP  wajib
membangen kebun plasma untuk masyarakat sekitarnya paling
sedikit 20% darf luas kebun inti'®®. Pembangunan kebun tersebut
harps  dilskukan  bersamaan dengan  pembangunan kebun
perusahaan Mitra Usaha {perusahaan inti}.

2. K.etentuan mengenal Program Revitalisasi Perkebunan diatur dalam
Permentan  No.33/Permentan/OT. 140/7/2006  dan  Permenkeu
No.:117/PMK.06/2006.

Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan
perkebunan rakyat melalei periuasan, peremajaan dan rehabilitasi
tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan
subsidi bunga coleh pemenntah dengan melibatkan perusshaan di
bidang ussha perkebunan sebagai mitra dalam pengembangan

perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil.™

Program revitalisasi perkebunan yang telah dicanangkan oleh
pemerintah  sejak tahun 2005 dan diikuti dengan peraturan

% Departemen Perianian, Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Perijinan
Lsqha Perkebunan, Permentan No28/Permentan/OT. 140/2/2007, Pasal 11,

idd Peraturan Menteri Pertanian Tenimng Pengembangan Perkebunan

J——
Melghid Propram Revitalisest Perkebunan, Permenian No AV Permentan/OT. [40/7/ 2008, Pasal |
Avat ],
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mengenai hal tersebut sejak tahun 2006, Ada 3 tanaman yang
masuk dalam program ini, yaitu: karet, kakao dan kelapa sawit.
Program ini berlaku hanya untuk perluasan dan peremajaan kebun,
dan bukan kebun baru. Program Revitalisasi Perkebunan dapat
dilakukan dengan kernitraan ataupun tanps kemitraan.

Dalam program i, peran Pemenntah dalam program plasma
menjadi lebih besar. Besamys partisipasi Pemeriniah tersebut
tampak, antara lain, dalam hal:

a. Pemerintah mernberikan subsidi bunga, vaitu selisih antara
bunga komersi! bank dan bunga yang dibebankan kepada
petani plasma selsmma masa pembangunan {fahun ke-1
sampal dengan {ahun ke-3),

B Pemerintah, melalei Bupaty selempat, menyeleksi dan
menctapkan calon pefarg plasma,

c. Pemerintal, melalgt  Direkiorat  Jenderal Perkshunan
Departernen  Pertanian, menetapkan perusahaan sebagai
Calon Mifra Usaha.

d. Pemerintah, melalui  Direktorat  Jonderal  Perkebunan,
menetapkan standar kelayakan teknis kebun untuk dapat
dialibkan  kepada  petam, setelsh  tanaman  siap
berbuah/menphasilkan,

Dengan adanya propram Rewitalisazi Perkebunan, Pemenntah

mengharapkan adanya pertambahan sekitar 1.500.000 ha lzhan

perkebunan kelapa sawit bary, batk melalui perluasan kebun atau

peremaiaan. Selain y, melalui program i, Pemerintah berharap:

4.  Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masvarakat
melalui pengembangan perkebunan;

b.  Meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas

dan pengembangan industri hilir berbasis perkebunan;
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¢.  Meningkatkan penguasaan  ckonomi  nasional  dengan
mengikutseriakan masyarakat dan pengusaha lokal; dan
d. Mendukung pengembangan wilaysh di daerah  sckitar

perkebunan.

Pelaksanaan perjanjian kemitraan plasma dalam rangka Revitalisasi
Perkebunan vang dilakukan oleh PT X dan Koperasi Y
dilaksanakan di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Tengah

untuk membangun 400 ha kebun plasma kelapa sawit,

Pelaksanaan bary pada tahap penyeleksian dan pembuatan
dokumen perianpian  kemitraan  plasma, termasuk  proses
penyeleksian calon petani peserfa oleh Koperasi Y dan dinas
perkebunan terkait df Kabupaten Ketapang,

Berdagarkan hasil penchitian, kendala-kendala yang dihadap: oleh
PT. X dan Koperasi ¥ dalam pelaksanaan Program Revitalisasi
Perkebunan dengan Kemitraan, antara lain:
a. Proses birokrasi yang memerlukan wakiu relatif panjang
dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini tampak dalam hal:
(1} Beleksi dan penetapan CPP Oleh Bupati.
{2}  Penetapan perusahaan perkebunan sebagal mitra
uzaha oleh Direktoral Jenderal Perkebunan.
b Perijinan perkebunan plasma sama dengan perkebunan
besar,
e. Kesulitan dalam pencanian dan penetapan lokasi kebun yang

cocnk secara teknis dan sosial

d. Kelengkapan identitas diri petani plasma yang akan menjedi
peserta plasma.
€. Persyaratan jaminan perusahaan dar perusshaen Mira

Usahia (Perusabaan Inti) memberatkan.
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f. Muhalnya biaya sertifikasi lshan, baik resmi ataupun tidak
resmi.

. Kurangnya tenaga teknis lapangan dari pemerintah unpk
sosialisasi dan pelaksanaan program di lapangan.

Kendala-kendala tersebutr jelas menghambat realisasi kebijakkan
Pemenntah menjadi tidak efektif. Hasil yang telah dicapal masib
jauh dart tacget yang ditetapkan oleh Pemerintah sendiri.

Secara nasionsl. sejak tzhun 2007 sampai dengan tahun 2009,
realisast penyaluran kredit Revitalisasi Perkebunan masih sangat
lambat. Dar total komitmen perbankan scbesar Rp 37,49 triliun,
yang terealisast mienjadi kredit hanya 9,73% atan Rp 455,37 miliar
saia sampal dengan akhir tabun 2008. Rinciannya, kredit untuk
komoditay kelapa sawit sebesar Rp 420,63 miliar dan kredit untuk
karet dan kakao senilai Rp 24,74 mibiar. Para penvalor kredit
tersebut adalah PT BRI Tbk senilat Rp 206,7 miliar, PT Bank
Mandin Thk sebesar Rp 2409 miliar, PT Bank Pembangunan
Daerak {BPD) Sumatra Barat senilal Rp 7,45 miliar, dan PT BPD
Sumatra Utara sebesar Rp 180 juta. '™

Pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat juge belum
banyak berubah. Masyarakat masih barus menunggu beberapa
tahun ke depan uvntuk bisa mendapatkan manfaat dari program ini,
Itupun dengan catatan bahwa proses tidak “jalan di tempat” atau

berhents.

S penyaturan Kredit Pengembangun Energé Nabati Dan Revitedlisasi Perkebunon,
By kontag, coad/index phpnkevsnean/news/98 | 8/Reslisasi-Penvaluran-Kredit- KPEN-RP-
Rp-433-14, diakses 28 Juni 2609,
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Ketentuan program revitalisasi perkebunan vang diatur dslam
Permentan  No.:33/Permentan/OT.140/7/2005 harus  mencakup
beberapa produk komoditi unggulan lainnya, jangan terbatas
kepada karet, kakao dan kelapa sawit. Pemerintah selama ini banya
berorientasi pada komoditas ekspor, bukan pada kebutvhan prodok
kebutuhan konsumsi masyarakat dalam negeri, seperti tebu untuk
menghasiikan gula dan padi untuk menghasilkan beras. Menurut
Peneliti, justru produk konsumsi masyarakatlah vang harusnya
mendapatkan subsidi Pemenntah, mulai dart  kepasgtian dan

kemudahan memperoleh lahan, bibit, pupuk dan pergualan.

Peryederhanaan proses birokeasi penelapan perusahaan perkebunan
besar kelapa sawit sebagat Mitra Ussha {dahulu dikenal dengan
igtilah Perusahaan Inti),

Menurut Pasal Pasal 8 Ayat 3 Permentan No.:26/2007, “Penetapan
Mitra Usaha dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, setelah
mendapatkan  persetujuan dan Bank  Pelaksana®, Sebelum
penetapan  sebagal Mitrta Usaha, maka scbuah  perusahaan
perkebunar harus melahd proses di tingkat Kabupaten dan
Gubernur, belum fermasuk proses persetujuan pembiayaan dari
bank. Proses seleksi administrasi ind justro menghabiskan biava
dan wakto yvang tidak sedilit.

Apabila Pemerintah Pusat konsisten menyershkan kewenangannya
kepada Pemerintah Daerah dan mengikuti proses penetapan CPP
(hanya di level Kabupaten saja), maka akan banyak sekali waken
dan biaya yang bisa di hemat. Dengan demikian, realisasi
keriasama plasma antara perusahaan besar dengan petani plasma

Iebik cepat teriaksana.
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Selain ifu, kelebthan biaya tersebut dapat dipergunakan uniuk
meningkatkan  kuglitas  pembangunan  kebun,  khususnys
pembanganan fisik kebun seperti pemilihan dan pembelian bibit
kelapa sawit yang berkualitas, pembelian pupuk, pembangunan
sarana infrastructure dan lain-lain.

Pemberian insentif kepada perusahaan perkebunan besar yang

metaksanakan program kemitraan plasma.

Harus ada “daya tarik™ dan manfaat bagi perusahaan perkebunan
besar agar mau dan bersedia lebih aktif membangun kebun plasms
unfuk petani di sekifar perkebunan.  Jika hanys mengharapkan
“kesadaran” perusahaan, maka tujuan pengembangan masyarakat

akan lama terwajud.

Diharapkan Pemenntali dapat memberikan imgentif ekonomis.
Migalnya saja, pengurangan pajak selama masa pembangunan
kebun kelapa sawit. Intensif pajak tersebut dapat didasarkan luasan
hektar kebun plasma vang swdah dibangun oleh perusahaan
tersebut, yang telah di konfirmasi eleh koperast atau kelompok tant

vang mewakili petani plasma tersebut.

Selain upaya pengembangan pembangunan fisik kebun, upaya lain
yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan kualitas suraber

daya manusia masyarakat sekitar kebun.
Penguasaan feknologi dan kemampuan dalam membangun dan
mengeiola kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh perusshaan

perkebunan kelapa sawit besar, harus mampu “diserap” oleh petani

plasma. Pengalihan teknologt dan kemampuan tersebut bukan
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berarti merubah atau meniadakan kebudayan masyarakat sefempat
yang teiah lama ada.

Kebiasaan ladang berpindah dan pembukaan lzhan dengan
membakar sebaiknya diubah dengan teknologi barn,  Pengalthan
kemampuan dan keahlian tidak hanya dalam bentuk jod training,
penerimaan petani plasma sebagai pegawai dan tenaga kerja
perusaliaan perkebunan besar, tetapi kemampuan teknis dan

manageren dalam membangun dan mengelola kebun sawit.

Meningkatkan peran  pemenntah  sebagai  pendukung  dan

“nengawal” program Kemifraan plasma revitalisasi perkebunan,

Petani plasma adalah pihak vang lebih lemsh kedudukannya
dibandingkan dengsn perusahaan perkebunan besar. Pengalaman
kernitraan plasma selama ini bahwa kontrol atas pembangunan dan
pengelolaan kebun sepenuhnya ada di pihak perusahaan Mitra
Usaha.

Untuk itu perlu “perlindungan™ Pemenintah secara lebih aktif, tidak
hanys menunggu laporan pelaksanaan program, tetapi lebih aktif
melakukan pengeceklkan melalui foto udara.  Selain itu, harus
mencantumnkan standar minimal kualitas pupuk, bibit dan jumlah
tanaman dalam | hektar,

Penyederhanaan peniinan perkebunan kemitraan plasma.

Perifinan perkebunan kemitraan plasma disederhanakan,
jangan disamakan dengan jenis perijinan vang harus dimiliki oleh
perusahaan perkebunan besar.

Hal 1 bertujuan untuk menghemat biaya dan waktu agar
kebun dapat beroperasi lebikh cepat, sesuai dengan kebijakkan

peraturan perundang-undangan yang herlaku.
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Partisipasi perusahaan Mifra Usaha dalam pemilihan dan seleksi
CPP.

Perjanjian  kemitraan plasma  revitalisasi  perkebunan
dilaksanakan antara perusahaan Mifrta Usaha dan Koperagi ateu
CPP. Sesuai dengan prinsip kemitraan, yaitn kerjasama yang
saling  menguntungkan,  memerlukan, memperkuat  dan
mengunfungkan,  Untuk itu, sejak tahap awal, scbaiknya
perngahasn Mitra Usaba sudah dilibatkan dalam proses seleksi
CPP.

Hal i untuk memperlancar atau mengurangi maesalah di
kemudian hart pada tahap pelaksanzan perjaniian, karena
perosabaan Mitra Usaha sudah mengenal calon partnernya sejak

awal,

Kewajiban pembangunan kebun plasma harus tefah dimulai sejak
perusahaan perkebunan membangun kebun, dilakukan secara
bertahap.

Dalam pelaksansan di lapangan, pembangupan kebun plasma
dilgkvkan selelah perusashaan perkebunan beroperasi secara
operasional atau setelah mendapatkan IUP.  Hal ini akan
menimbulkan kendala apabila lahan perkebunan sudab tidak ada
lagi mengingat rapainya jumiah penduduk di sckitar perkebunan,

Hal im dapat dilakukan pada saat pemberian {jin lokasi kepada
perusahaan  perkebunan. Jika BPN dan Bupati dapat
mengalokasikan  daerab  tertentu sebagai perkebunan, maka
scpatutnya dapat juga diberikan alokasi Iahan untuk perkebunan

plasma.
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Apakah status perusahaan PT. X gaat ini?

Apakah koperas: sudah terbentok saat im?

Sejak kapan PT. X muolal menyusun rencana plasma?

Apakah PT, X menggunaken fasilitas program kemilraan revitalisasi perkebunan?
Bagaimana dengan pendanaan kemitrazn plasma revitalisass perkebunan PT. X7
Bagaimana proses pelaksanaan kemitraan plasma yang akan dijalankasn oleb PT. X?
Saat ini, sudak sampal tahap apa?

Kendala-kendsla apa yang dibadapl dalam pelaksanaan kemitraan plasma?
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Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam kemitraan plasms ini?

10. Bagaimana kebijakkan Bupat Ketapang?
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